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IV. Standar Pelayanan di lingkungan Sekretariat Menteri Sekretaris Negara

A. Biro Perencanaan

1. Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Stratejik
Sekretariat Negara

STANDAR PELAYANAN
PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEJIK
SEKRETARIAT NEGARA

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan
Sekretariat Kabinet

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

B. Latar Belakang

Sebagai upaya menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang
perwujudannya antara lain meliputi transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien,
menjunjung supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat
menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi
penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, diperlukan langkah-langkah
kebijakan secara terarah ke dalam visi dan misi yang telah ditetapkan
sebelumnya, yang dituangkan dalam Rencana Stratejik. Agar penyusunan
Rencana Stratejik di lingkungan Sekretariat Negara dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud ditetapkan standar pelayanan pengkoordinasian penyusunan Rencana
Stratejik (Renstra) Sekretariat Negara adalah sebagai panduan bagi Biro
Perencanaan dan Tim Penyusun Rencana Stratejik, serta unit kerja terkait di
lingkungan Sekretariat Negara.

Tujuannya ...
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Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan dalam
pengkoordinasian penyusunan Renstra Sekretariat Negara secara menyeluruh,
terarah, dan terpadu.

. Ruang Lingkup

1.

Unit pelayanan yang mengkoordinasikan penyusunan Renstra Sekretariat
Negara adalah Biro Perencanaan.

Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan
yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung
melaksanakan pengkoordinasian penyusunan Renstra Sekretariat Negara.

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah ditetapkannya visi, misi, tujuan,
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam jangka menengah.

Pengguna pelayanan adalah seluruh pejabat/pegawai di lingkungan
Sekretariat Negara.

Keluaran (output) pelayanan adalah buku Rencana Stratejik Sekretariat
Negara.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tersedianya data/informasi
mengenai kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga Sekretariat Negara
setiap tahunnya.

Standar kompetensi pelaksana:

a. Mampu melaksanakan pengkoordinasian dalam penyusunan Renstra
Sekretariat Negara

b. Mempunyai pengetahuan dalam memformulasikan target atau sasaran
kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) ke dalam kebijakan penyusunan Renstra

c. Mempunyai pengetahuan dalam merumuskan indikator kinerja secara
tepat

d. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office (MS Word,
Excel, dan Power Point)

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA

KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Persiapan Administrasi (2 hari)

|

PembentukanTim Penyusun
Renstra Sekretariat Negara
(5 hari)

Pembentukan Tim Sekretariat
Penyusun Renstra oleh Ketua
Tim (1 hari)

Penyusunan draf awal
Renstra Sekretariat Negara
(15 hari)

e ——

Pembahasan substansi oleh Tim

v

Pemaparan draf Renstra di hadapan pimpinan satuan organisasi (2 hari)

v

Finalisasi (3 hari)

y

Penyampaian draft final Rancangan Kepmensesneg kepada
Mensesneg untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan

(1 hari)

v

Penyiapan Salinan Kepmensesneg (1 hari)

y

Penyampaian permohonan pencetakan dan penjilidan buku Renstra (1 hari)

v

Pendistribusian buku Renstra Sekretariat Negara (3 hari)

Pelaksanaan Sosialisasi Renstra Sekretariat Negara (3 hari)

B. Prosedur ...
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B. Prosedur Pelayanan
1. Persiapan Administrasi (2 hari):

a.

Menyiapkan dan menyampaikan surat undangan kepada satuan kerja di
Lingkungan Sekretariat Negara terkait dengan pembentukan Tim
penyusun Renstra

Mengumpulkan data/informasi dari masing-masing satuan kerja

. Membentuk Tim penyusun Renstra Sekretariat Negara (5 hari):

1) Menyiapkan dan menyampaikan memorandum kepada satuan kerja
terkait di lingkungan Sekretariat Negara, tentang permintaan usulan
nama-nama anggota Tim

2) Menyusun Rancangan Kepmensesneg tentang Pembentukan Tim
Penyusun Renstra

3) Menyiapkan memorandum Sekretaris Menteri Sekretaris Negara
kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menyampaikan Rancangan
Kepmensesneg tentang Pembentukan Tim guna mendapatkan
persetujuan

4) Menyiapkan salinan Kepmensesneg tentang Pembentukan Tim setelah
Kepmensesneg ditanda tangani oleh Mensesneg

5) Menyampaikan Salinan Kepmensesneg tersebut kepada Tim

Ketua Tim Penyusun membentuk Tim Sekretariat guna menunjang

pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra Sekretariat Negara (1 hari):

1) Menyiapkan Surat Keputusan Ketua Tim tentang Pembentukan Tim
Sekretariat

2) Penanda tanganan Surat Keputusan oleh Ketua Tim tentang
Pembentukan Tim Sekretariat

3) Mendistribusikan Surat Keputusan Ketua Tim kepada Anggota Tim
tentang Pembentukan Tim Sekretariat

Menyusun draf awal Renstra Sekretariat Negara (15 hari):

1) Menghimpun bahan yang berkaitan dengan penyusunan Renstra
Sekretariat Negara

2) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait

3) Melaksanakan diskusi terbatas antar anggota Tim Sekretariat

4) Memintakan persetujuan Mensesneg mengenai visi dan misi
Sekretariat Negara

5) Menyelesaikan penyusunan draf awal Renstra Sekretariat Negara

3. Pembahasan substansi oleh Tim:
a. Pembahasan substansi di dalam kantor
b. Pembahasan substansi di luar kantor

4. Pemaparan draf Renstra Sekretariat Negara (2 hari):

a.

b.
C.

Menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada pimpinan satuan
organisasi di lingkungan Sekretariat Negara

Pemaparan draf Renstra Sekretariat Negara oleh Ketua Tim Penyusun
Tanggapan/persetujuan dari masing-masing pimpinan satuan organisasi
atas draf Renstra Sekretariat Negara

d. Kesimpulan ...



- 307 -
d. Kesimpulan hasil pembahasan Renstra Sekretariat Negara

5. Finalisasi pembahasan penyusunan Renstra Sekretariat Negara (3 hari):
a. Menginventarisasi masukan/tanggapan dari masing-masing pimpinan
satuan kerja
b. Membahas masukan/tanggapan
c. Menyempurnakan draf Renstra

6. Mengajukan draf final Rancangan Permensesneg tentang Renstra Sekretariat
Negara kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mendapatkan persetujuan
dan tanda tangan (1 hari)

7. Menyiapkan salinan Permensesneg yang berkaitan dengan penyusunan
Renstra Sekretariat Negara (1 hari)

8. Mengajukan permohonan pencetakan dan penjilidan buku Permensesneg
tentang Renstra Sekretariat Negara kepada Biro Umum, Setmensesneg (1
hari)

9. Distribusi buku Renstra Sekretariat Negara kepada unit kerja di lingkungan
Sekretariat Negara (3 hari)

10. Sosialisasi Renstra Sekretariat Negara kepada pejabat unit kerja di lingkungan
Sekretariat Negara (3 hari)

. Persyaratan
1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana
pelayanan:
a. Adanya persetujuan visi dan misi dari Mensesneg
b. Adanya bahan untuk penyusunan Renstra Sekretariat Negara yang
dihimpun dari satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Negara
c. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing

2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Pengguna pelayanan berkepentingan dengan Pelayanan Pengkoordinasian
Penyusunan Rencana Stratejik Sekretariat Negara.

. Sarana dan Prasarana Pelayanan
Alat tulis kantor, komputer, printer, scanner, notebook, LCD Projector, kendaraan
roda 4, dan ruang rapat

. Biaya Pelayanan
Tidak ada

. Tempat Pelayanan

Pelayanan pengkoordinasian penyusunan Renstra Sekretariat Negara
diselenggarakan di Biro Perencanaan, Sekretariat Menteri Sekretariat Negara.

G. Jadwal ...
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G. Jadwal Pelayanan
Pelayanan pengkoordinasian penyusunan Renstra Sekretariat Negara
diselenggarakan selama jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat
dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari unit kerja terkait yang berkaitan dengan
pelayanan penyusunan Renstra Sekretariat Negara disampaikan kepada
Kepala Biro Perencanaan, Setmensesneg selaku koordinator penyusunan
Renstra Sekretariat Negara.

2. Kepala Biro Perencanaan, Setmensesneg mendelegasikan wewenang
kepada Kepala Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data untuk
menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.

3. Kepala Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data beserta staf
menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.

2. Standar ...
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2. Standar Pelayanan Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/
Lembaga (Renja-KL) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01

STANDAR PELAYANAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
(RENJA-KL) SEKRETARIAT NEGARA
BAGIAN ANGGARAN 007.01

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran pada Bagian Anggaran 007
(Sekretariat Negara)

5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

6. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri
Keuangan tentang Pagu Indikatif Kementerian Negara/Lembaga

Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2004, diperlukan suatu koordinasi antara Kementerian Negara PPN/Bappenas
dan Departemen Keuangan dengan Kementerian Negara/Lembaga dalam
menyusun RKP dan RAPBN. Tugas Kementerian Negara/Lembaga dalam
kaitan tersebut adalah menyusun Rencana Kerja Kementerian Negara/
Lembaga. Agar penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga di
lingkungan Sekretariat Negara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka diperlukan standar pelayanan.

Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan Renja-KL Sekretariat
Negara Bagian Anggaran 007.01 adalah sebagai pedoman bagi pejabat dan
pegawai Biro Perencanaan dan unit kerja eselon | dan Il di lingkungan
Sekretariat Negara dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja
Kementerian Negara/Lembaga Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007, untuk
memberikan informasi yang terkait dengan sistem dan prosedur dalam
pengelolaan program dan penyusunan perencanaan program serta kegiatan.

Tujuannya ...
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Tujuannya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam pengelolaan
program dan penyusunan perencanaan program/kegiatan.

Ruang lingkup

1.

Unit pelayanan yang menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 adalah Biro Perencanaan.

Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan
yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab
langsung dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Kementerian
Negara/Lembaga Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01.

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah untuk menjamin keselarasan dan
kesesuaian dengan tugas dan fungsi setiap unit satuan kerja Kementerian
Negara/Lembaga vyaitu seperti diamanatkan dalam Rencana Strategis
Kementerian Negara/Lembaga (Renstra KL) dan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP).

Pengguna pelayanan adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Menteri
Sekretaris Negara, Kedeputian dan Staf Ahli.

Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen perencanaan dalam bentuk
Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pagu Indikatif yang telah
ditandatangani oleh Sekretaris Menteri Sekretaris Negara selaku Kuasa
Pengguna Anggaran.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tersedianya data yang dapat
dipergunakan sebagai pedoman dalam mempersiapkan penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran KL.

Definisi peristilahan

Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga Sekretariat Negara
selanjutnya disingkat Renja-KL adalah dokumen perencanaan Kementerian
Negara/Lembaga dalam periode satu tahun.

Standar kompetensi pelaksana:

a. Mampu melaksanakan analisis, evaluasi, dan menyusun program kerja
dan kegiatan setiap unit kerja eselon | dan Il di lingkungan Sekretariat
Negara Bagian Anggaran 007.01 sesuai tugas dan fungsi masing-masing
unit kerja eselon | dan Il ke dalam pengelompokan program dan
kegiatan, Bagan Akun Standar (BAS) serta rincian kegiatan yang telah
disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan

b. Mampu mengoperasikan komputer Microsoft Office (MS Word, Excel,
dan Power Point) serta aplikasi penyusunan Renja-KL

c. Mampu mempresentasikan Renja-KL yang telah disusun

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA
KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Penyiapan Surat Permintaan Penyusunan Renja kepada
unit kerja di lingkungan Setmensesneg, Kedeputian, dan
Staf Ahli/Staf Khusus (30 menit)

v

Penerimaan, penghimpunan, dan pengelompokan
rencana unit kerja pengusul

v

Updating/sinkronisasi/penelitian usulan Renja
Setmensesneg, Kedeputian, dan Staf Ahli/Staf Khusus
(15 hari)

v

Rapat penyerasian usulan Renja unit kerja di lingkungan
Setmensesneg, Kedeputian, dan Staf Ahli/Staf Khusus
dengan Biro Perencanaan (14 hari)

v

Penyusunan Draf Rancangan Awal Renja-KL (10 hari)

v

Penerimaan SEB Menteri PPN/Kepala Bappenas dan
Menteri Keuangan tentang pagu indikatif (Maret)

v

Penyusunan rancangan awal Renja Sekretariat Negara
sesuai yang ditetapkan dalam SEB (10 hari)

v

Pelaksanaan pembahasan forum Trilateral
(Bappenas, DJA-Depkeu, Setneg) 2 hari

v

Penyusunan rancangan awal Renja Sekretariat Negara
sesuai yang ditetapkan dalam SEB (10 hari)

v

~—»| Penyempurnaan Renja-KL Setneg sesuai dengan hasil
forum Trilateral (5 hari)

Tidak

Setuju v

Pelaporan kepada Mensesneg mengenai Renja-KL
Setneg (5 hari)

o>

Penyampaian Renja-KL Setneg kepada Menteri
PPN/Kepala Bappenas dan Menkeu (April)

B. Prosedur ...
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Prosedur Pelayanan

1.

Membuat surat permintaan penyusunan Renja, yang ditanda tangani oleh
Sekretaris Menteri Sekretaris Negara/Kepala Biro Perencanaan kepada
Pejabat di lingkungan Sekretariat Menteri Sekretaris Negara, Kedeputian
dan Staf Ahli/Staf Khusus.

Adapun kelengkapan surat meliputi:

a. Format penyusunan Renja

b. Contoh pengisian format Renja

c. Ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam penyusunan Renja

d. Standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Menerima dan menghimpun usulan Renja dari Unit Kerja Pengusul sesuai
dengan program/kegiatan

Updating/Sinkronisasi/Penelitian usulan Renja dari Unit Kerja Pengusul (di
lingkungan Sekretariat Menteri Sekretaris Negara, Kedeputian dan Staf
Ahli/Staf Khusus) dengan memperhatikan:

Format penyusunan Renja

Ketentuan yang berlaku dalam penyusunan Rencana Kerja KL

Standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Ketepatan penggunaan Bagan Akun Standar (BAS)

Ketepatan penggunaan nomenklatur kegiatan, sub kegiatan

Kelengkapan data berupa TOR, price list, serta RAB

~poooTw

Penyelenggaraan Rapat Penyerasian Usulan Renja antara Biro Pengusul
Renja dengan Biro Perencanaan (sebanyak 22 unit kerja dan 6 program)
dilakukan selama 14 hari kerja

Menyusun draf rancangan awal Rencana Kerja KL berdasarkan hasil Rapat
Penyerasian, dilakukan selama 10 hari

Menerima Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan
Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif (Maret)

Mengikuti pengarahan dan pelatihan penggunaan aplikasi Renja-KL Pagu
Indikatif di Bappenas (1 hari)

Menyusun rancangan awal Rencana Kerja (10 hari), berdasarkan Surat
Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan yang
memuat:

a. Visi dan Misi Sekretariat Negara

b. Kebijakan prioritas yang akan dilakukan oleh Sekretariat Negara

c. Program dan kegiatan pembangunan

Melaksanakan pembahasan Rencana Kerja dalam forum Trilateral yaitu
Sekretariat Negara, Bappenas dan DJA-Departemen Keuangan (2 hari).
Kegiatan-kegiatan pembahasan dalam forum Trilateral yang dilakukan
adalah meliputi:

a. Penyesuaian ...
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a. Penyesuaian/penambahan program-program kementerian Negara/
lembaga agar lebih konsisten dengan tugas dan fungsi kementerian
negara/lembaga

b. Penempatan kegiatan-kegiatan pada program yang benar-benar sesuai,
sehingga keluaran/output kegiatan akan menunjang tercapainya hasil/
sasaran/output dari program

c. Penyempurnaan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan agar sedapat
mungkin mencerminkan tugas dan fungsi, menunjukkan dukungan
terhadap pencapaian sasaran program dan menggambarkan
output/keluaran yang hendak dicapai

d. Pengelompokan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program tertentu

e. Penetapan kegiatan-kegiatan prioritas kementerian negara/lembaga

10.Menyempurnakan usulan Renja-KL Sekretariat Negara BA 007 sesuai hasil
pembahasan dalam forum Trilateral (5 hari)

11.Melaporkan Renja-KL Sekretariat Negara BA 007 yang telah disempurnakan
berdasarkan hasil pembahasan dalam forum Trilateral kepada Menteri
Sekretaris Negara

12.Jika usulan Renja-KL Sekretariat Negara BA 007 tidak disetujui oleh Menteri
Sekretaris Negara, maka usulan tersebut kembali disempurnakan dan
dikonsultasikan kepada DJA, Depkeu dan Bappenas

13.Jika usulan Renja-KL Sekretariat Negara BA 007 disetujui oleh Menteri
Sekretaris Negara, maka usulan Renja-KL disampaikan kepada Menteri
PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan (April)

Persyaratan
1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana
pelayanan:
a. Adanya SEB Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan
tentang Pagu Indikatif
b. Adanya data usulan Renja dari unit kerja eselon | dan Il
c. Adanya data/referensi berupa peraturan perundang-undangan/buku/
dokumen lainnya yang terkait dengan sistem perencanaan dan
penganggaran
d. Seluruh penyusun Renja-KL Pagu Indikatif Setneg BA 007 telah memiliki
kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing.
e. Penyusun Renja-KL Pagu Indikatif telah menguasai program aplikasi
komputer Renja-KL dari Bappenas.

2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Pengguna pelayanan berkepentingan dengan hasil pelayanan Penyusunan
Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) Sekretariat
Negara Bagian Anggaran 007.01.

Sarana dan Prasarana Pelayanan
Alat tulis kantor, komputer, printer, notebook, LCD Projector, kendaraan roda
empat, dan ruang rapat

E. Biaya ...
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Biaya Pelayanan
Tidak ada

Tempat Pelayanan

Pelayanan penyusunan Renja-KL Sekretariat Negara BA 007 diselenggarakan
di Biro Perencanaan, Sekretariat Menteri Sekretariat Negara dan bila diperlukan
dapat dilaksanakan di luar kantor.

Jadwal Pelayanan

Pelayanan penyusunan Renja-KL Sekretariat Negara BA 007 diselenggarakan
selama jam kerja kedinasan, dan bila diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari
dan jam kerja.

Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari unit kerja terkait dengan pelayanan
penyusunan Renja KL Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007
disampakan kepada Kepala Biro Perencanaan, Setmensesneg.

2. Kepala Biro Perencanaan mendelegasikan wewenang kepada Kepala
Bagian Program dan Anggaran | untuk menindaklanjuti pengaduan/
keluhan/masukan.

3. Kepala Bagian Program dan Anggaran | beserta staf menindaklanjuti
pengaduan/keluhan/masukan.

3. Standar ...
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3. Standar Pelayanan Penyusunan dan Pengkoordinasian Rencana Kerja
(Renja) Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara)

STANDAR PELAYANAN
PENYUSUNAN DAN PENGKOORDINASIAN RENCANA KERJA (RENJA)
BAGIAN ANGGARAN 007 (SEKRETARIAT NEGARA)

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional

5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008

6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran pada Bagian Anggaran 007
(Sekretariat Negara)

7. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

B. Latar Belakang
Biro Perencanaan melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dalam penyusunan
dan koordinasi Renja Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya
secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara sebagai dokumen
perencanaan selama 1 tahun, untuk menjadi acuan kinerja, menciptakan
kepastian kebijakan, dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran.

Renja yang disusun merupakan penjabaran Rencana Stratejik (Renstra) dan
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai penjabaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Agar pengkoordinasian penyusunan
Renja Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara) dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan dan pengkoordinasian
Rencana Kerja (Renja) Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara) adalah
memberikan dukungan data sebagai dasar perencanaan kinerja organisasi untuk
periode satu tahun.

Tujuannya ...
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Tujuannya adalah untuk menyusun kebijakan strategis program dan kegiatan
pembangunan dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui
urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia guna
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

. Ruang Lingkup

1.

Unit pelayanan yang melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian
rencana kerja (Renja) B.A. 007 (Sekretariat Negara) adalah Biro
Perencanaan.

Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai pada Biro
Perencanaan yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung
jawab langsung melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian rencana
kerja (Renja) B.A. 007 (Sekretariat Negara).

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersusunnya dokumen perencanaan
untuk mendukung kelancaran kinerja.

Pengguna pelayanan adalah unit kerja/unit organisasi di lingkungan
Sekretariat Negara dan lembaga lain yang secara administratif anggarannya
dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.

Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen Renja Bagian Anggaran 007
(Sekretariat Negara).

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tersusunnya dokumen Renja unit
kerja/unit organisasi yang efektif dan efisien sesuai dengan Kebijakan Umum
Pemerintah.

Definisi peristilahan

a. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) adalah
dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 1
tahun.

b. Rencana Stratejik Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) adalah
dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5
tahun.

c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional
untuk periode 1 tahun.

Standar kompetensi pelaksana:

a. Teliti, akurat, mampu bekerja sama, mampu berkoordinasi, mampu berpikir
konseptual, mampu menganalisis permasalahan, serta mampu mengambil
keputusan strategis

b. Memahami manajemen perencanaan, penganggaran, keuangan negara,
pengadaan barang/jasa, menguasai peraturan-peraturan di bidang
perencanaan, dan keuangan negara

c. Menguasai program Microsoft Office dan menguasai aplikasi Renja

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA
KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Penyiapan Format Kebijakan Strategis
Rancangan Awal Renja B.A. 007
(2 hari)

A4

Penyusunan Rancangan Awal
Renja (5 hari)

A 4

Koordinasi Rancangan
Awal Renja (4hari)

Penyusunan TOR per Program (TOR payung)
berikut RAB (5 hari)

Penerimaan Surat Edaran Bersama Menneg PPN/Kepala
Bappenas dan Menkeu tentang Rancangan Awal RKP
dan Pagu Indikatif B.A. 007 (2 hari)

A4

Penyusunan draf Rancangan
Renja (5 hari)

A 4

Penelaahan dan Penyusunan draf Rancangan
Renja B.A. 007. (5 hari)

A4

Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan
sinkronisasi draf Rancangan Renja
B.A. 007 (4 hari)

y

Finalisasi draf Rancangan Renja
B.A. 007 (3 hari)

A4

Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Pusat (Musrenbangpus).

B. Prosedur ...
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Prosedur Pelayanan

1.

Biro Perencanaan menyiapkan Format Kebijakan Strategis Rancangan Awal
Renja B.A. 007 (Sekretariat Negara) sebagai dasar perumusan kinerja
dengan berpedoman pada RPJM dan Renstra (2 hari).

Satker-satker menyusun Rancangan Awal Renja berpedoman pada format
kebijakan strategis dengan berdasarkan TOR dan RAB Tugas dan Fungsi
Unit Kerja/Unit Organisasi (5 hari).

Biro Perencanaan bersama Bappenas dan Depkeu melaksanakan

koordinasi tentang Rancangan Awal Renja berdasarkan TOR dan RAB

Tugas dan Fungsi Unit Kerja dengan Satker-satker pada B.A. 007

(Sekretariat Negara) (4 hari).

a. Penjelasan umum Bappenas dan Depkeu

b. Penyampaian Rancangan Awal Renja per Satker

c. Pembahasan bersama Biro Perencanaan-Setmensesneg, Biro
Perencanaan Satker, Bappenas dan Depkeu

Satker-satker menyusun TOR per Program (TOR payung) berikut RAB
untuk dikoordinasikan dengan Biro Perencanaan-Setmensesneg (5 hari).

. Biro Perencanaan menerima Surat Edaran Bersama Menneg PPN/Kepala

Bappenas dan Menkeu tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif
B.A. 007 (Sekretariat Negara) untuk penyusunan exercise Pagu Indikatif per
Satker (2 hari).

a. Biro Perencanaan menyusun exercise Pagu Indikatif yang dirinci per
satker per program per sifat pembiayaan.

b. Biro Perencanaan kemudian menyampaikan rincian alokasi pagu per
satker per program per sifat pembiayaan kepada Mensesneg melalui
Sesmensesneg untuk ditanda tangani.

b. Pagu Indikatif tersebut kemudian didistribusikan kepada para Satker
pada B.A. 007 (Sekretariat Negara).

c. Satker menyusun Renja berdasarkan Pagu Indikatif kemudian
disampaikan kepada Biro Perencanaan.

Satker-satker menyusun draf Rancangan Renja Satker berdasarkan Pagu

Indikatif Satker dengan Aplikasi Renja yang disiapkan oleh Bappenas untuk

disampaikan kepada Biro Perencanaan-Setmensesneg (5 hari).

a. Satker menginput data Renja ke dalam aplikasi Renja.

b. Biro Perencanaan menerima soft copy dan hard copy rancangan Renja
tersebut.

c. Biro Perencanaan mengkompilasi data rancangan Renja Satker menjadi
draf rancangan Renja Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara).

Biro Perencanaan menelaah dan menyusun draf Rancangan Renja B.A.

007 (Sekretariat Negara) berdasarkan SEB tentang Prioritas Program dan

Pagu Indikatif (5 hari).

a. Biro Perencanaan menelaah draf rancangan Renja B.A. 007 (Sekretariat
Negara) berdasarkan SEB Pagu Indikatif dan format rancangan Renja.

b. Biro ...
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b. Biro Perencanaan menyusun draf rancangan Renja B.A. 007
(Sekretariat Negara).

8. Biro Perencanaan melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi draf
Rancangan Renja B.A. 007 (Sekretariat Negara) bersama pihak Bappenas
dan Depkeu (Rakorpus - Trilateral Meeting) (4 hari).

9. Finalisasi draf Rancangan Renja B.A. 007 (Sekretariat Negara) untuk
disampaikan kepada Menneg PPN/Kepala Bappenas dan Menkeu setelah
ditandatangani oleh Mensesneg (3 hari)

a. Biro Perencanaan merumuskan/memformulasikan draf Rancangan
Renja B.A. 007 (Sekretariat Negara).

b. Biro Perencanaan menyusun draf Rancangan Renja B.A. 007
(Sekretariat Negara).

10.Biro Perencanaan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Pusat (Musrenbangpus) yang diselenggarakan oleh Bappenas untuk
penyempurnaan Rancangan Akhir RKP.

. Sarana dan Prasarana Pelayanan
Alat tulis kantor, komputer, printer, notebook, LCD projector, software aplikasi
Renja, kendaraan roda 4, dan ruang rapat

. Biaya Pelayanan
Tidak ada

. Tempat Pelayanan

Pelayanan penyusunan dan pengkoordinasian Renja Bagian Anggaran. 007
(Sekretariat Negara) dilaksanakan di Biro Perencanaan, Sekretariat Negara, dan
apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar kota Jakarta.

. Jadwal Pelayanan

Pelayanan penyusunan dan pengkoordinasian Renja Bagian Anggaran 007
(Sekretariat Negara) dilaksanakan pada jam kerja kedinasan, dan apabila
diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduaan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari unit kerja terkait yang berkaitan dengan
Pelayanan penyusunan dan pengkoordinasian Renja Bagian Anggaran 007
(Sekretariat Negara) disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan.

2. Kepala Biro Perencanaan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian
Program dan Anggaran Il untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/
masukan.

3. Kepala Bagian Program dan Anggaran Il beserta staf menindaklanjuti
pengaduan/keluhan/masukan.

4. Standar ...
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4. Standar Pelayanan Penyusunan dan Pengkoordinasian Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara)

STANDAR PELAYANAN
PENYUSUNAN DAN PENGKOORDINASIAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN (RKA) BAGIAN ANGGARAN 007 (SEKRETARIAT NEGARA)

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman dan/atau Penerima Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau
Hibah Luar Negeri

8. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya

9. Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Standar Harga Barang/Jasa

10. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran pada Bagian Anggaran 007
(Sekretariat Negara)

11.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pembayaran Honorarium, Uang Lembur, Uang Makan dan Perjalanan Dinas
pada Satuan Kerja Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara)

12.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

B. Latar Belakang

Biro Perencanaan melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengkoordinasian
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dokumen perencanan dan
penganggaran yang disusun berdasarkan prestasi kerja organisasi yang akan
dicapai disertai prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran
yang sedang disusun dan terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi,
subfungsi, program, kegiatan, subkegiatan, jenis belanja, dan bagan akuntansi
standar.

C. Maksud ...
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C. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan dan pengkoordinasian RKA
B.A. 007 (Sekretariat Negara) adalah agar perencana anggaran dapat menyusun
RKA dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, kerangka
pengeluran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja, serta
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk penyusunan
dan penelaahan RKA dan penyusunan pengesahan dan pelaksanaan DIPA.

Tujuannya adalah untuk menyusun dokumen RKA secara tertib, taat, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan.

D. Ruang Lingkup
1. Unit pelayanan yang melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) B.A. 007 (Sekretariat Negara) adalah
Biro Perencanaan.

2. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai pada Biro
Perencanaan yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung
jawab langsung melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) B.A. 007 (Sekretariat Negara).

3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan.

4. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersusunnya dokumen perencanaan
untuk mendukung kelancaran kinerja.

5. Pengguna pelayanan adalah unit kerja/unit organisasi di lingkungan
Sekretariat Negara dan lembaga lain yang secara administratif anggarannya
dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.

6. Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA).

7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tersusunnya dokumen Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA)) unit kerja/unit organisasi yang tertib, efektif,
efisien, transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

8. Definisi peristilahan:

a. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian
Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah
dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga dalam satu tahun
anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

b. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada
Kementerian/Lembaga untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan Renja.

c. Pagu Sementara adalah pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan
umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan pemerintah pusat dengan
DPR sebagai acuan dalam penyusunan RKA.

d. Pagu ...
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d. Pagu Definitif adalah pagu anggaran yang didasarkan atas Undang
Undang APBN sebagai acuan penyusunan RKA.

e. Term of Refference (TOR) adalah dokumen yang berisi penjelasan atau
keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan.

f. Rincian Anggaran Biaya (RAB) adalah dokumen yang berisi rincian dari
komponen-komponen masukan/input dari kegiatan/subkegiatan serta
besaran dana masing-masing komponen.

9. Standar kompetensi pelaksana:

a. Teliti, akurat, mampu bekerja sama, mampu berkoordinasi, mampu berpikir
konseptual, mampu menganalisis permasalahan, serta mampu mengambil
keputusan strategis

b. Memahami  manajemen  perencanaan, memahami  manajemen
penganggaran, memahami manajemen keuangan negara, memahami
manajemen pengadaan barang/jasa, menguasai peraturan-peraturan di
bidang perencanaan dan keuangan negara

c. Menguasai Program Microsoft Office, menguasai aplikasi RKA

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA
KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RKA Bagian
Anggaran 007 berdasarkan prestasi kerja (4 hari)

A4

Penerimaan Surat Edaran Menkeu tentang
Pagu Sementara B.A. 007 (2 hari)

Penyusunan RKA Pagu Sementara Satker disertai
dokumen pendukung lainnya (5 hari)

Pembahasan dan penelaahan
RKA Pagu Sementara Satker (5 hari)

Koordinasi dan sinkronisasi
RKA Pagu Sementara B.A. (4 hari)

v
Penelaahan RKA Pagu Sementara Satker
pada B.A. 007 bersama Depkeu (5 hari)

A

Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RKA
B.A. 007 untuk disampaikan kepada DPR (4 hari)

y

Penerimaan Surat Edaran Menkeu tentang Pagu
Definitif B.A. 007 (2 hari)

Penyusunan RKA Pagu Definitif Satker berikut TOR dan RAB
per pekerjaan disertai dokumen pendukung lainnya (5 hari)

Pembahasan dan penelaahan RKA Pagu Definitif (5 hari)

Koordinasi dan sinkronisasi RKA Pagu Definitif B.A. 007 (4 hari)

Penyampaian Ulangan Ringkas RKA Pagu Definitif
kepada Mensesneg (2 hari)

\ 4

Penelaahan RKA Pagu Definitif Satker pada B.A. 007
bersama Depkeu (5 hari)

B. Prosedur ...
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Prosedur Pelayanan
1. Biro Perencanaan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan

RKA Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara) berdasarkan prestasi kerja

disertai prakiraan belanja tahun berikutnya untuk disampaikan kepada DPR

setelah ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Kegiatan ini dilakukan bersama pihak Departemen Keuangan (Depkeu) dan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas). (4 hari).

a. Penjelasan umum Bappenas dan Depkeu

b. Penyampaian Rancangan Awal Renja per Satker

c. Pembahasan bersama Biro Perencanaan, Biro Perencanaan Satker,
Bappenas dan Depkeu.

. Biro Perencanaan menerima SE Menkeu tentang Pagu Sementara B.A. 007

(Sekretariat Negara) dari Mensesneg untuk penyusunan exercise Pagu

Sementara per Satker (2 hari).

a. Biro Perencanaan menyusun exercise Pagu Sementara yang dirinci per
satker per program per sifat pembiayaan.

b. Biro Perencanaan kemudian menyampaikan rincian alokasi pagu per
satker per program per sifat pembiayaan kepada Mensesneg melalui
Sesmensesneg untuk ditanda tangani.

b. Pagu Sementara tersebut kemudian didistribusikan kepada para Satker
pada B.A. 007 (Sekretariat Negara).

. Satker-satker menyusun RKA Pagu Sementara Satker berikut TOR dan

RAB per pekerjaan disertai dokumen pendukung lainnya untuk disampaikan
kepada Biro Perencanaan (5 hari).

. Biro Perencanaan membahas dan menelaah RKA Pagu Sementara Satker

berikut TOR dan RAB per pekerjaan disertai dokumen pendukung lainnya (5

hari).

a. Biro Perencanaan menelaah RKA Pagu Sementara B.A. 007
(Sekretariat Negara) berdasarkan kebenaran pengisian RKA, alokasi
Pagu Sementara, kesesuaian prakiraan maju, dan penerapan standar
biaya.

b. Biro Perencanaan mengkompilasi RKA Pagu Sementara B.A. 007
(Sekretariat Negara).

. Biro Perencanaan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi RKA Pagu

Sementara B.A. 007 (Sekretariat Negara) berikut TOR dan RAB per

pekerjaan disertai dokumen pendukung lainnya bersama pihak Depkeu dan

Bappenas (4 hari).

a. Penjelasan umum Bappenas dan Depkeu

b. Penyampaian Rancangan Awal Renja per Satker

c. Pembahasan bersama Biro Perencanaan, Biro Perencanaan Satker,
Bappenas dan Depkeu

. Depkeu melaksanakan penelaahan RKA Pagu Sementara Satker pada B.A.

007 (Sekretariat Negara) berikut TOR dan RAB per pekerjaan disertai

dokumen ...
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dokumen pendukung lainnya bersama Biro Perencanaan didampingi Biro
Perencanaan Satker (5 hari).

Biro Perencanaan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan

RKA B.A. 007 (Sekretariat Negara) berdasarkan finalisasi rancangan

prestasi kerja disertai prakiraan belanja tahun berikutnya untuk disampaikan

kepada DPR setelah ditandatangani oleh Mensesneg. Kegiatan ini

dilakukan bersama pihak Depkeu dan Bappenas (4 hari).

a. Penjelasan umum Bappenas dan Depkeu

b. Penyampaian Rancangan Awal Renja per Satker

c. Pembahasan bersama Biro Perencanaan, Biro Perencanaan Satker,
Bappenas dan Depkeu

Biro Perencanaan menerima SE Menkeu tentang Pagu Definitif B.A. 007
(Sekretariat Negara) dari Mensesneg untuk penyusunan exercise Pagu
Definitif per Satker (2 hari).

a. Biro Perencanaan menyusun exercise Pagu Definitif yang dirinci per
satker per program per jenis belanja per sifat pembiayaan.

b. Biro Perencanaan kemudian menyampaikan rincian alokasi pagu per
satker per program per jenis belanja per sifat pembiayaan kepada
Mensesneg melalui Sesmensesneg untuk ditanda tangani.

b. Pagu Definitif tersebut kemudian didistribusikan kepada para Satker
pada B.A. 007 (Sekretariat Negara).

Satker-satker menyusun RKA Pagu Definitif Satker berikut TOR dan RAB
per pekerjaan disertai dokumen pendukung lainnya untuk disampaikan
kepada Biro Perencanaan (5 hari).

Biro Perencanaanmembahas dan menelaah RKA Pagu Definitif Satker
berikut TOR dan RAB per pekerjaan disertai dokumen pendukung lainnya (5
hari).

a. Biro Perencanaan menelaah RKA Pagu Definitif B.A. 007 (Sekretariat
Negara) berdasarkan kebenaran pengisian RKA, alokasi Pagu Definitif,
kesesuaian prakiraan maju, dan penerapan standar biaya.

b. Biro Perencanaan menyusun mengkompilasi RKA Pagu Definitif B.A.
007 (Sekretariat Negara).

Biro Perencanaan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi RKA

Pagu Definitif B.A. 007 (Sekretariat Negara) berikut TOR dan RAB per

pekerjaan disertai dokumen pendukung lainnya bersama pihak Depkeu dan

Bappenas (4 hari).

a. Penjelasan umum Bappenas dan Depkeu

b. Penyampaian Rancangan Awal Renja per Satker

c. Pembahasan bersama Biro Perencanaan, Biro Perencanaan Satker,
Bappenas dan Depkeu

Biro Perencanaan menyampaikan Ulangan Ringkas RKA Pagu Definitif
kepada Mensesneg untuk ditandatangani (2 hari).

13. Depkeu ...
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13. Depkeu melaksanakan penelaahan RKA Pagu Definitif Satker pada B.A.
007 (Sekretariat Negara) berikut TOR dan RAB per pekerjaan disertai
dokumen pendukung lainnya bersama Biro Perencanaan didampingi Biro
Perencanaan Satker (5 hari).

. Sarana dan Prasarana Pelayanan
Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Notebook, LCD, Software Aplikasi RKA,
Kendaraan Roda 4, Ruang Rapat Besar

. Biaya Pelayanan
Tidak ada

. Tempat Pelayanan

Pelayanan penyusunan dan pengkoordinasian RKA B.A. 007 (Sekretariat
Negara) dilaksanakan di Biro Perencanaan, Sekretariat Menteri Sekretaris
Negara, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar kota Jakarta.

. Jadwal Pelayanan

Pelayanan penyusunan dan pengkoordinasian RKA B.A. 007 (Sekretariat
Negara) dilaksanakan pada jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat
dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari unit kerja terkait yang berkaitan dengan
pelayanan penyusunan dan pengkoordinasian RKA B.A. 007 (Sekretariat
Negara) disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan.

2. Kepala Biro Perencanaan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian
Program dan Anggaran Il untuk  menindaklanjuti  pengaduan/
keluhan/masukan.

3. Kepala Bagian Program dan Anggaran Il beserta staf menindaklanjuti
pengaduan/keluhan/masukan.

5. Standar ...
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5. Standar Pelayanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Pagu Sementara Sekretariat
Negara Bagian Anggaran 007.01

STANDAR PELAYANAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA-KL) PAGU SEMENTARA
SEKRETARIAT NEGARA BAGIAN ANGGARAN 007.01

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A.Dasar Hukum

1.
2.

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Pada Bagian Anggaran 007
(Sekretariat Negara)

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian
Negara/Lembaga

B. Latar Belakang

Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian
Negara/Lembaga, diperlukan suatu koordinasi antara Departemen Keuangan
dengan Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pagu Sementara. Agar penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pagu Sementara di
lingkungan Sekretariat Negara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka diperlukan standar pelayanan.

C.Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan RKA-KL Pagu Sementara
Sekretariat Negara B.A. 007.01 adalah sebagai pedoman bagi pejabat dan

pegawai ...
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pegawai Biro Perencanaan dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pagu Sementara Sekretariat Negara
Bagian Anggaran 007.01, untuk memberikan informasi terkait dengan sistem dan
prosedur dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Sekretariat Negara.

.Ruang lingkup
1.

Unit pelayanan yang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga Pagu Sementara Sekretariat Negara Bagian Anggaran
007.01 adalah Biro Perencanaan.

Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan
yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung
dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga Pagu Sementara Sekretariat Negara Bagian Anggaran
007.01.

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pagu Sementara hasil
pembahasan dengan DJA, Departemen Keuangan dan yang telah
mendapatkan persetujuan DPR.

Pengguna pelayanan adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Menteri
Sekretaris Negara, Kedeputian, dan Staf Ahli/Staf Khusus.

Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen penganggaran dalam bentuk
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pagu
Sementara yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Menteri Sekretaris
Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pagu Sementara yang telah
disempurnakan sesuai hasil pembahasan dan penelaahan dengan DJA,
Departemen Keuangan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pagu Definitif.

Definisi peristilahan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pagu
Sementara Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01, yang selanjutnya
disingkat RKA-KL Pagu Sementara adalah dokumen penganggaran
Kementerian Negara/Lembaga yang disusun berdasarkan ketentuan-
ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara
Kementerian Negara/Lembaga yang memuat program, Kkegiatan, sub

kegiatan ...
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kegiatan, Bagan Akun Standar (BAS), rincian kegiatan, satuan harga sesuai
Standar Biaya Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

9. Standar kompetensi pelaksana:

a. Mampu melaksanakan analisis, evaluasi, dan menyusun program kerja dan
kegiatan setiap unit kerja eselon | dan Il di lingkungan Setneg BA 007,
dengan  mengimplementasikan  tiga pendekatan  penganggaran
(penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan
penganggaran berbasis kinerja) dan klasifikasi anggaran
(fungsi/subfungsi/program/kegiatan, organisasi, dan ekonomi)

b. Mampu mengoperasikan komputer Microsoft Office (Ms Word, Ms Excel,
dan Ms Power Point), serta aplikasi penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

c. Mampu mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga Pagu Sementara yang telah disusun

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA

KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A.Kerangka Prosedur

Penerimaan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu
Sementara
(bulan Juli)

Penyusunan RKA-KL sesuai dengan ketetapan SE Menkeu

1. Kesesuaian dengan SE Menkeu tentang Pagu
Sementara

. Pendekatan penganggaran terpadu

. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
. Standar Biaya yang ditetapkan Menkeu

Bagan Akun Standar

tentang Pagu Sementara (10 hari)

Penelaahan RKA-KL Pagu Sementara dengan Direktorat
Jenderal Anggaran, Depkeu
(2 hari)

:

Updating data RKA-KL hasil
penelaahan
(5 hari)

4

Pembahasan RKA-KL Pagu
Sementara dengan Komisi || DPR RI
(2 hari)

4
Penyempurnaan RKA-KL Pagu
Sementara Setneg sesuai dengan hasil
pembahasan Komisi Il DPR RI/PA
(2 hari)

v

Penyampaian RKA_KL yang telah
disempurnakan kepada Komisi Il DPR
RI/Panitia Anggaran untuk dimintakan

persetujuan

v

. Jenis Belanja Mengikat/Tidak Mengikat
. Penggunaan nomenklatur kegiatan/subkegiatan
. Kelengkapan dokumen pendukung (TOR dan RAB)

NERE RS

Penyampaian RKA-KL hasil persetujuan DPR RI kepada Menkeu dan
Menteri PPN/Kepala Bappenas c.q. Direktur Perencanaan dan
Pengembangan Pendanaan Pembangunan
(awal Agustus)

B. Prosedur ...
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B. Prosedur Pelayanan
1. Menerima Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan tentang Pagu
Sementara. Langkah yang ditempuh adalah penyiapan data-data penyusunan
RKA-KL berupa Renja KL (bulan Juli)

2. Menyusun RKA-KL dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Kesesuaian dengan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu
Sementara
Menggunakan pendekatan penganggaran terpadu
Kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM)
Standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Bagan Akun Standar (BAS)
Jenis Belanja Mengikat dan Tidak Mengikat
Penggunaan nomenklatur kegiatan/sub kegiatan
Kelengkapan dokumen pendukung (TOR dan RAB)

S@™paon T

3. Melakukan penelaahan RKA-KL Pagu Sementara dengan Direktorat Jenderal
Anggaran (DJA) Departemen Keuangan. Pembahasan yang dilakukan terkait
dengan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara KI/L,
prakiraan maju, dan standar biaya yang telah ditetapkan serta kelengkapan
TOR dan RAB (2 hari). Dalam penelaahan bilamana diperlukan dapat
melibatkan unit kerja terkait dengan usulan kegiatan

4. Melakukan updating data berupa RKA-KL pagu sementara yang telah
disempurnakan sesuai hasil penelaahan dengan DJA Departemen Keuangan
(5 hari)

5. Melakukan pembahasan RKA-KL Pagu Sementara dengan Komisi Il Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR)/Panitia Anggaran (1 hari)

6. Penyempurnaan RKA-KL Pagu Sementara Sekretariat Negara sesuai dengan
hasil pembahasan Komisi Il DPR RI/Panitia Anggaran

7. Penyampaian RKA-KL yang telah disempurnakan kepada Komisi [I DPR
RI/Panitia Anggaran untuk dimintakan persetujuan

8. Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Sementara Sekretariat Negara yang telah
memperoleh persetujuan Komisi II DPR RI/Panitia Anggaran disampaikan
kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas (awal
Agustus). Selanjutnya RKA-KL dapat dipergunakan sebagai pedoman atau
acuan dalam penyusunan RKA-KL Pagu Definitif

C. Persyaratan
1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana
pelayanan:
a. Adanya Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara
b. Adanya Renja KL Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01
c. Kelengkapan data dukung kegiatan berupa TOR, RAB serta price list

d. Adanya ...
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d. Adanya data/referensi berupa peraturan perundang-undangan/buku/
dokumen lainnya yang terkait dengan sistem perencanaan dan
penganggaran

e. Seluruh penyusun RKA-KL Pagu Sementara Sekretariat Negara BA
007.01 telah memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing.

f. Penyusun RKA-KL Pagu Sementara telah menguasai aplikasi RKA-KL
Pagu Sementara dari DJA, Departemen Keuangan.

2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Pengguna pelayanan berkepentingan dengan hasil penyusunan konsep DIPA
Sekretariat Negara BA 007.01

D. Sarana dan Prasarana Pelayanan
Alat tulis kantor, komputer, printer, scanner, notebook, LCD, kendaraan roda
empat dan ruang rapat

E. Biaya Pelayanan
Tidak ada

F. Tempat Pelayanan
Pelayanan penyusunan RKA-KL Pagu Sementara Sekretariat Negara BA 007.01
diselenggarakan di Biro Perencanaan, Sekretariat Menteri Sekretaris Negara, dan
apabila diperlukan dapat dilakukan di luar kantor.

G.Jadwal Pelayanan
Pelayanan penyusunan RKA-KL Pagu Sementara Sekretariat Negara BA 007.01
diselenggarakan selama jam kerja kedinasan, dan bila diperlukan dapat
dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari unit kerja terkait yang berkaitan dengan
pelayanan penyusunan RKA-KL Pagu Sementara disampaikan kepada Kepala
Biro Perencanaan.

2. Kepala Biro Perencanaan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian
Program dan Anggaran | untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.

3. Kepala Bagian Program dan Anggaran | beserta staf terkait menindaklanjuti
pengaduan/keluhan/masukan.

6. Standar ...
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6. Standar Pelayanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Pagu Definitif Sekretariat Negara
Bagian Anggaran 007.01

STANDAR PELAYANAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA-KL) PAGU DEFINITIF
SEKRETARIAT NEGARA BAGIAN ANGGARAN 007.01

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

5. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran

6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Pada Bagian Anggaran 007
(Sekretariat Negara)

7. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

8. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Definitif Kementerian
Negara/Lembaga

Latar Belakang

Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Definitif Kementerian
Negara/Lembaga, diperlukan suatu koordinasi antara Departemen Keuangan
dengan Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pagu Definitif. Agar penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pagu Definitif di
lingkungan Sekretariat Negara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka diperlukan standar pelayanan.

Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan RKA-KL Pagu Definitif
Sekretariat Negara BA 007.01 adalah sebagai pedoman bagi pejabat dan
pegawai Biro Perencanaan dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja

dan ...
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dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pagu Definitif Sekretariat Negara
Bagian Anggaran 007.01, untuk memberikan informasi terkait dengan sistem
dan prosedur dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Negara.

Ruang lingkup

1.

Unit pelayanan yang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga Pagu Definitif Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01
adalah Biro Perencanaan.

Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan
yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab
langsung dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga Pagu Definitif Sekretariat Negara Bagian
Anggaran 007.01.

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pagu Definitif hasil pembahasan
dan penelaahan dengan DJA, Departemen Keuangan.

Pengguna pelayanan adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Menteri
Sekretaris Negara, Kedeputian, dan Staf Ahli/Staf Khusus.

Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen penganggaran dalam bentuk
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pagu Definitif
yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Menteri Sekretaris Negara selaku
Kuasa Pengguna Anggaran.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pagu Definitif yang telah
disempurnakan sesuai hasil pembahasan dan penelaahan dengan DJA,
Departemen Keuangan selanjutnya dokumen tersebut akan dipergunakan
sebagai bahan penyusunan Konsep DIPA.

Definisi peristilahan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pagu Definitif
Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01, yang selanjutnya disingkat
RKA-KL Pagu Definitif adalah dokumen penganggaran Kementerian
Negara/Lembaga yang disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam
Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Definitif Kementerian
Negara/Lembaga yang memuat program dan kegiatan, Bagan Akun Standar
(BAS), rincian kegiatan, satuan harga sesuai Standar Biaya Umum yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

9. Standar ...
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9. Standar kompetensi pelaksana:

a. Mampu melaksanakan analisis, evaluasi, dan menyusun program kerja
dan kegiatan setiap unit kerja eselon | dan Il di lingkungan Sekretariat
Negara Bagian Anggaran 007.01 sesuai tugas dan fungsi masing-masing
unit kerja eselon | dan Il ke dalam pengelompokan program, kegiatan,
subkegiatan, Bagan Akun Standar (BAS) serta rincian kegiatan yang
telah disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan

b. Mampu mengoperasikan komputer Microsoft Office (Ms Word, Ms Excel,
dan Ms Power Point), serta aplikasi penyusunan RKA-KL Pagu Definitif

c. Mampu mempresentasikan RKA-KL Pagu Definitif yang telah disusun

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA
KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

Kerangka Prosedur

Penerimaan Surat Edaran Menteri Keuangan
tentang Pagu Definitif (pertengahan Oktober)

!

Penyusunan RKA-KL sesuai dengan
ketetapan SE Menkeu tentang Pagu Definitif
(5 hari)

A\ 4

Pembahasan RKA-KL Pagu Sementara
dengan Direktorat Jenderal Anggaran,
Depkeu (2 hari)

\ 4

Updating data RKA-KL hasil pembahasan
(5 hari)

A 4

1. Kesesuaian dengan SE Menkeu tentang
Pagu Definitif

2. Permenkeu tentang petunjuk penyusunan

dan penelaahan RKA-KL

Posting Anggaran

Standar biaya yang telah ditetapkan

Menkeu

5. Kelengkapan dokumen pendukung (TOR
dan RAB, daftar pembayaran gaji, data
analisis kerusakan bangunan, daftar
inventaris, dan data pendukung lainnya)

J

pw

v

v

Penyusunan laporan RKA-KL hasil
pembahasan kepada Menteri

Sekretaris Negara (1 jam)

Penyusunan laporan RKA-KL hasil
pembahasan kepada Sesmen untuk
dimintakan persetujuan (2 jam)

B.

v

Penyampaian RKA-KL Pagu Definitif
kepada DJA-Depkeu dan Bappenas
(2 jam)

v

Penerimaan Satuan Anggaran Per
Satuan Kerja (SAPSK) dari DJA Depkeu
(awal Desember)

Prosedur Pelayanan
1. Menerima Surat

Edaran Menteri

Keuangan

tentang Pagu Definitif

Kementerian Negara/Lembaga (pertengahan Oktober)

2. Menyusun RKA-KL pagu definitif berdasarkan persetujuan DPR atas RUU
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan
penyesuaian atas perolehan pagu definitif sesuai Surat Edaran Menteri
Keuangan tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga, selanjutnya
disampaikan kepada DJA Departemen Keuangan (5 hari)

3. Melakukan ...
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Melakukan pembahasan RKA-KL pagu definitif dengan Direktorat Jenderal
Anggaran (DJA) Departemen Keuangan. Pembahasan yang dilakukan
terkait dengan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Definitf K/L,
dan Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk penyusunan dan
penelaahan RKA-KL, serta ketentuan-ketentuan mengenai pengalokasian
anggaran/posting dan standar biaya yang telah ditetapkan.

RKA-KL Pagu definitif yang telah disusun telah dilengkapi TOR/RAB, daftar
pembayaran gaji bulan tertentu, data kekuatan pegawai, data analisis
kerusakan bangunan dan daftar inventaris dan data pendukung lainnya (2
hari).

Melakukan updating data berupa RKA-KL pagu definitif yang telah
disempurnakan dari hasil pembahasan/penelaahan dengan DJA
Departemen Keuangan (5 hari)

Menyusun laporan RKA-KL Pagu Definitif hasil pembahasan kepada Menteri
Sekretaris Negara

Menyusun laporan RKA-KL Pagu Definitif hasil pembahasan kepada
Sekretaris Menteri Sekretaris Negara untuk dimintakan tanda tangan

Menyampaikan RKA-KL Pagu Definitif kepada DJA, Departemen Keuangan,
dan Bappenas.

Menerima Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) dari DJA,
Departemen Keuangan (awal Desember) sebagai bahan untuk penyusunan
Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Persyaratan

1.

Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana

pelayanan:

a. Adanya Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Definitif

b. Adanya RKA-KL Pagu Sementara beserta data dukung berupa TOR,
RAB dan price list

c. Adanya data/referensi berupa peraturan perundang-undangan/
buku/dokumen lainnya yang terkait dengan sistem perencanaan dan
penganggaran

d. Seluruh penyusun RKA-KL Pagu Definitif Sekretariat Negara BA 007.01
telah memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing.

e. Penyusun RKA-KL Pagu Definitif telah menguasai aplikasi RKA-KL Pagu
Definitif dari DJA, Departemen Keuangan.

Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Pengguna pelayanan berkepentingan dengan hasil penyusunan konsep
DIPA Sekretariat Negara BA 007.01

Sarana dan Prasarana Pelayanan
Alat tulis kantor, komputer, printer, notebook, LCD projector, kendaraan roda
empat dan ruang rapat

E. Biaya ...
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Biaya Pelayanan
Tidak ada

Tempat Pelayanan

Pelayanan penyusunan RKA-KL Pagu Definitif Sekretariat Negara BA 007.01
diselenggarakan di Biro Perencanaan, Sekretariat Menteri Sekretaris Negara,
dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar kantor.

Jadwal Pelayanan

Pelayanan penyusunan RKA-KL Pagu Definitif Sekretariat Negara BA 007.01
diselenggarakan selama jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat
dilaksanakan di luar hari dam jam kerja.

Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari unit kerja terkait yang berkaitan dengan
pelayanan penyusunan RKA-KL Pagu Definitif disampaikan kepada Kepala
Biro Perencanaan.

2. Kepala Biro Perencanaan mendelegasikan wewenang kepada Kepala
Bagian Program dan Anggaran | untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/
masukan.

3. Kepala Bagian Program dan Anggaran | beserta staf terkait menindaklanjuti
pengaduan/keluhan/masukan.

7. Standar ...
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7. Standar Pelayanan Penyusunan Konsep Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01

STANDAR PELAYANAN
PENYUSUNAN KONSEP DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
SEKRETARIAT NEGARA BAGIAN ANGGARAN 007.01

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

5. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran

6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Pada Bagian Anggaran 007
(Sekretariat Negara)

7. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran, diperlukan suatu koordinasi antara Departemen
Keuangan dengan Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun Konsep
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Agar penyusunan Konsep Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Sekretariat Negara dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan.

Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan konsep Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 adalah
sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai Biro Perencanaan dalam meyusun
konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Negara Bagian
Anggaran 007.01.

Tujuannya ...
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Tujuannya adalah untuk:

1.

Menyusun dokumen penganggaran berupa konsep Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran berdasarkan RKA-KL Pagu Definitif sesuai hasil
pembahasan dan penelaahan dengan DJA, Departemen Keuangan yang
nantinya akan dijadikan dasar dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran

. Mewujudkan tertib administrasi, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam penyusunan anggaran
Sekretariat Negara

Ruang lingkup

1.

Unit pelayanan yang menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 adalah Biro Perencanaan.

Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan
yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab
langsung dalam melaksanakan penyusunan Konsep Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01.

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya Konsep Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran yang disusun berdasarkan RKA-KL Pagu Definitif
sebagai bahan pembahasan dengan DJPb, Departemen Keuangan.

Pengguna pelayanan adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Menteri
Sekretaris Negara, Kedeputian, dan Staf Ahli/Staf Khusus.

Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen anggaran dalam bentuk
Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditandatangani oleh
Sekretaris Menteri Sekretaris Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tersedianya Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran sesuai hasil pembahasan dan penelaahan Konsep
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan DJPb, Departemen Keuangan
yang nantinya akan dijadikan dasar dalam penyusunan Petunjuk
Operasional Kegiatan.

Definisi peristilahan

Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen anggaran
Kementerian Negara/Lembaga yang disusun berdasarkan ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran.

9. Standar ...
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9. Standar Kompetensi Pelaksana:

a. Mampu melaksanakan analisis, evaluasi, dan menyusun program kerja
dan kegiatan setiap unit kerja eselon | dan Il di lingkungan Sekretariat
Negara Bagian Anggaran 007.01 sesuai tugas dan fungsi masing-masing
unit kerja eselon | dan Il ke dalam pengelompokan program, kegiatan,
sub kegiatan, Bagan Akun Standar (BAS), standar biaya yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan serta keluaran dari setiap rincian kegiatan

b. Mampu mengoperasikan komputer Microsoft Office (Ms Word dan Ms
Excel), serta aplikasi penyusunan RKA-KL dan Konsep DIPA

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA
KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Penerimaan Satuan Anggaran Per
Satuan Kerja (SAPSK) yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Anggaran,
Departemen Keuangan (awal Desember)

A 4

Penyusunan konsep DIPA berdasarkan
SAPSK yang telah dikeluarkan DJA

(1 hari)
Pembahasan konsep DIPA dengan 1. Kesesuaian dengan SAPSK
Direktorat Jenderal Perbendaharan, » 2. Indikator keluaran dan output
Depkeu (2 hari) kegiatan
-

A 4

Hasil pembahasan konsep DIPA
Sekretariat Negara dimintakan
persetujuan Sesmen

Penyampaian konsep DIPA Sekretariat
Negara yang telah ditandatangani oleh
Sesmen kepada DJPb

Penerimaan DIPA Sekretariat Negara
yang diterbitka oleh DJPb, Depkeu
(minggu keempat Desember)

B. Prosedur ...
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B. Prosedur Pelayanan

1. Menerima satuan anggaran per satuan kerja (SAPSK) yang diterbitkan oleh
DJA, Departemen Keuangan (awal Desember)

2. Menyusun konsep DIPA berdasarkan SAPSK yang telah diterbitkan oleh DJA,
Departemen Keuangan. Penerbitan SAPSK mengacu pada RKA-KL Pagu
Definitif yang disusun Kementerian Negara/Lembaga Sekretariat Negara dan
telah ditelaah oleh DJA, Departemen Keuangan

3. Melakukan penelaahan konsep DIPA sebagai dasar pengesahan DIPA
dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2 hari) dengan memperhatikan:
a. Kesesuaian dengan SAPSK
b. Indikator Keluaran dan Output Kegiatan

4. Melaporkan Konsep DIPA Sekretariat Negara hasil penelaahan dengan DJPD,
Departemen Keuangan kepada Sekretaris Menteri Sekretaris Negara untuk
dimintakan tanda tangan

5. Menyampaikan Konsep DIPA Sekretariat Negara yang telah ditanda tangani
oleh Sekretaris Menteri Sekretaris Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran
kepada DJA, Departemen Keuangan

6. Menerima DIPA yang diterbitkan oleh DJPb, Departemen Keuangan (minggu
keempat Desember)

C. Persyaratan

1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana

pelayanan:

a. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

b. Peraturan Presiden tentang rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

c. RKA-KL yang telah disetujui oleh DPR dan telah ditelaah oleh DJA,
Departemen Keuangan

d. Adanya aplikasi DIPA Sekretariat Negara BA 007.01 dari DJPb,
Departemen Keuangan

e. Adanya Bagan Akun Standar (BAS)

f. Seluruh penyusun konsep DIPA Sekretariat Negara BA 007.01 telah
memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing

2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:

Pengguna pelayanan berkepentingan dengan hasil penyusunan konsep DIPA
Sekretariat Negara BA 007.01

D. Sarana dan Prasarana Pelayanan
Alat tulis kantor, komputer, printer, notebook, LCD Projector, dan ruang rapat

E. Biaya Pelayanan
Tidak ada

F. Tempat...
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F. Tempat Pelayanan
Pelayanan penyusunan Konsep DIPA Sekretariat Negara Bagian Anggaran
007.01 diselenggarakan di Biro Perencanaan, Sekretariat Menteri Sekretaris
Negara, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar kantor.

G. Jadwal Pelayanan
Pelayanan penyusunan Konsep DIPA Sekretariat Negara Bagian Anggaran
007.01 diselenggarakan selama jam kerja kedinasan, dan bila diperlukan dapat
dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari unit kerja terkait yang berkaitan dengan
pelayanan penyusunan konsep DIPA Sekretariat Negara Bagian Anggaran
007.01 disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan.

2. Kepala Biro Perencanaan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian
Program dan Anggaran | wuntuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/
masukan.

3. Kepala Bagian Program dan Anggaran | beserta staf terkait menindaklanjuti
pengaduan/keluhan/masukan.

8. Standar ...
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8. Standar Pelayanan Koordinasi Penyusunan Dokumen Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara)

STANDAR PELAYANAN
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN (DIPA) BAGIAN ANGGARAN 007 (SEKRETARIAT NEGARA)

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman dan/atau Penerima Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau
Hibah Luar Negeri

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
APBN

9. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran pada Bagian anggaran 007
(Sekretariat Negara)

10.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

11.Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran

. Latar Belakang

Biro Perencanaan melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dalam Koordinasi
Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai pedoman dalam
pelaksanaan anggaran oleh Satuan Kerja (Satker) pada B.A. 007 (Sekretariat
Negara) yang memuat sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, rincian
kegiatan dan anggaran, serta rencana penarikan dana dari tiap satuan kerja dan
perkiraan pendapatan.

C. Maksud ...
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C. Maksud Dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan koordinasi penyusunan dokumen DIPA
B.A. 007 (Sekretariat Negara) adalah untuk mewujudkan DIPA yang dapat
menyajikan Data Pelaksanaan Anggaran Satker yang berguna bagi Analisis
Belanja Satker.

Tujuannya adalah memberikan pedoman kepada para pejabat perencanaan
tentang pelaksanaan anggaran (budget execution) dan pertanggungjawaban
anggaran (budget accountabilities) dan mencerminkan sasaran dan kinerja
satuan kerja pada Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara).

D. Ruang Lingkup

1.

Unit pelayanan yang melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) B.A. 007 (Sekretariat Negara) adalah
Biro Perencanaan.

Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan
yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung
melaksanakan koordinasi penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) B.A. 007 (Sekretariat Negara).

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersusunnya dokumen perencanaan
untuk mendukung kelancaran kinerja.

Pengguna pelayanan adalah unit kerja/satuan organisasi di lingkungan
Sekretariat Negara dan lembaga lain yang secara administratif anggarannya
dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.

Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA).

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tersusunnya dokumen Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) unit kerja/unit organisasi yang tertib, efektif,
efisien, transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Definisi peristilahan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan
anggaran yang memuat sasaran yang hendak dicapai, program dan rincian
kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan
rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang
diperkirakan.

Standar kompetensi pelaksana:

a. Teliti, akurat, mampu bekerja sama, mampu berkoordinasi, mampu berpikir
konseptual, mampu menganalisis permasalahan, serta mampu mengambil
keputusan strategis

b. Memahami ...
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b. Memahami  manajemen  perencanaan, memahami  manajemen
penganggaran, memahami manajemen keuangan negara, memahami
manajemen pengadaan barang/jasa, menguasai peraturan-peraturan di
bidang perencanaan dan keuangan negara

c. Menguasai Program Microsoft Office, menguasai aplikasi DIPA

BAGIAN KEDUA
KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Penerimaan Surat Penetapan Menkeu tentang Satuan
Anggaran per Satuan Kerja (SAPSK) Satker pada B.A. 007

A 4

Penyelenggaraan sosialisasi aplikasi DIPA
oleh Departemen Keuangan (1 hari)

A 4

Penyelenggaraan sosialisasi aplikasi DIPA
Satker pada B.A. 007 (4 hari)

A 4

Penyusunan konsep DIPA Satker dengan
Aplikasi DIPA

Pembahasan dan penelaahan konsep DIPA
Satker pada B.A. 007 (5 hari)

A\ 4
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi

tentang konsep DIPA Satker pada B.A.
007 (4 hari)

A 4

Penyampaian konsep DIPA Satker pada B.A.
007 kepada Departemen Keuangan

B. Prosedur ...
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. Prosedur Pelayanan

1. Biro Perencanaan menerima Surat Penetapan Menteri Keuangan (Menkeu)
tentang Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SAPSK) Satker pada B.A. 007
(Sekretariat Negara) dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

2. Biro Perencanaan menghadiri sosialisasi aplikasi DIPA yang diselenggarakan
oleh Departemen Keuangan (1 hari).

3. Biro Perencanaan bersama  Departemen Keuangan (Depkeu)
menyelenggarakan sosialisasi aplikasi DIPA Satker pada B.A. 007 (4 hari)

4. Mensesneg selaku Pengguna Anggaran (PA) menunjuk Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) Satker-satker untuk menyusun konsep DIPA Satker dengan
Aplikasi DIPA.

5. Biro Perencanaan membahas dan menelaah konsep DIPA Satker pada B.A.
007 (5 hari).
Biro Perencanaan menelaah kesesuaian pencantuman RKA pada konsep
DIPA, rincian penggunaan anggaran dengan prinsip pembayaran dalam
mekanisme APBN, penilaian terhadap rencana penarikan dana tiap bulan,
penilaian terhadap perkiraan penerimaan tiap bulan.

6. Biro Perencanaan bersama pihak Depkeu melaksanakan koordinasi dan
sinkronisasi tentang konsep DIPA Satker pada B.A. 007 (4 hari).
a. Penjelasan umum Depkeu
b. Pembahasan bersama Biro Perencanaan, Biro Perencanaan Satker, dan
Depkeu

7. Biro Perencanaan menyampaikan Konsep DIPA Satker pada B.A. 007 kepada
Depkeu untuk mendapatkan Surat Pengesahan DIPA Satker pada B.A. 007
setelah ditandatangani oleh KPA.

. Sarana dan Prasarana Pelayanan
Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Notebook, LCD Projector, Software Aplikasi
DIPA, Kendaraan Roda 4, Ruang Rapat Besar

. Biaya Pelayanan
Tidak ada

. Tempat Pelayanan

Pelayanan penyusunan DIPA B.A. 007 (Sekretariat Negara) diselenggarakan di
Biro Perencanaan, Sekretariat Menteri Sekretaris Negara, dan apabila diperlukan
dapat dilaksanakan di luar kantor.

. Jadwal Pelayanan
Pelayanan penyusunan DIPA B.A. 007 (Sekretariat Negara) diselenggarakan
selama jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar
hari dan jam kerja.

G. Penanganan ...
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G. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/ Masukan
1. Pengaduan/keluhan/masukan dari unit kerja terkait yang berkaitan dengan
pelayanan penyusunan DIPA B.A. 007 disampaikan kepada Kepala Biro

Perencanaan.

2. Kepala Biro Perencanaan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian
Program dan Anggaran Il untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/
masukan.

3. Kepala Bagian Program dan Anggaran Il beserta staf menindaklanjuti
pengaduan/keluhan/masukan.

9. Standar ...
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9. Standar Pelayanan Penyusunan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan Satuan
Kerja Lainnya yang Berada di Bawah Koordinasi Sekretariat Negara

STANDAR PELAYANAN
PENYUSUNAN REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
SEKRETARIAT NEGARA BAGIAN ANGGARAN 007.01 DAN SATUAN KERJA
LAINNYA YANG BERADA DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIAT NEGARA

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran
berjalan

3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008

5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran pada Bagian Anggaran 007
(Sekretariat Negara)

6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

B. Latar Belakang
Perubahan kebijakan serta adanya ketidakpastian masa depan mengakibatkan
adanya perubahan program kerja sebagaimana tercantum pada dokumen
anggaran (DIPA). Untuk itu, agar penyusunan revisi DIPA Sekretariat Negara
Bagian Anggaran 007.01 dan satuan kerja (satker) lainnya yang berada di bawah
koordinasi Sekretariat Negara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka diperlukan standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan ini adalah untuk menyediakan informasi
dan panduan secara jelas, benar, dan pasti mengenai penyusunan Revisi DIPA
Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan Satker lainnya yang berada di
bawah koordinasi Sekretariat Negara.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan dalam
penyusunan revisi DIPA secara terencana sehingga mampu mendukung
kelancaran pelaksanaan anggaran Sekretariat Negara maupun satker yang
berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara.

D. Ruang ...
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D. Ruang Lingkup

1.

Unit pelayanan yang menyusun revisi DIPA Sekretariat Negara Bagian
Anggaran 007.01 dan satker lainnya yang berada di bawah koordinasi
Sekretariat Negara adalah Biro Perencanaan.

Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan
yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung
melaksanakan revisi DIPA Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan
satker lainnya yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara.

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah adanya standar baku dalam
penyusunan Revisi DIPA Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan
satker lainnya yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara sehingga
proses penyusunannya dapat dilakukan dengan lancar, efektif, efisien, dan
tepat waktu.

Pengguna pelayanan adalah seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat
Negara Bagian Anggaran 007.01 dan satker lainnya yang berada di bawah
koordinasi Sekretariat Negara.

Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen DIPA Revisi dan POK DIPA
revisi Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan satker lainnya yang
berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah terlaksananya tugas dan fungsi
Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan satker lainnya yang berada
di bawah koordinasi Sekretariat Negara secara optimal sesuai dengan
program kerja dan dokumen anggaran yang telah ditetapkan.

Definisi peristilahan

Satuan Anggaran Per Satker, yang selanjutnya disingkat SAPSK, adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rincian perhitungan
biaya per kegiatan sebagai dasar penyusunan DIPA.

Standar kompetensi pelaksana:

a Mampu melaksanakan analisis dan evaluasi atas usulan revisi DIPA
Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan satker lainnya yang
berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara

b Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office (Ms Word dan
Ms Excel)

¢ Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan DIPA

d Memahami tata cara dan mekanisme revisi DIPA

BAGIAN ...



- 352 -

BAGIAN KEDUA

KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Persiapan teknis dan administrasi (2 hari)

v
Penelaahan usulan revisi DIPA (2 hari)

A
Pembahasan intern usulan Revisi DIPA (1 hari)

A
Penyusunan usulan revisi DIPA (6 hari)

Penyampaian usulan revisi ke Depkeu (1 hari)

Pembahasan usulan revisi DIPA dengan DJA
(1 hari)

A 4

Penerimaan SAPSK

Penelitian kesesuaian SAPSK dengan Usulan
revisi DIPA

A4

Pembahasan konsep DIPA dengan DJPB
(1 hari)

Penerimaan DIPA (1 hari)

Penyusunan POK DIPA Revisi (6 hari)

Penyampaian DIPA Revisi dan POK DIPA
Revisi (1 hari)

B. Prosedur ...
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B. Prosedur Pelayanan
1. Persiapan teknis dan administrasi (2 hari):

a. Menerima usulan revisi DIPA dari unit kerja di lingkungan Sekretariat
Negara Bagian Anggaran 007.01 dan satker lainnya yang berada di bawah
koordinasi Sekretariat Negara

b. Menyiapkan aplikasi RKAKL dan DIPA, dokumen anggaran yang terkait
dengan revisi DIPA

2. Penelaahan usulan revisi (2 hari):
a. Meneliti dan menelaah usulan revisi DIPA berdasarkan ketentuan dan tata
cara revisi DIPA
b. Meneliti menelaah kesesuaian RAB dan TOR dengan SBU, Akun Standar,
pagu Anggaran yang tersedia serta latar belakang diusulkannya revisi
DIPA

3. Pembahasan (1 hari):
a. Mengundang satker/unit kerja pengusul revisi DIPA serta unit kerja terkait
b. Melaksanakan pembahasan usulan revisi DIPA dengan satker/unit kerja
pengusul serta unit kerja terkait
c. Menyusun berita acara hasil pembahasan

4. Penyusunan (6 hari):
a. Menginput data dalam aplikasi RKA-KL

b. Menyiapkan formulir 1.5. dan 3.3. RKA-KL

c. Menyiapkan data pendukung usulan revisi DIPA

d. Menyiapkan konsep memorandumrandum pengantar Karo dan surat
pengantar dari Sesmensesneg ke Menteri Keuangan c.q. Dirjen Anggaran
(DJA) dan Dirjen Perbendaharaan (DJPB)

e. Penyampaian konsep surat usulan revisi DIPA beserta formulir 1.5. dan
3.3. kepada Sesmensesneg oleh Karo Perencanaan

f. Sesmensesneg menandatangani formulir 1.5. dan 3.3. serta surat usulan
revisi DIPA

5. Penyampaian usulan revisi DIPA (1 hari):
Menyampaikan surat usulan revisi DIPA beserta data pendukungnya kepada
Menteri Keuangan c.q. DJA dan DJPB

6. Pembahasan dengan DJA (1 hari):
a. Menerima undangan dari DJA untuk melaksanakan pembahasan
b. Melaksanakan pembahasan usulan revisi DIPA bersama dengan DJA dan
jika diperlukan Biro Perencanaan dapat mengikutsertakan satker/unit kerja
pengusul serta unit kerja terkait

7. Penerimaan SAPSK:
a. Menerima SAPSK dari DJA
b. Penelitian SAPSK yang meliputi, pagu anggaran program, kegiatan, sub
kegiatan, serta mak, rincian belanja, satuan biaya, volume pekerjaan dan
indikator keluaran

8. Pembahasan ...



- 354 -

8. Pembahasan konsep DIPA revisi dengan DJPb (1 hari):

a.
b.

Menerima undangan pembahasan dari DJPb

Melaksanakan pembahasan konsep DIPA revisi bersama dengan DJPb
dan jika diperlukan Biro Perencanaan dapat mengikutsertakan satker/unit
kerja pengusul serta unit kerja terkait

Penandatanganan konsep DIPA revisi oleh Sesmensesneg dan kemudian
disampaikan ke DJPb

9. Penerimaan DIPA revisi:

a
b

Menerima DIPA revisi dari DJPb setelah disahkan olen Menteri Keuangan
Meneliti kesesuaian DIPA revisi dengan SAPSK dan RKAKL

10. Penyusunan POK DIPA revisi (6 hari):

a.

b.

C.

d.

Menyiapkan konsep POK DIPA revisi mengacu kepada SAPSK dan DIPA
revisi

Menyiapkan konsep memorandum pengantar dari Karo Perencanaan dan
konsep memorandum/surat pengantar Sesmensesneg

Karo Perencanaan menyampaikan konsep memorandum/surat pengantar
dan konsep POK DIPA revisi kepada Sesmensesneg

Sesmensesneg menandatangani memorandum/surat pengantar dan
mengesahkan POK DIPA revisi

11. Penyampaian DIPA revisi dan POK DIPA revisi (1 hari):
a. Menyampaikan DIPA revisi dan POK DIPA revisi kepada satker pengusul,

b.

Biro Keuangan, dan Deputi Pengawasan
Menyampaikan POK DIPA revisi kepada unit kerja pengusul

C. Persyaratan
1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana

pelayanan:

a. Adanya aplikasi RKAKL dan DIPA

b. Adanya DIPA tahun berjalan

c. Adanya POK DIPA satker

d. Adanya RKAKL satker

e. Adanya data dukung berupa TOR, RAB, price list

f. Adanya peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan revisi DIPA

g. Pelaksana penyusun revisi DIPA memiliki kompetensi sesuai dengan

jenjang masing-masing.

2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Berkepentingan dengan hasil penyusunan revisi DIPA Sekretariat Negara
Bagian Anggaran 007.01 dan Satuan Kerja Lainnya yang Berada di Bawah
Koordinasi Sekretariat Negara

D. Sarana dan Prasarana Pelayanan
Alat tulis Kantor, kalkulator, komputer, printer, scanner, notebook, LCD Projector,
kendaraan roda dua dan empat, ruang rapat

E. Biaya ...
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. Biaya Pelayanan
Tidak ada

. Tempat Pelayanan

Pelayanan penyusunan Revisi DIPA diselenggarakan di Biro Perencanaan,
Sekretariat Menteri Sekretaris Negara, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan
di luar kantor.

. Jadwal Pelayanan
Pelayanan penyusunan Revisi DIPA diselenggarakan selama jam kerja
kedinasan, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari unit kerja terkait yang berkaitan dengan
pelayanan penyusunan revisi DIPA disampaikan kepada Kepala Biro
Perencanaan.

2. Kepala Biro Perencanaan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian
Evaluasi dan Pelaporan untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.

3. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan beserta staf menindaklanjuti
pengaduan/keluhan/masukan.

10. Standar ...
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10.Standar Pelayanan Penyusunan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (POK DIPA) Sekretariat Negara
Bagian Anggaran 007.01 dan Satuan Kerja Lainnya yang Berada di Bawah
Koordinasi Sekretariat Negara

STANDAR PELAYANAN
PENYUSUNAN REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (POK DIPA) SEKRETARIAT
NEGARA BAGIAN ANGGARAN 007.01 DAN SATUAN KERJA LAINNYA YANG
BERADA DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIAT NEGARA

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A.Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran
berjalan
. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya
. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008
5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran pada Bagian Anggaran 007
(Sekretariat Negara)
6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

AW

B. Latar Belakang
Perubahan kebijakan serta adanya ketidakpastian masa depan mengakibatkan
adanya perubahan program kerja sebagaimana tercantum pada dokumen
anggaran (POK DIPA). Untuk itu, agar penyusunan revisi DIPA Sekretariat
Negara Bagian Anggaran 007.01 dan satuan kerja lainnya yang berada di bawah
koordinasi Sekretariat Negara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
diperlukan standar pelayanan.

C.Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan Revisi POK DIPA Sekretariat
Negara BA 007.01 dan Satker lainnya yang berada di bawah koordinasi
Sekretariat Negara adalah untuk menyediakan informasi dan panduan secara
jelas, benar, dan pasti mengenai penyusunan Revisi POK DIPA.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan dalam
penyusunan revisi POK DIPA secara terencana sehingga mampu mendukung

kelancaran ...
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kelancaran pelaksanaan anggaran Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01
maupun satuan kerja lainnya yang berada di bawah koordinasi Sekretariat
Negara.

.Ruang Lingkup

1.

Unit pelayanan yang menyusun revisi POK DIPA Sekretariat Negara BA
007.01 dan Satker lainnya yang berada di bawah koordinasi Sekretariat
Negara adalah Biro Perencanaan.

Pelaksanaan pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan
yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung
melaksanakan revisi POK DIPA Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01
dan satuan kerja lainnya yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara.

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah adanya pedoman dalam penyusunan
revisi POK DIPA sehingga proses penyusunannya dapat dilakukan dengan
efektif dan efisien.

Pengguna pelayanan adalah seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat
Negara Bagian Anggaran 007.01 dan satuan kerja lainnya yang berada
dibawah koordinasi Sekretariat Negara.

Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen revisi POK DIPA Sekretariat
Negara Bagian Anggaran 007.01 dan satuan kerja lainnya yang berada
dibawah koordinasi Sekretariat Negara.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah terlaksananya tugas dan fungsi unit
kerja di lingkungan Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan satuan
kerja lainnya yang berada dibawah koordinasi Sekretariat Negara, secara
optimal sesuai dengan program kerja dan dokumen anggaran yang telah
ditetapkan.

Standar kompetensi pelaksana:

a. Mampu melaksanakan analisis dan evaluasi atasan usulan revisi POK
DIPA

b. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office (Ms Word dan
Ms Excel)

c. Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi anggaran Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)

d. Memahami ketentuan, tata cara, dan mekanisme penyusunan revisi POK
DIPA

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA
KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Persiapan teknis dan administrasi (2 hari)

A\ 4
Penelaahan usulan revisi POK DIPA (2 hari)

A\ 4
Pembahasan usulan revisi POK DIPA (2 hari)

A4
Penyusunan Revisi POK DIPA (6 hari)

'

Penyampaian revisi POK DIPA (1 hari)

B. Prosedur Pelayanan

Persiapan teknis dan administrasi (2 hari):

Menerima usulan revisi POK dari unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara
Bagian Anggaran 007.01 dan satuan kerja lainnya yang berada dibawah
koordinasi Sekretariat Negara

1.

Penelaahan usulan revisi POK DIPA (2 hari):

a.

b.

Meneliti dan menelaah data pendukung usulan revisi POK DIPA berupa
RAB, TOR maupun pricelist

Meneliti kesesuaian usulan revisi beserta data pendukungnya dengan
SBU, Akun Standar, pagu Anggaran yang tersedia serta latar belakang
diusulkannya revisi POK DIPA

Pembahasan usulan revisi POK DIPA (2 hari):

a.

b.

C.

Mengundang satuan kerja/unit kerja pengusul revisi POK DIPA dan unit
kerja terkait

Melaksanakan pembahasan dengan satuan kerja/unit kerja pengusul revisi
POK DIPA dan unit kerja terkait mengacu pada ketentuan yang berkaitan
dengan revisi POK DIPA

Menyusun berita acara pembahasan

Penyusunan (6 hari):

a.

b.

Menyiapkan konsep memorandum pengantar Kepala Biro dan konsep
memorandum/surat pengantar Sesmensesneg

Menyiapkan konsep revisi POK DIPA dengan memperhatikan kesesuaian
alokasi anggaran yang tersedia, mak, subkegiatan, kegiatan, program, dan
rincian kegiatan

c. Kepala ...
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c. Kepala Biro Perencanaan menyampaikan konsep memorandum/surat
pengantar dan konsep revisi POK DIPA kepada Sesmensesneg

d. Penandatanganan memorandum/surat pengantar dan pengesahan revisi
POK DIPA oleh Sesmensesneneg

e. Memasukkan data revisi POK DIPA yang sudah disahkan ke dalam
aplikasi RKA-KL

5. Menyampaikan revisi POK DIPA kepada satker/unit kerja pengusul dan Biro
Keuangan (1 hari)

C. Persyaratan
1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana
pelayanan:
a. Adanya aplikasi RKAKL
b. Adanya DIPA Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan satuan
kerja lainnya yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara
c. Adanya POK DIPA Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan
satuan kerja lainnya yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara
d. Adanya RKAKL Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan satuan
kerja lainnya yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara
e. Adanya data pendukung berupa TOR/RAB
Adanya peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan revisi POK DIPA
g. Pelaksana penyusun revisi POK DIPA memiliki kompetensi sesuai dengan
jenjang masing-masing

.

2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Berkepentingan dengan hasil penyusunan Revisi POK DIPA Sekretariat
Negara

D. Sarana dan Prasarana Pelayanan
Alat tulis Kantor, kalkulator, komputer, printer, scanner, notebook, LCD Projector,
kendaraan roda dua dan empat, ruang rapat

E. Biaya Pelayanan
Tidak ada

F. Tempat Pelayanan
Pelayanan penyusunan Revisi POK DIPA Sekretariat Negara BA 007.01 dan
Satker lainnya yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara
diselenggarakan di Biro Perencanaan, Sekretariat Menteri Sekretaris Negara,
dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar kantor.

G. Jadwal Pelayanan
Pelayanan penyusunan Revisi POK DIPA Sekretariat Negara BA 007.01 dan
Satker lainnya yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara
diselenggarakan selama jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat
dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

H. Penanganan ...
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H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari unit kerja terkait yang berkaitan dengan
penyusunan revisi POK DIPA Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01
dan satuan kerja lainnya yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara
disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan.

2. Kepala Biro Perencanaan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian
Evaluasi dan Pelaporan untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.

3. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan beserta staf menindaklanjuti
pengaduan/keluhan/masukan.

11. Standar ...
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11. Standar Pelayanan Penyusunan Permohonan Anggaran Biaya Tambahan
(ABT)

STANDAR PELAYANAN
PENYUSUNAN PERMOHONAN ANGGARAN BIAYA TAMBAHAN (ABT)

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008

3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran pada Bagian Anggaran 007
(Sekretariat Negara)

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

B. Latar Belakang
Perubahan kebijakan serta adanya ketidakpastian masa depan mengakibatkan
adanya perubahan program kerja dan kebutuhan penambahan alokasi anggaran
untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas dengan mengajukan Anggaran
Belanja Tambahan (ABT). Untuk itu, agar penyusunan ABT di lingkungan
Sekretariat Negara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
diperlukan standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan permohonan ABT adalah
untuk menyediakan informasi dan panduan secara jelas, benar, dan pasti
mengenai prosedur penyusunan permohonan ABT.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan secara
terencana yang mampu mendukung Program Kerja di luar Program kerja yang
telah ditetapkan Sekretariat Negara dan Satuan Kerja (Satker) lainnya yang
berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara.

D. Ruang Lingkup
1. Unit pelayanan yang menyusun permohonan ABT adalah Biro Perencanaan.

2. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan

yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung
melaksanakan penyusunan permohonan ABT.

3. Penanggung jawab ...
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. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan.

. Sasaran yang hendak dicapai adalah adanya standar baku dalam
permohonan ABT sehingga proses penyusunannya dapat dilakukan dengan
lancar, efektif, efisien, dan tepat waktu.

. Pengguna pelayanan adalah seluruh satuan kerja di lingkungan Sekretariat
Negara dan satuan kerja lainnya yang berada di bawah koordinasi Sekretariat
Negara.

. Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-
P) atau DIPA Bagian Anggaran 069.

. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah terlaksananya program kerja dan
kegiatan prioritas Sekretariat Negara dan satuan kerja lainnya secara efektif
dan efisien.

. Definisi peristilahan

a. Anggaran Belanja Tambahan, yang selanjutnya disingkat ABT, adalah
anggaran belanja yang disediakan untuk mendukung program pada tahun
anggaran berjalan, akan tetapi belum termasuk dalam program dan
anggaran kementerian negara/lembaga yang telah ditetapkan dalam
Undang-Undang APBN.

b. Satuan Anggaran Per Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat SAPSK,
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rincian
perhitungan biaya per kegiatan sebagai dasar penyusunan DIPA.

. Standar kompetensi pelaksana:

a. Mampu melaksanakan analisis dan evaluasi usulan permohonan ABT

b. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office (Ms Word dan
Ms Excel)

c. Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan DIPA

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA

A. Kerangka Prosedur

Persiapan teknis dan administrasi (2 hari)

\ 4

Penelitian RAB dan TOR yang diajukan (2 hari)

v

Pembahasan intern (1 hari)

Penyusunan draft ABT (5 hari)

A4

Penyampaian permohonan ABT ke DJA (1 hari)

v

Pembahasan dengan DJA (1 hari)

Penerimaan SAPSK

Penelitian kesesuaian SAPSK dengan usulan
ABT

A 4

Pembahasan konsep DIPA (1 hari)

v

Penerimaan DIPA (1 hari)

\ 4

Penyampaian DIPA (1 hari)

B. Prosedur Pelayanan
1. Persiapan teknis dan administrasi (2 hari):

a.

b.

2. Penelitian (2 hari):
dan menelaah RAB dan TOR vyang diajukan dengan

a. Meneliti
memperhatikan peraturan yang berlaku

KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

Menerima usulan ABT yang dilengkapi Rincian Anggaran dan Biaya (RAB)
dan Term of Reference (TOR) dari kegiatan yang akan dimintakan
anggaran dan telah ditandatangani pimpinan satuan kerja lain yang berada
di bawah koordinasi Sekretariat Negara maupun perintah dari pimpinan
Memeriksa kelengkapan surat/memorandum tersebut (RAB dan TOR)

b. Meneliti kesesuaian RAB dan TOR dengan SBU, Akun Standar, pagu

anggaran yang tersedia
tambahan anggaran

serta latar belakang diajukannya permintaan

3. Pembahasan ...
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Pembahasan intern (1 hari)

a. Mengundang unit kerja/satuan kerja pengusul dan unit kerja terkait untuk
melakukan pembahasan

b. Melaksanakan pembahasan bersama-sama dengan unit kerja/satuan kerja
pengusul dan unit kerja terkait dengan memperhatikan peraturan yang
berlaku

Penyusunan draf ABT (5 hari):

a. Menginput data ke aplikasi RKAKL dan DIPA

b. Menyiapkan konsep surat pengantar dari Menteri Sekretaris Negara
kepada Menteri Keuangan

Penyampaian permohonan ABT ke Departemen Keuangan (1 hari)
Menyampaikan surat permohonan ABT beserta data pendukung kepada
Menteri Keuangan

Pembahasan dengan DJA (1 hari):

Membahas usulan ABT dengan DJA dan satuan kerja pengusul tentang
kesesuaian dengan SBU, Akun Standar serta latar belakang pengajuan ABT,
beserta kelengkapan data termasuk TOR dan RAB

Penerimaan SAPSK:

a Menerima Satuan Anggaran Per Satuan Kegiatan (SAPSK) dari DJA
b Meneliti kesesuaian SAPSK dengan usulan ABT

¢ Menunggu pemanggilan untuk membahas ABT dengan DJPB

Membahas konsep DIPA dengan DJPB dan jika diperlukan menyertakan
satuan kerja pengusul dan unit kerja terkait (1 hari)

Menerima DIPA APBN-P atau DIPA B.A. 069 yang telah disahkan oleh
Menteri Keuangan (1 hari)

10. Penyampaian DIPA (1 hari)

Mengirim surat dan dokumen DIPA kepada Satuan Kerja pengusul dan Biro
Keuangan

C. Persyaratan

1.

Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana

pelayanan:

a. Adanya usulan permohonan ABT dari satuan kerja pengusul

b. Kelengkapan data dukung berupa TOR dan RAB

c. Pelaksana pelayanan memiliki kompetensi sesuai jenjang masing-masing

d. Seluruh tim penyusun permohonan ABT telah memiliki kompetensi sesuai
dengan jenjang masing-masing

Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Berkepentingan dengan hasil penyusunan permohonan ABT

D. Sarana ...
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D. Sarana dan Prasarana Pelayanan
Alat tulis kantor, kalkulator, komputer, printer, scanner, notebook, LCD projector,
kendaraan roda dua dan empat, serta ruang rapat

E. Biaya Pelayanan
Tidak ada

F. Tempat Pelayanan
Pelayanan penyusunan permohonan ABT diselenggarakan di Biro Perencanaan,
Sekretariat Menteri Sekretaris Negara.

G. Jadwal Pelayanan
Pelayanan penyusunan permohonan ABT diselenggarakan selama jam kerja
kedinasan, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari satuan kerja terkait dengan pelayanan
penyusunan permohonan ABT disampaikan kepada Kepala Biro
Perencanaan.

2. Kepala Biro Perencanaan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian
Pengumpulan dan Pengolahan Data untuk menindaklanjuti pengaduan/
keluhan/masukan.

3. Kepala Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data beserta staf
menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.

12. Standar ...
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12.Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Laporan Triwulanan)

STANDAR PELAYANAN
PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
(LAPORAN TRIWULANAN)

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008

3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran pada Bagian Anggaran 007
(Sekretariat Negara)

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia.

B. Latar Belakang
Belum optimalnya mekanisme monitoring pelaksanaan program Kkerja di
lingkungan Sekretariat Negara yang menuntut adanya mekanisme pelaporan
yang baku dan dapat memberikan informasi yang optimal bagi pimpinan. Untuk
itu, agar penyusunan Laporan Triwulanan dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien, maka diperlukan standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan Laporan Triwulanan adalah
untuk menyediakan informasi dan panduan secara jelas, benar, dan pasti
mengenai penyusunan Laporan Triwulanan.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan secara
terencana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan
laporan triwulanan di lingkungan Sekretariat Negara.

D. Ruang Lingkup
1. Unit pelayanan yang menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Laporan Triwulanan) adalah Biro Perencanaan.

2. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan

yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung
melaksanakan penyusunan Laporan Triwulanan.

3. Penanggung jawab ...
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. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan.

. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam
penyusunan Laporan Triwulanan sehingga proses penyusunannya dapat
dilakukan dengan lancar, efektif, dan tepat waktu.

. Pengguna pelayanan adalah seluruh satuan kerja (Satuan kerja) di lingkungan
Sekretariat Negara dan Satuan kerja lainnya yang berada dibawah koordinasi
Sekretariat Negara.

. Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen Laporan Triwulanan.

. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah dapat terlaksananya monitoring
dan evaluasi pelaksanaan program, pencapaian kinerja keluaran kegiatan,
dan pencapaian kinerja hasil program.

. Standar kompetensi pelaksana:

a. Mampu melaksanakan analisis dan evaluasi atas laporan triwulanan dari
unit kerja, unit organisasi, dan satuan kerja lainnya yang berada di bawah
koordinasi Sekretariat Negara

b. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office (Ms Word dan
Ms Excel)

c. Memahami PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA
KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Persiapan administrasi (2 hari)

!

Penyampaian permintaan penyusunan laporan
triwulanan (1 hari)

l

Penerimaan laporan triwulanan (10 hari)

Penyusunan laporan triwulanan Sekretaris Negara
(7 hari)

\4
Penyampaian laporan kepada Bappenas, Menteri Negara PAN, dan
Menteri Keuangan (1 hari)

B. Prosedur Pelayanan
1. Melakukan persiapan teknis dan administrasi (2 hari):

a. Meminta data berkaitan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
penyerapan anggaran beserta realisasinya dari unit organisasi, satuan
kerja, dan unit kerja

b. Menyiapkan formulir isian laporan triwulanan (formulir A, B dan C)

c. Menyiapkan konsep memorandum Kepala Biro Perencanaan dan konsep
surat Sekretaris Menteri Sekretaris Negara (Sesmensesneg) tentang
permintaan penyusunan laporan triwulanan

d. Kepala Biro Perencanaan menyampaikan konsep surat kepada
Sesmensesneg

2. Menyampaikan permintaan penyusunan laporan triwulanan (1 hari)
Setelah surat ditandatangani oleh Sesmensesneg Biro Perencanaan,
kemudian menyampaikan surat permintaan penyusunan laporan triwulanan
beserta formulir A dan formulir B kepada unit organisasi di lingkungan
Sekretariat Negara serta satuan kerja lainnya yang berada di bawah
koordinasi Sekretariat Negara.

3. Menerima laporan triwulanan dari unit organisasi/satuan kerja (10 hari):

a. Menghimpun laporan triwulanan dari unit organisasi dan satuan kerja
lainnya yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara dengan
ketentuan penyampaiannya 10 hari setelah triwulan yang bersangkutan
berakhir

b. Meneliti ...
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b. Meneliti kesesuaian laporan triwulanan yang disampaikan dengan data
perencanaan pelaksanaan kegiatan, rencana realisasi anggaran, dan
format yang telah ditetapkan

4. Menyusun laporan (7 hari):

a. Menggabungkan laporan triwulanan yang disampaikan oleh unit kerja, unit
organisasi, dan satuan kerja lainnya yang berada di bawah koordinasi
Sekretariat Negara

b. Menginput data pada formulir C berdasarkan laporan triwulanan yang
sudah disampaikan oleh unit kerja, unit organisasi, dan satuan Kkerja,
dengan memperhatikan indikator keluaran serta realisasi keuangan dan
fisik

c. Menyiapkan konsep laporan triwulanan Sekretariat Negara untuk
dimintakan tanda tangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)

d. Menyiapkan konsep memorandum Kepala Biro Perencanaan, konsep
memorandum Sesmensesneg, dan konsep surat Mensesneg

5. Menyampaikan laporan (1 hari).
Setelah Mensesneg menandatangani laporan triwulanan Sekretariat Negara
beserta surat pengantarnya, kemudian menyampaikan Laporan Triwulanan
Sekretariat Negara kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara

C. Persyaratan
1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana
pelayanan:
a. Tersedianya data rencana pelaksanaan kegiatan per triwulan unit
organisasi dan satuan kerja
b. Tersedianya data rencana realisasi anggaran dan fisik unit organisasi dan
satuan kerja
c. Tersedianya data realisasi fisik, anggaran, dan kegiatan unit organisasi
dan satuan kerja
d. Adanya DIPA Satuan kerja
Adanya POK DIPA Satuan kerja
Adanya peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan penyusunan laporan
triwulanan
g. Pelaksana penyusunan laporan triwulan Sekretariat Negara memiliki
kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing

— @

2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Berkepentingan dengan hasil penyusunan Laporan Triwulanan

D. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, komputer, printer, scanner, notebook, LCD Projector, kendaraan
roda 4, ruang rapat

E. Biaya ...
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. Biaya Pelayanan
Tidak ada

. Tempat Pelayanan
Pelayanan penyusunan Laporan Triwulanan diselenggarakan di Biro
Perencanaan, Sekretariat Menteri Sekretaris Negara.

. Jadwal Pelayanan
Pelayananan penyusunan Laporan Triwulanan diselenggarakan selama jam kerja
kedinasan, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari unit kerja terkait yang berkaitan dengan
pelayanan penyusunan Laporan Triwulanan disampaikan kepada Kepala Biro
Perencanaan.

2. Kepala Biro Perencanaan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian
Evaluasi dan Pelaporan untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.

3. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan beserta staf menindaklanjuti
pengaduan/keluhan/masukan.

13. Standar ...
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13. Standar Pelayanan Koordinasi Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN
Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara)

STANDAR PELAYANAN
KOORDINASI PENYUSUNAN NOTA KEUANGAN DAN RAPBN
BAGIAN ANGGARAN 007 (SEKRETARIAT NEGARA)

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara
Nomor 7 Tahun 2008

5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

B. Latar Belakang
Nota Keuangan dan RAPBN B.A. 007 (Sekretariat Negara) disusun sebagai
formulasi rencana kinerja Sekretariat Negara dan lembaga lain yang
anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara,
merupakan pelaksanaan fungsi pemberian dukungan data sebagai masukan
untuk penyusunan RAPBN yang akan disampaikan Presiden dalam Sidang
Paripurna DPR.

C. Maksud Dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan koordinasi penyusunan Nota Keuangan
dan RAPBN B.A. 007 (Sekretariat Negara) adalah memberikan dukungan data
sebagai masukan untuk penyusunan RAPBN yang akan disampaikan Presiden
dalam Sidang Paripurna DPR.

Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan atas rencana kinerja organisasi
dengan mempertimbangkan kondisi pelaksanaan anggaran dua tahun terakhir
yang meliputi aspek pelaksanaan kebijakan umum dan hasilnya, pelaksanaan
program, dan realisasi pendapatan dan belanja termasuk realisasi fisik; aspek
rencana kebijakan dan langkah-langkah rencana program dan kegiatan berikut
sasaran, output, dan outcome, aspek kebijakan fiskal yang transparan, sehat,
dan berkesinambungan.

D. Ruang ...
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D. Ruang Lingkup

1.

Unit pelayanan yang melaksanakan koordinasi penyusunan Nota Keuangan
dan RAPBN B.A. 007 (Sekretariat Negara) adalah Biro Perencanaan.

Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan
yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung
melaksanakan pengkoordinasian penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN
B.A. 007 (Sekretariat Negara).

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersusunnya Nota Keuangan dan
RAPBN B.A. 007 (Sekretariat Negara).

Pengguna pelayanan adalah unit kerja/satuan organisasi di lingkungan
Sekretariat Negara dan lembaga lain yang secara administratif anggarannya
dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.

Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen Nota Keuangan dan RAPBN
B.A. 007 (Sekretariat Negara.)

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tersusunnya dokumen Nota
Keuangan dan RAPBN B.A. 007 (Sekretariat Negara) yang tertib, efektif,
efisien, transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Definisi peristilahan

Nota Keuangan dan RAPBN adalah catatan penjelasan atas rencana kinerja
organisasi dengan mempertimbangkan kondisi dua terakhir yang meliputi
aspek pelaksanaan kebijakan umum dan hasilnya, pelaksanaan program, dan
realisasi pendapatan dan belanja termasuk realisasi fisik; aspek rencana
kebijakan dan langkah-langkah rencana program dan kegiatan berikut
sasaran output dan sasaran outcome; aspek kebijakan fiskal yang transparan,
sehat, dan berkesinambungan.

Standar kompetensi pelaksana:

a. Teliti, akurat, mampu bekerja sama, mampu berkoordinasi, mampu
berpikir konseptual, mampu menganalisis permasalahan, serta mampu
mengambil keputusan strategis

b. Memahami manajemen keuangan negara, menguasai peraturan-
peraturan di bidang perencanaan dan keuangan negara

c. Menguasai program Microsoft Office

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA
KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Penerimaan Surat Menkeu tentang Penyusunan
Bahan NK dan RAPBN dari Mensesneg

Penyiapan Format Penyusunan
Bahan NK dan RAPBN B.A. 007 (3 hari)

y
Penyusunan Bahan NK dan RAPBN
(5 hari)

v
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi
penyusunan Bahan NK dan RAPBN B.A. 007
(4 hari)

Penyampaian Data NK dan RAPBN B.A. 007
(2 hari)

B. Prosedur Pelayanan
1. Biro Perencanaan menerima surat Menteri Keuangan (Menkeu) tentang
Penyusunan Bahan NK dan RAPBN dari Menteri Sekretaris Negara

(Mensesneq).

2. Biro Perencanaan menyiapkan Format Penyusunan Bahan NK dan RAPBN
B.A. 007 (Sekretariat Negara) untuk disampaikan kepada Satker-satker (3
hari).

3. Satker-satker menyusun Bahan NK dan RAPBN Satker berdasarkan Format
Penyusunan Bahan NK dan RAPBN B.A. 007 (5 hari).

4. Biro Perencanaan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan
Bahan NK dan RAPBN B.A. 007 bersama Satker-satker (4 hari).
a. Penjelasan umum Biro Perencanaan
b. Penyampaian Bahan NK dan RAPBN per Satker B.A. 007
c. Pembahasan Biro Perencanaan dan Biro Perencanaan Satker

5. Biro Perencanaan menyampaikan Data NK dan RAPBN B.A. 007 kepada
Menkeu setelah ditandatangani oleh Mensesneg (1 hari).

C. Sarana ...
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. Sarana dan Prasarana Pelayanan
Alat tulis kantor, komputer, printer, notebook, LCD Projector, kendaraan roda 4,
ruang rapat besar

. Biaya Pelayanan
Tidak ada

. Tempat Pelayanan

Pelayanan penyusunan dan pengkoordinasian penyusunan Nota Keuangan dan
RAPBN B.A. 007 (Sekretariat Negara) dilaksanakan di Biro Perencanaan,
Sekretariat Menteri Sekretaris Negara, dan apabila diperlukan dapat
dilaksanakan di luar kantor.

. Jadwal Pelayanan

Pelayanan penyusunan dan pengkoordinasian Nota Keuangan dan RAPBN B.A.
007 (Sekretariat Negara) dilaksanakan pada jam kerja kedianasan, dan apabila
diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari unit kerja terkait yang berkaitan dengan
pelayanan penyusunan dan pengkoordinasian Nota Keuangan dan RAPBN
B.A. 007 (Sekretariat Negara) disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan.

2. Kepala Biro Perencanaan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian
Program dan Anggaran Il untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/
masukan.

3. Kepala Bagian Program dan Anggaran Il beserta staf menindaklanjuti
pengaduan/keluhan/masukan.

14. Standar ...
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14.Standar Pelayanan Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa di
Lingkungan Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara)

STANDAR PELAYANAN
PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
BAGIAN ANGGARAN 007 (SEKRETARIAT NEGARA)

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004

3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008

5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

B. Latar Belakang

Pelaksanaan anggaran belanja negara harus didasarkan atas prinsip-prinsip
efektif, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta
fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah  daerah. Dalam rangka
pelaksanaan anggaran tersebut dilakukan standardisasi komponen kegiatan
termasuk harga satuannya. Penetapan standardisasi harga satuan barang/jasa
perlu dilakukan secara berkala oleh menteri/pimpinan lembaga untuk
standardisasi satuan harga pokok kegiatan departemen/lembaga yang
bersangkutan. Untuk itu, dipandang perlu untuk menyusun standar harga satuan
barang/jasa di lingkungan Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara). Agar
penyusunan standar harga satuan barang/jasa di lingkungan Bagian Anggaran
007 (Sekretariat Negara) dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
diperlukan standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan standar harga satuan
barang/jasa di lingkungan bagian anggaran 007 (Sekretariat Negara) adalah
sebagai panduan bagi Biro Perencanaan dan unit kerja terkait di lingkungan
Sekretariat Negara dalam menyusun standar harga satuan barang/jasa.

Tujuannya ...
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Tujuannya adalah memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan dalam menyusun
standar harga satuan barang/jasa untuk dapat digunakan sebagai salah satu
panduan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan bagian anggaran 007
(Sekretariat Negara).

. Ruang Lingkup

1.

Unit Pelayanan yang menyusun standar harga satuan barang/jasa di
lingkungan bagian anggaran 007 (Sekretariat Negara) adalah Biro
Perencanaan.

Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai pada Biro
Perencanaan yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung
jawab langsung melaksanakan penyusunan standar harga satuan barang/jasa
di lingkungan bagian anggaran 007 (Sekretariat Negara).

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya standar harga yang dapat
dijadikan sebagai salah satu panduan dalam pelaksanaan anggaran oleh unit
kerja di lingkungan Sekretariat Negara.

Pengguna pelayanan adalah unit kerja/unit organisasi di lingkungan
Sekretariat Negara dan lembaga lain yang secara administratif anggarannya
dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.

Keluaran (output) pelayanan adalah buku standar harga satuan barang/jasa
yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tersedianya informasi tentang
standar harga satuan barang/jasa, sehingga dapat memperlancar
pelaksanaan anggaran di lingkungan bagian anggaran 007 (Sekretariat
Negara).

Standar kompetensi pelaksana:

a. Mampu mengoperasikan Microsoft Office (Ms Word, Ms Excel, dan Ms
Power Point), dan internet

b. Mampu menganalisis usulan data yang diterima dengan data pembanding

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA
KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Persiapan teknis dan administrasi

(2 hari)
Usulan dari unit
v kerja pengusul
Pengumpulan dan /
pengolahan data
(10 hari) . .
Data pembanding lain:

price list, standar
harga provinsi, dll

Pembahasan draf standar harga satuan barang/jasa (3 hari)

4&

v

Penyusunan draf final buku standar harga satuan barang/jasa
(4 hari)

\4
Persetujuan dan penandatanganan Kepmensesneg oleh
Mensesneg

Pembuatan Salinan Kepmensesneg (1 hari)

A 4
Pengajuan permohonan pencetakan buku (1 hari)

'

Pendistribusian dan pensosialisasian buku standar
harga satuan barang/jasa (3 hari)

B. Standar Pelayanan
1. Melakukan persiapan teknis dan administrasi (2 hari):
a. Menyiapkan dan menyampaikan undangan rapat koordinasi terkait dengan
penyusunan standar harga satuan barang/jasa di lingkungan bagian
anggaran 007 (Sekretariat Negara)

b. Menyelenggarakan ...
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Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan unit kerja yang terkait dengan
pengadaan barang/jasa di lingkungan bagian anggaran 007 (Sekretariat
Negara) dalam rangka penyusunan standar harga satuan barang/jasa di
lingkungan bagian anggaran 007 (Sekretariat Negara)

Menyiapkan dan menyampaikan permintaan data usulan standar harga
satuan barang/jasa dari Kepala Biro Perencanaan kepada unit kerja yang
terkait dengan pengadaan barang/jasa di lingkungan bagian anggaran 007
(Sekretariat Negara)

. Mengumpulkan dan mengolah data (10 hari):

a.

b.
C.

Mengumpulkan data usulan standar harga satuan barang/jasa dari unit
kerja terkait

Memonitor usulan data standar harga yang masuk ke Biro Perencanaan
Mengolah data dengan membuat analisis dan perbandingan pada jenis
barang/jasa dengan spesifikasi yang sama dari masing-masing usulan
sebagai bahan pembahasan draf standar harga satuan barang/jasa

. Membahas draf standar harga satuan barang/jasa (3 hari):

a.

Membahas data usulan standar harga satuan barang/jasa yang
dikoordinasikan oleh  Biro Perencanaan dengan menganalisis
perbandingan harga dari masing-masing usulan dengan data pembanding
lainnya seperti price list, standar harga provinsi, dan lain-lain

Menyepakati standar harga satuan barang/jasa sebagai harga yang akan
dijadikan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan bagian anggaran
007 (Sekretariat Negara) dalam pelaksanaan anggaran

. Menyusun draf final buku standar harga satuan barang/jasa (4 hari):

a.

b.

Menyempurnakan dan menyusun data hasil pembahasan sebagai draf
final

Menyusun draf buku standar harga satuan barang/jasa dengan membuat
konsep isi buku yang meliputi daftar isi, kata pengantar, konsep Keputusan
Menteri Sekretaris Negara, dan lampirannya (daftar standar harga satuan
barang/jasa)

Menyusun konsep Keputusan Menteri Sekretaris Negara tentang Standar
Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Bagian Anggaran 007
(Sekretariat Negara), dengan data standar harga satuan barang/jasa yang
telah ditetapkan dalam pembahasan pada poin a sebagai lampiran
Menyiapkan memorandum laporan hasil pembahasan kepada Sekretaris
Menteri Sekretaris Negara

Menyiapkan memorandum pengantar dari Sekretaris Menteri Sekretaris
Negara kepada Menteri Sekretaris Negara tentang pengajuan konsep
Keputusan Menteri Sekretaris Negara tentang Standar Harga Satuan
Barang/Jasa di Lingkungan Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara)
untuk mohon persetujuan

. Persetujuan dan penandatanganan Kepmensesneg oleh Menteri Sekretaris
Negara

6. Menyusun ...
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6. Menyusun Salinan Kepmensesneg tentang Standar Harga Satuan
Barang/Jasa di Lingkungan Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara) (1
hari)

7. Mengajukan permohonan pencetakan buku Standar Harga Satuan
Barang/Jasa di Lingkungan Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara)
kepada Kepala Biro Umum, Setmensesneg (1 hari)

8. Mendistribusikan dan mensosialisasikan buku Harga Satuan Barang/Jasa di
Lingkungan Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara) kepada seluruh unit
kerja di lingkungan bagian anggaran 007 (Sekretariat Negara) (3 hari)

. Persyaratan
1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana
pelayanan:
a. Adanya data usulan standar harga satuan/barang jasa dari unit-unit kerja
yang terkait di lingkungan bagian anggaran 007 (Sekretariat Negara)
b. Adanya data hasil monitoring dan evaluasi standar harga satuan
barang/jasa dari tahun sebelumnya
c. Adanya data/referensi berupa price list dan standar harga yang diterbitkan
oleh provinsi setempat
d. Seluruh penyusun standar harga satuan barang/jasa telah memiliki
kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing

2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Berkepentingan dengan hasil penyusunan standar harga satuan barang/jasa
di lingkungan bagian anggaran 007 (Sekretariat Negara)

. Sarana dan Prasarana Pelayanan
Alat tulis kantor, komputer, printer, scanner, notebook, LCD Projector, kendaraan
roda 4, dan ruang rapat

. Biaya Pelayanan
Tidak ada

. Tempat Pelayanan

Pelayanan penyusunan standar harga satuan barang/jasa di lingkungan bagian
anggaran 007 (Sekretariat Negara) diselenggarakan di Biro Perencanaa,
Sekretariat Menteri Sekretaris Negara.

. Jadwal Pelayanan

Pelayanan penyusunan standar harga satuan barang/jasa di lingkungan bagian
anggaran 007 (Sekretariat Negara) diselenggarakan selama jam kerja kedinasan,
dan apabila diperlukan diselenggarakan di luar hari dan jam kerja.

. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari unit kerja terkait yang berkaitan dengan
pelayanan penyusunan standar harga satuan barang/jasa disampaikan
kepada Kepala Biro Perencanaan.

2. Kepala ...
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2. Kepala Biro Perencanaan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian
Pengumpulan dan Pengolahan Data untuk menindaklanjuti pengaduan/
keluhan/masukan.

3. Kepala Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data beserta staf
menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.

15. Standar ...
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15.Standar Pelayanan Penyusunan Standar Biaya Khusus di Lingkungan
Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara)

STANDAR PELAYANAN
PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS
DI LINGKUNGAN BAGIAN ANGGARAN 007 (SEKRETARIAT NEGARA)

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

B. Latar Belakang

Salah satu indikator keberhasilan dalam penerapan sistem penganggaran
berbasis kinerja adalah adanya keluaran yang terukur. Alat yang dapat digunakan
dalam menghitung keluaran adalah berupa standarisasi biaya, baik umum
maupun khusus. Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang
digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh kementerian
negara/lembaga tertentu dan/atau di wilayah tertentu. Kegiatan tersebut
dilaksanakan dari tahun ke tahun (bukan temporer) dan mempunyai output yang
terukur dan spesifik. SBK diusulkan oleh kementerian negara/lembaga untuk
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Agar penyusunan SBK di lingkungan
Sekretariat Negara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
diperlukan standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan standar pelayanan SBK di lingkungan bagian anggaran 007
(Sekretariat Negara) adalah sebagai panduan bagi pejabat/pegawai Biro
Perencanaan dan unit kerja terkait di lingkungan Sekretariat Negara dalam
melaksanakan penyusunan SBK.

Tujuannya adalah memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan dalam menyusun

SBK di lingkungan Sekretariat Negara secara terencana untuk dapat digunakan
sebagai bahan dalam penyusunan anggaran.

D. Ruang ...
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D. Ruang Lingkup
1. Unit pelayanan yang menyusun SBK di lingkungan bagian anggaran 007
(Sekretariat Negara) adalah Biro Perencanaan.

2. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan
yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung
melaksanakan penyusunan SBK di lingkungan bagian anggaran 007
(Sekretariat Negara).

3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan.

4. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersusunnya harga per unit satuan untuk
kegiatan tertentu yang secara khusus dilaksanakan oleh Sekretariat Negara,
untuk diajukan ke Departemen Keuangan, dan setelah disetujui dapat
dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran kegiatan tersebut.

5. Pengguna pelayanan adalah unit kerja/satuan organisasi di lingkungan
Sekretariat Negara dan lembaga lain yang secara administratif anggarannya
dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.

6. Keluaran (output) pelayanan adalah draf SBK di lingkungan Bagian Anggaran
007 (Sekretariat Negara) yang diusulkan ke Departemen Keuangan.

7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tersedianya informasi SBK sebagai
acuan dalam penyusunan anggaran.

8. Definisi peristilahan

a. Standar Biaya Khusus, yang selanjutnya disingkat SBK, adalah standar
biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh
kementerian negara/lembaga tertentu dan/atau di wilayah tertentu.

b. Kerangka Acuan/Term of Reference, yang selanjutnya disingkat TOR,
adalah dokumen yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai
kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan.

c. Rincian Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB, adalah dokumen
yang berisi rincian dari komponen-komponen masukan/input dari
kegiatan/sub kegiatan serta besaran dana masing-masing komponen.

d. Data pendukung lainnya adalah dokumen yang mendukung penjelasan
lebih rinci suatu komponen biaya satuan, dapat berupa keterangan
mengenai spesifikasi barang berikut harganya, analisis biaya satuan, dan
sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kementerian/
lembaga.

9. Standar kompetensi pelaksana:
a. Mampu mengoperasikan Microsoft Office (Ms Word, Ms Excel, dan Ms
Power Point) dan internet
b. Mampu mengidentifikasi kegiatan yang akan diusulkan sebagai SBK

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA
KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Persiapan teknis dan administrasi
(2 hari)

A

4

Pengumpulan dan
pengolahan data
(5 hari)

v

Usulan dari unit
kerja pengusul
Dokumen pendukung:
TOR, RAB, HSPK, dll

Identifikasi kegiatan

yang akan diusulkan

(2 hari)

A 4

Pembahasan draf SBK (3 hari)

\ 4

Pengajuan usulan SBK ke DJA-Depkeu (2 hari)

B. Standar Pelayanan

1. Melakukaan persiapan teknis dan administrasi (2 hari):
a. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan unit kerja yang terkait dengan
kegiatan yang akan diusulkan sebagai SBK di lingkungan bagian anggaran

007 (Sekretariat Negara)

b. Menyiapkan surat dan memorandum kepada unit kerja yang terkait dengan
penyusunan SBK, untuk mengajukan usulan harga per unit satuan untuk
kegiatan yang diusulkan beserta dokumen pendukung berupa Term of
Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Harga Satuan Pokok
Kegiatan (HSPK), dan data pendukung lainnya

2. Mengumpulkan dan mengolah

data (5 hari)

a. Mengkoordinasikan pengumpulan data usulan SBK dari unit kerja terkait

b. Memonitor usulan data SBK beserta kelengkapan dokumen pendukung
yang masuk ke Biro Perencanaan

c. Menyusun rekapitulasi usulan SBK

3. Mengidentifikasi kegiatan yang akan diusulkan sebagai SBK (2 hari)
a. Menganalisis kesesuaian kegiatan untuk dapat diusulkan sebagai SBK

b. Menganalisis ...
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b. Menganalisis kewajaran harga yang diajukan dengan ketentuan yang
berlaku

4. Membahas draf SBK (3 hari)

a. Pembahasan draf SBK dengan unit kerja pengusul, tentang kesesuaian
masing-masing kegiatan yang diusulkan sebagai SBK, dan membahas
TOR serta RAB dari masing-masing usulan sebagai dokumen pendukung

b. Apabila masih terdapat kekurangan, Biro Perencanaan mengkoordinasikan
masing-masing unit kerja pengusul untuk memperbaiki atau
menyempurnakan data usulan SBK, dan usulan tersebut disampaikan
kembali kepada Biro Perencanaan

5. Mengajukan usulan SBK (2 hari)
a. Menyiapkan memorandum laporan pembahasan kepada Sekretaris
Menteri Sekretaris Negara
b. Menyiapkan surat dari Sekretaris Menteri Sekretaris Negara tentang
pengajuan usulan SBK di lingkungan bagian anggaran 007 (Sekretariat
Negara) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Anggaran (DJA),
Departemen Keuangan, yang disertai dengan dokumen pendukung

. Persyaratan
1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana
pelayanan:
a. Adanya data usulan SBK dari unit-unit kerja yang terkait di lingkungan
bagian anggaran 007 (Sekretariat Negara)
b. Adanya dokumen pendukung berupa TOR, RAB, HSPK, dll
c. Seluruh tim penyusun SBK telah memiliki kompetensi sesuai dengan
jenjang masing-masing

2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Berkepentingan dengan hasil penyusunan standar biaya khusus di lingkungan
bagian anggaran 007 (Sekretariat Negara)

. Sarana dan Prasarana Pelayanan
Alat tulis kantor, komputer, printer, scanner, notebook, LCD projector, kendaraan
roda 4, dan ruang rapat

. Biaya Pelayanan
Tidak ada

. Tempat Pelayanan

Pelayanan penyusunan SBK di lingkungan bagian anggaran 007 (Sekretariat
Negara) diselenggarakan di Biro Perencanaa, Sekretariat Menteri Sekretaris
Negara.

. Jadwal Pelayanan

Penyusunan SBK di lingkungan bagian anggaran 007 (Sekretariat Negara)
diselenggarakan selama jam kerja kedinasan.

H. Penanganan ...



- 385 -

H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1.

2.

Pengaduan/keluhan/masukan dari unit kerja terkait dengan penyusunan SBK
disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan.

Kepala Biro Perencanaan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian
Pengumpulan dan Pengolahan Data untuk menindaklanjuti pengaduan/
keluhan/masukan.

Kepala Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data beserta staf
menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.

B. Biro ...



B. Biro Keuangan
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B. Biro Keuangan

1. Standar Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bagi Menteri/Pejabat
Setingkat Menteri, dan Pejabat/Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara
dan Sekretariat Kabinet

STANDAR PELAYANAN
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN BAGI MENTERI/PEJABAT SETINGKAT
MENTERI, DAN PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA
DAN SEKRETARIAT KABINET

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan pemerintah
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-10 atas PP Nomor 7 Tahun
1997

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN

5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008

6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia.

B. Latar Belakang
Dalam rangka memperlancar pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan jabatan
bagi menteri/pejabat setingkat menteri dan pejabat/pegawai di lingkungan
Sekretariat Negara, secara efektif, efisien, dan tertib administrasi, dipandang
perlu untuk menetapkan Standar Pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan standar pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan jabatan
bagi menteri/pejabat setingkat menteri dan pejabat/pegawai di lingkungan
Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet adalah sebagai panduan bagi
pelaksana pelayanan dalam meneliti dan menguji permintaan pembayaran gaji
dan tunjangan jabatan bagi menteri/pejabat setingkat Menteri dan
pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, serta
memberikan informasi kepada pengguna pelayanan.

Tujuannya ...
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Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan
jabatan bagi menteri/pejabat setingkat menteri dan pejabat/pegawai di lingkungan
Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang cepat, tepat, efektif, dan efisien
sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengguna
pelayanan.

. Ruang Lingkup

1.

Unit pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan jabatan bagi menteri/pejabat
setingkat menteri dan pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan
Sekretariat Kabinet adalah Biro Keuangan.

Pelaksana pelayanan adalah:

a. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Kepala Sub Bagian Gaji,
Pembuat Daftar Gaji (PDG), dan Pemroses Gaji;

b. Jabatan fungsional yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara
Pengeluaran.

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Keuangan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya mekanisme pelaksanaan
pembayaran gaji dan tunjangan jabatan bagi menteri/pejabat setingkat
menteri dan pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan
Sekretariat Kabinet yang tepat, cepat, dan akurat.

Pengguna pelayanan adalah menteri/pejabat setingkat menteri, pejabat/
pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.

Keluaran (output) pelayanan adalah terbitnya Surat Perintah Membayar
(SPM) sebagai bukti perintah pembayaran langsung ke rekening Bendahara
Pengeluaran untuk dibayarkan kepada menteri/pejabat setingkat menteri dan
pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah lancarnya pembayaran gaji dan
tunjangan.

Standar kompetensi pelaksana:

a. Menguasai aplikasi komputer seperti program Microsoft Office (Ms Word,
Ms Excel), aplikasi SPM, aplikasi gaji, aplikasi uang makan PNS, dan
aplikasi rincian biaya perjalanan dinas

b. Memahami peraturan keuangan negara, perbendaharaan, perpajakan,
dan sistem pembayaran gaji dan tunjangan bagi menteri/pejabat setingkat
menteri, dan PNS

c. Jujur, tekun, dan teliti

d. Mampu bekerjasama dan memiliki inisiatif kerja

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA

KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Pencatatan surat/dokumen dari unit kerja yang menangani bidang kepegawaian yang telah mendapat

Disposisi/Persetujuan KPA dan Karo Keuangan (10 menit/berkas)

v

Pemberian disposisi (10 menit/berkas )

A

y

Penyusunan Daftar Gajidan T

unjangan (8 hari kerja/berkas)

A

A

Penelitian dan pengujian serta penandatanganan Daftar Gaji dan

Tunjangan (30

menit/berkas)

(30 men

Penyiapan dan penandatanganan SPP Gaji dan Tunjangan
it/berkas)

A

4

Penyampaian SPP ke

KPA (30 menit/berkas)

Penelitian dan penguijian dokumen permintaan
pembayaran gaji dan tunjangan yang telah mendapat
persetujuan KPA (1 jam/berkas )

A 4

Penyiapan SPM Gaji dan Tunjangan (15 menit/berkas)

Pengujian dan Penandatangan SPM (15 menit/berkas)

Penyampaian SPM ke KPPN Jakarta | (2 jam/berkas)

Pengambilan SP2D (2 jam/berkas)

Penyampaian Copy SP2D
ke Bagian AKLAP
(5 menit/berkas)

v

«---{ Pencatatan SP2D (10 menit/berkas)

Terbit SP2D-LS

v
Transfer Dana ke
Rekening Bendahara

v
Pejabat/Pegawai yang
berhak menerima
pembayaran

B. Prosedur ...
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B. Prosedur pelayanan

1.

10.

11.

Mencatat surat/dokumen dari unit kerja yang menangani bidang
kepegawaian yang telah mendapat Disposisi/Persetujuan KPA dan Karo
Keuangan (10 menit/ berkas)

Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran memberikan disposisi (10 menit/
berkas).

Penyusunan Daftar Gaji dan Tunjangan oleh Pemroses Gaji berupa daftar
gaji dan tunjangan (8 hari/berkas)

PDG dan PPK melakukan penelitian dan pengujian serta penandatanganan
Daftar Gaji dan Tunjangan (30 menit/berkas).

Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Gaji dan Tunjangan (30
menit/berkas)

Kepala Subbagian Gaji dan Pemroses Gaji meneliti dan menguji dokumen
permintaan pembayaran gaji dan tunjangan (1 jam/berkas).

PDG menyiapkan SPM Gaji dan Tunjangan oleh (15 menit/berkas).

Pengujian dan penandatangan SPM oleh Pejabat Penguji dan penanda
Tangan SPM (15 menit/berkas)

Menyampaikan SPM ke KPPN Jakarta | setiap tanggal 10 bulan berkenaan
(2 jam/berkas), apabila SP2D telah terbit maka akan dilakukan transfer dana
ke rekening Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan
kepada yang berhak menerima

Pengadministrasi SPM mengambil SP2D (2 jam/berkas).

Pengadministrasi SPM mencatat SP2D (10 menit/berkas), selanjutnya
fotokopi SP2D disampaikan ke Bagian Akuntansi dan Pelaporan (Aklap).

C. Persyaratan

1.

Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana

pelayanan:

a. Tersedianya DIPA dan POK Satuan Kerja Sekretariat Negara

b. Adanya Surat Keputusan tentang perubahan data kepegawaian

c. Adanya KPA, PPK, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, Bendahara
Pengeluaran, PDG, dan Pemroses Gaiji

Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:

a. Mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran
b. Mengajukan permintaan pembayaran

D. Sarana ...
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Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, perlengkapan kerja (kalkulator, boxfile, mesin tik, stempel),
formulir-formulir terkait dengan SSP, SSBP, SSPB; formulir slip gaji dan
tunjangan; komputer berikut peralatan pendukungnya; mesin fotokopi; loket
pengambilan slip; ruang arsip; dan brankas

Biaya Pelayanan
Tidak ada

Tempat Pelayanan
Pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan jabatan bagi menteri/pejabat
setingkat menteri dan pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan
Sekretariat Kabinet diselenggarakan di Biro Keuangan, Sekretariat Menteri
Sekretariat Negara.

Jadwal Pelayanan

1. Pelayanan penerimaan surat/dokumen kepegawaian dilaksanakan selama
jam kerja kedinasan

2. Penerimaan dokumen perubahan kepegawaian yang diterima setelah tanggal
10 bulan berkenaan akan diproses pembayarannya pada bulan berikutnya

3. Pelayanan penerimaan permintaan pembayaran gaji dan tunjangan
dilaksanakan selama jam kerja, pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB

Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan berkaitan dengan pembayaran gaji dan
tunjangan bagi menteri/pejabat setingkat menteri dan pejabat/pegawai di
lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet ditujukan kepada
Kepala Biro Keuangan, dan diterima oleh Kepala Subbagian yang menangani
pelayanan kemudian disampaikan kepada Kepala Bagian terkait.

2. Kepala Bagian terkait melakukan pengecekan, penelitian, pembahasan dan
memberi arahan untuk tindak lanjut.

3. Kepala Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Biro Keuangan
apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan.

2. Standar ...
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2. Standar Pelayanan Pembayaran Uang Lembur Pegawai Negeri Sipil pada
Satuan Kerja Sekretariat Negara

STANDAR PELAYANAN
PEMBAYARAN UANG LEMBUR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN
KERJA SEKRETARIAT NEGARA

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia , sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 Tentang Kerja Lembur
dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil

6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

B. Latar Belakang
Dalam rangka memperlancar pelayanan pembayaran uang lembur Pegawai
Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Kerja Sekretariat Negara secara efektif, efisien,
dan tertib administrasi, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan pembayaran uang lembur PNS pada
Satuan Kerja Sekretariat Negara adalah sebagai panduan bagi pelaksana
pelayanan dalam meneliti dan menguji permintaan pembayaran uang lembur
PNS pada Satuan Kerja Sekretariat Negara, serta memberikan informasi kepada
pengguna pelayanan.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan pembayaran uang lembur PNS
pada Satuan Kerja Sekretariat Negara yang cepat, tepat, efektif dan efisien
sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengguna
pelayanan.

D. Ruang Lingkup
1. Unit pelayanan pembayaran uang lembur PNS pada Satuan Kerja Sekretariat
Negara adalah Biro Keuangan.

2. Pelaksana pelayanan adalah:

a. Kepala ...
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a. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Kepala Subbagian Gaji, Pembuat
Daftar Gaji (PDG), dan Pemroses Gaiji

b. Jabatan fungsional yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara
Pengeluaran, dan Pemegang Uang Muka (PUM)

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Keuangan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya mekanisme pelaksanaan
pembayaran uang lembur PNS pada Satuan Kerja Sekretariat Negara yang
cepat, tepat, dan akurat.

Pengguna pelayanan adalah pejabat dan pegawai di lingkungan Satuan Kerja
Sekretariat Negara.

Keluaran (output) pelayanan adalah terbitnya:

a. Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai bukti perintah pembayaran
langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran untuk dibayarkan kepada
pejabat dan pegawai yang berhak menerima pembayaran

b. bukti pembayaran kepada yang berhak menerima

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah lancarnya pembayaran uang
lembur PNS pada Satuan Kerja Sekretariat Negara

Standar kompetensi pelaksana:

a. Menguasai aplikasi komputer seperti program Microsoft Office (Ms Word,
Ms Excel) dan aplikasi SPM

b. Memahami peraturan keuangan negara, perbendaharaan, perpajakan,
dan sistem pembayaran uang lembur PNS

c. Jujur, tekun, dan teliti

d. Mampu bekerjasama dan memiliki inisiatif kerja

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA
KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Pencatatan memorandum permintaan uang lembur PNS dari Unit Kerja satuan kerja Sekretariat Negara
yang telah mendapat Disposisi/Persetujuan KPA dan Kepala Biro Keuangan (10 menit/berkas)

A 4

Pemberian disposisi

(10 menit/berkas)

\ 4

Penelitian dan pengujian permintaan uang lembur dan uang makan lembur (1 jam/berkas)

'

Penyusunan rekapitulasi, daftar perhitungan uang lembur dan uang makan lembur serta penyiapan SPP

(1 hari/berkas)

A 4

Penyampaian rekapitulasi, daftar perhitungan uang lembur dan uang
makan lembur serta SPP kepada KPA (10 menit)

\ 4

Penelitian dan pengujian SPP uang lembur dan uang makan lembur yang telah mendapat

persetujuan KPA (1 jam/berkas)

v

Penyiapan SPM (15 menit/berkas)

!

Pengujian dan Penandatangan SPM (15 menit/berkas)

\ 4

Penyampaian SPM ke KPPN Jakarta |
(2 jam/berkas)

Pengambilan SP2D (2 jam/berkas)

PR Rekening Bendahara

Penyampaian Copy SP2D
ke Bagian AKLAP
(5 menit/berkas)

\ 4

<4---- Pencatatan SP2D

(10 menit/berkas)

Terbit SP2D

v
Transfer Dana ke

v
Pejabat/Pegawai yang
berhak menerima
pembayaran

______________________

B. Prosedur ...
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B. Prosedur pelayanan

1.

10.

11.

Mencatat memorandum permintaan uang lembur PNS dari Unit Kerja Satuan
Kerja Sekretariat Negara yang telah mendapat disposisi/persetujuan KPA
dan Kepala Biro Keuangan (10 menit/berkas)

Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran memberikan disposisi (10 menit/
berkas).

Pemroses Gaji menelitian dan menguji permintaan uang lembur dan uang
makan lembur (1 jam/berkas).

Pemroses Gaji menyusun rekapitulasi, daftar perhitungan uang lembur, dan
uang makan lembur serta penyiapan SPP (1 hari/berkas).

Pemroses Gaji menyampaikan rekapitulasi, daftar perhitungan uang lembur
dan uang makan lembur serta SPP kepada KPA (10 menit).

Pemroses Gaji meneliti dan menguji SPP uang lembur dan uang makan
lembur yang telah mendapat persetujuan KPA (1 jam/berkas).

PDG menyiapkan SPM (15 menit/berkas)

Pengujian dan penandatanganan SPM oleh Pejabat Penguji dan Penanda
Tangan SPM (15 menit/berkas)

Menyampaikan SPM ke KPPN Jakarta | (2 jam/berkas), apabila SP2D telah
terbit maka akan dilakukan transfer dana ke rekening bendahara
pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan kepada pejabat/pegawai
yang berhak menerima pembayaran

Pengadministrasi SPM mengambil SP2D (2 jam/berkas).

Pengadministrasi SPM mencatat SP2D (10 menit/berkas), selanjutnya
fotokopi SP2D disampaikan ke Bagian Akuntansi dan Pelaporan (Aklap).

C. Persyaratan

1.

Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana

pelayanan:

a. Tersedianya DIPA dan POK Satuan Kerja Sekretariat Negara

b. Adanya surat keputusan tentang surat perintah lembur

c. Adanya KPA, PPK, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, Bendahara

Pengeluaran, PDG, dan Pemroses Gaiji
Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:

a. Mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran
b. Mengajukan permintaan pembayaran

D. Sarana ...
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Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, perlengkapan kerja (kalkulator, boxfile, mesin tik, stempel),
formulir-formulir terkait dengan SSP, SSBP, SSPB, komputer berikut peralatan
pendukungnya, mesin fotokopi, loket pembayaran, ruang arsip, dan brankas

Biaya Pelayanan
Tidak ada

Tempat Pelayanan
Pelayanan pembayaran uang lembur PNS Satuan Kerja Sekretariat Negara
diselenggarakan di Biro Keuangan, Sekretariat Menteri Sekretariat Negara.

Jadwal Pelayanan

1.

2.

Pelayanan penerimaan permintaan pembayaran dilaksanakan mulai pukul
08.00 s.d. 15.00 WIB

Dokumen permintaan pembayaran yang diterima setelah pukul 12.00 WIB
akan diproses pada hari kerja berikutnya

. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan
1.

Pengaduan/keluhan/masukan berkaitan dengan pembayaran uang lembur
PNS Satuan Kerja Sekretariat Negara ditujukan kepada Kepala Biro
Keuangan, dan diterima oleh Kepala Subbagian yang menangani pelayanan
kemudian disampaikan kepada Kepala Bagian.

Kepala Bagian melakukan pengecekan, penelitian, pembahasan  dan
pemberian arahan untuk tindak lanjut.

Kepala Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Biro Keuangan apabila
permasalahan tidak dapat diselesaikan.

3. Standar ...
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3. Standar Pelayanan Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil pada
Satuan Kerja Sekretariat Negara

STANDAR PELAYANAN
PEMBAYARAN UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT NEGARA

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia , sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 Tentang Pemberian
Bantuan Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil; sebagaimana terakhir telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 06/PMK.05/2008

6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

B. Latar Belakang
Dalam rangka memperlancar pelayanan pembayaran uang makan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Kerja Sekretariat Negara secara efektif, efisien,
dan tertib administrasi, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan pembayaran uang makan PNS pada
Satuan Kerja Sekretariat Negara adalah sebagai panduan bagi pelaksana
pelayanan dalam meneliti dan menguji permintaan pembayaran uang makan
PNS pada Satuan Kerja Sekretariat Negara, serta memberikan informasi kepada
pengguna pelayanan.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan pembayaran uang makan PNS
pada Satuan Kerja Sekretariat Negara yang cepat, tepat, efektif dan efisien
sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengguna
pelayanan.

D. Ruang Lingkup

1. Unit pelayanan pembayaran uang makan PNS pada Satuan Kerja Sekretariat
Negara adalah Biro Keuangan.

2. Pelaksana ...
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Pelaksana pelayanan adalah:

a. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Kepala Subbagian Gaji, Pembuat
Daftar Gaji (PDG), dan Pemroses Gaji;

b. Jabatan fungsional yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara
Pengeluaran, dan Pemegang Uang Muka (PUM).

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Keuangan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya mekanisme pelaksanaan
pembayaran uang makan PNS pada Satuan Kerja Sekretariat Negara yang
cepat, tepat, dan akurat.

Pengguna pelayanan adalah pejabat dan pegawai di lingkungan Satuan Kerja
Sekretariat Negara.

Keluaran (output) pelayanan adalah terbitnya:

a. Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai bukti perintah pembayaran
langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran untuk dibayarkan kepada
pejabat dan pegawai yang berhak menerima pembayaran;

b. bukti pembayaran kepada yang berhak menerima.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah lancarnya pembayaran uang
makan PNS pada Satuan Kerja Sekretariat Negara.

Standar kompetensi pelaksana:

a. Menguasai aplikasi komputer seperti program Microsoft Office (Ms Word,
Ms Excel), aplikasi SPM, dan aplikasi Uang Makan PNS

b. Memahami peraturan keuangan negara, perbendaharaan, perpajakan,
dan sistem pembayaran uang makan PNS

c. Jujur, tekun, dan teliti

d. Mampu bekerjasama dan memiliki inisiatif kerja

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA

KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Pencatatan memorandum permintaan uang makan PNS dari Unit Kerja yang menangani bidang kepegawaian
satuan kerja Sekretariat Negara yang telah mendapat Disposisi/Persetujuan KPA dan Kepala Biro Keuangan

(10 menit/berkas)

.

Pemberian disposisi (10 menit/berkas)

\ 4

Pencatatan dan pendistribusian dokumen (10 menit/berkas)

\ 4

Penyusunan daftar perhitungan uang makan serta penyiapan SPP ( 2 hari/berkas)

h 4

Penyampaian daftar perhitungan uang makan serta SPP kepada KPA (10 menit)

\ 4

Penelitian dan pengujian SPP uang makan yang telah mendapat persetujuan KPA (1 jam/berkas)

v

Penyiapan SPM (15 menit/berkas)

\ 4

Pengujian dan Penandatangan SPM (15 menit/berkas)

\ 4

Penyampaian SPM ke KPPN Jakarta | ( 2 jam/berkas)

Penyampaian Copy SP2D
ke Bagian AKLAP
(5 menit/berkas)

Pengambilan SP2D ( 2 jam/berkas)

\ 4
Pencatatan SP2D (10 menit/berkas)

Terbit SP2D

v

Transfer Dana ke
Rekening Bendahara

4

Pejabat/Pegawai yang
berhak menerima
pembayaran

_______________________

B. Prosedur ...
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B. Prosedur Pelayanan

1.

10.

11.

Mencatat memorandum permintaan uang makan PNS dari unit kerja yang
menangani bidang keegawaian Satuan Kerja Sekretariat Negara yang telah
mendapat disposisi/persetujuan KPA dan Kepala Biro Keuangan (10 menit/
berkas)

Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran memberikan disposisi oleh (10 menit/
berkas)

Pencatatan dan pendistribusian oleh Pemroses Gaji (10 menit/berkas)

Pemroses Gaji menyusun daftar perhitungan uang makan serta menyiapkan
SPP (1 hari/berkas).

Pemroses Gaji menyampaikan SPP kepada KPA (10 menit).

Kepala Subbagian Gaji meneliti dan menguji SPP uang makan yang telah
mendapat persetujuan KPA (1 menit/berkas).

Pemroses Gaji menyiapkan SPM (15 menit/berkas)

Pengujian dan penandatanganan SPM oleh Pejabat Penguji dan Penanda
Tangan SPM (10 menit/berkas)

Menyampaikan SPM ke KPPN Jakarta | (2 jam/berkas), apabila SP2D telah
terbit maka akan dilakukan transfer dana ke rekening bendahara pengeluaran
yang selanjutnya akan dibayarkan kepada pejabat/pegawai yang berhak
menerima pembayaran

Pengadministrasi SPM mengambil SP2D (1 jam/berkas).

Pengadministrasi SPM mencatat SP2D (10 menit/berkas), selanjutnya fotokopi
SP2D disampaikan ke Bagian Akuntansi dan Pelaporan (Aklap).

C. Persyaratan

1.

2.

Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana

pelayanan:

a. Tersedianya DIPA dan POK Satuan Kerja Sekretariat Negara

b. Adanya daftar hadir dan pulang kerja

c. Adanya KPA, PPK, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, Bendahara
Pengeluaran, PDG, dan Pemroses Gaji

Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:

b. Mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran
c. Mengajukan permintaan pembayaran

D. Sarana ...
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Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, perlengkapan kerja (kalkulator, boxfile, mesin tik, stempel);
formulir-formulir terkait dengan SSP, SSBP, SSPB, komputer berikut peralatan
pendukungnya, mesin fotokopi, loket pembayaran, ruang arsip, dan brankas

Biaya Pelayanan
Tidak ada

Tempat Pelayanan
Pelayanan pembayaran uang makan PNS Satuan Kerja Sekretariat Negara
diselenggarakan di Biro Keuanga, Sekretariat Menteri Sekretariat Negara.

Jadwal Pelayanan

1.

2.

Pelayanan penerimaan permintaan pembayaran dilaksanakan mulai pukul
08.00 s.d. 15.00 WIB

Dokumen permintaan pembayaran yang diterima setelah pukul 12.00 WIB
akan diproses pada hari kerja berikutnya

Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1.

Pengaduan/keluhan/masukan berkaitan dengan pembayaran uang makan
PNS Satuan Kerja Sekretariat Negara ditujukan kepada Kepala Biro
Keuangan, dan diterima oleh Kepala Subbagian yang menangani pelayanan
kemudian disampaikan kepada Kepala Bagian.

Kepala Bagian melakukan pengecekan, penelitian, pembahasan dan memberi
arahan untuk tindak lanjut.

Kepala Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Biro Keuangan apabila
permasalahan tidak dapat diselesaikan.

4. Standar ...
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4. Standar Pelayanan Pembayaran Uang Duka Wafat Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

STANDAR PELAYANAN
PEMBAYARAN UANG DUKA WAFAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan
Cacat, dan Uang Duka PNS

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN

5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008

6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

B. Latar Belakang
Dalam rangka memperlancar pelayanan pembayaran uang duka wafat Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
secara efektif, efisien, dan tertib administrasi, dipandang perlu untuk menetapkan
standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan pembayaran uang duka wafat PNS di
lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet adalah sebagai panduan
bagi pelaksana pelayanan dalam meneliti dan menguji permintaan pembayaran
uang duka wafat PNS di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet,
serta memberikan informasi kepada pengguna pelayanan.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan pembayaran uang duka wafat
PNS di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang cepat, tepat,
efektif dan efisien sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
pengguna pelayanan.

D. Ruang Lingkup
1. Unit pelayanan pembayaran uang duka wafat PNS di lingkungan Sekretariat
Negara dan Sekretariat Kabinet adalah Biro Keuangan, Sekretariat Menteri
Sekretaris Negara.

2. Pelaksana ...
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Pelaksana pelayanan adalah:

a. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Kepala Subbagian Gaji, Pembuat
Daftar Gaji (PDG), dan Pemroses Gaji;

b. Jabatan fungsional yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara
Pengeluaran, dan Pemegang Uang Muka (PUM).

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Keuangan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya mekanisme pelaksanaan
pembayaran uang duka wafat PNS di lingkungan Sekretariat Negara dan
Sekretariat Kabinet yang tepat, cepat, dan akurat.

Pengguna pelayanan adalah pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat
Negara dan Sekretariat Kabinet.

Keluaran (output) pelayanan adalah terbitnya SPM sebagai bukti perintah
pembayaran langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran untuk dibayarkan
kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan
Sekretariat Kabinet.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah lancarnya pembayaran uang duka
wafat PNS di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.

Definisi peristilahan
Uang duka wafat PNS adalah uang yang diberikan kepada ahli waris PNS
Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang wafat dalam masa tugas.

Standar kompetensi pelaksana:

a. Menguasai aplikasi komputer seperti program Microsoft Office (Ms Word,
Ms Excel), dan aplikasi SPM

b. Memahami peraturan keuangan negara, perbendaharaan, perpajakan,
dan sistem pembayaran uang duka wafat PNS

c. Jujur, tekun, dan teliti

d. Mampu bekerjasama dan memiliki inisiatif kerja

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA

KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Pencatatan Surat/Dokumen dari Unit Kerja yang menangani bidang kepegawaian yang telah
mendapat Disposisi/Persetujuan KPA dan Kepala Biro Keuangan (10 menit/berkas)

v
Pemberian disposisi (10 menit/berkas )

y

Pencatatan dan pendistribusian dokumen (10 menit/berkas)

\4

Penyusunan daftar permintaan tunjangan kematian pegawai (20 menit/berkas)

A 4

Penyiapan dan penandatanganan SPP tunjangan kematian (30 menit/berkas)

A 4

Penelitian dan pengujian data pendukung serta Penyiapan SPM (30 menit/berkas)

v

Penguijian dan penandatangan SPM (15 menit/berkas)

A4

Penyampaian copy SP2D
ke Bagian AKLAP
(5 menit/berkas)

Pencatatan SP2D (10 menit/berkas)

Terbit SP2D

v

A 4 r

Penyampaian SPM ke KPPN Jakarta | ( 2 jam/berkas) i
Pengambilan SP2D ( 2 jam/berkas) i
—

Transfer Dana ke
Rekening Bendahara

v

Ahli Waris yang berhak
menerima pembayaran

B. Prosedur ...
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B. Prosedur Pelayanan

C.

1.

9.

Pemroses Gaji mencatat surat/dokumen dari unit kerja yang menangani
bidang kepegawaian yang telah mendapat disposisi/persetujuan KPA dan
Kepala Biro Keuangan (10 menit/berkas).

Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran memberikan disposisi (10 menit/
berkas).

Pemroses Gaji mencatat dan mendistribusikan dokumen (10 menit/berkas).

Kepala Subbagian Gaji menyusun daftar permintaan tunjangan kematian
pegawai (20 menit/berkas).

Penyiapan dan penandatanganan SPP tunjangan kematian oleh PPK Gaiji (30
menit/berkas)

Pembuat Daftar Gaji meneliti dan menguji data pendukung serta menyiapkan
SPM (30 menit/berkas).

Pengujian dan penandatanganan SPM oleh Pejabat dan Penanda Tangan
SPM (15 menit/berkas)

Menyampaikan SPM ke KPPN Jakarta | (2 jam/berkas), apabila SP2D telah
terbit maka akan dilakukan transfer dana ke rekening Bendahara
Pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan kepada Ahli Waris yang
berhak menerima

Pengadministrasi SPM mengambil SP2D (2 jam/berkas).

10.Pengadministrasi SPM mencatat SP2D (10 menit/berkas), selanjutnya

fotokopi SP2D disampaikan ke Bagian Akuntansi dan Pelaporan (Aklap).

Persyaratan
1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana

pelayanan:

a. Tersedianya DIPA dan POK Satuan Kerja Sekretariat Negara

b. Adanya surat keputusan tentang surat kematian dari Kelurahan

c. Adanya KPA, PPK, Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM,

Bendahara Pengeluaran, PDG, dan Pemroses Gaji

2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:

a. Mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran
b. Mengajukan permintaan pembayaran

Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor; perlengkapan kerja (kalkulator, boxfile, mesin tik, stempel);
formulir-formulir terkait dengan SSP, SSBP, SSPB; komputer berikut peralatan
pendukungnya; mesin fotocopy; loket pembayaran; ruang arsip; brankas

E. Biaya...
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E. Biaya Pelayanan
Tidak ada

F. Tempat Pelayanan
Pelayanan uang duka wafat PNS di lingkungan Sekretariat Negara dan
Sekretariat Kabinet diselenggarakan di Biro Keuangan, Sekretariat Menteri
Sekretariat Negara.

G. Jadwal Pelayanan
1. Pelayanan penerimaan permintaan pembayaran dilaksanakan mulai pukul
08.00 s.d. 15.00 WIB
2. Dokumen permintaan pembayaran yang diterima setelah pukul 12.00 WIB
akan diproses pada hari kerja berikutnya

H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan berkaitan dengan pelayanan pembayaran uang
duka wafat PNS di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan, dan diterima oleh Kepala Sub
Bagian yang menangani pelayanan kemudian disampaikan kepada Kepala
Bagian.

2. Kepala Bagian melakukan pengecekan, penelitian, pembahasan  dan
memberi arahan untuk tindak lanjut.

3. Kepala Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Biro Keuangan
apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan.

5. Standar ...
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5. Standar Pelayanan Pembayaran Tunjangan Khusus Pelayanan Tugas
Kepresidenan di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

STANDAR PELAYANAN
PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS PELAYANAN TUGAS KEPRESIDENAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008

5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

B. Latar Belakang
Dalam rangka memperlancar pelayanan pembayaran Tunjangan Khusus
Pelayanan Tugas Kepresidenan (TKPTK) di lingkungan Sekretariat Negara dan
Sekretariat Kabinet, secara efektif, efisien, dan tertib administrasi, dipandang
perlu untuk menetapkan standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan pembayaran TKPTK di lingkungan
Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet adalah sebagai panduan bagi
pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pembayaran TKPTK di lingkungan
Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet serta memberikan informasi kepada
pengguna pelayanan.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan pembayaran TKPTK di
lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang cepat, tepat, efektif
dan efisien sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
pengguna pelayanan.

D. Ruang Lingkup
1. Unit pelayanan pembayaran TKPTK di lingkungan Sekretariat Negara dan
Sekretariat Kabinet adalah Biro Keuangan, Sekretariat Menteri Sekretaris
Negara.

2. Pelaksana pelayanan adalah:

a. Kepala ....
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a. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Kepala Subbagian Gaiji,
Pembuat Daftar Gaji (PDG), dan Pemroses Gaji;

b. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran Belanja Lain-lain, Kepala
Subbagian Penelitian dan Pengujian Belanja Lain-lain I, dan Staf Penguiji
Data Keuangan;

c. Jabatan fungsional yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara
Pengeluaran.

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Keuangan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya mekanisme pelaksanaan
pembayaran TKPTK di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat
Kabinet yang cepat, tepat, dan akurat.

Pengguna pelayanan adalah pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat
Negara dan Sekretariat Kabinet.

Keluaran (output) pelayanan adalah terbitnya Surat Perintah Membayar
(SPM) sebagai bukti perintah pembayaran langsung ke rekening Bendahara
Pengeluaran untuk dibayarkan kepada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris
Kabinet dan pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan
Sekretariat Kabinet.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah lancarnya pembayaran TKPTK.

Definisi peristilahan

Tunjangan Khusus Pelayanan Tugas Kepresidenan, yang selanjutnya disebut
TKPTK adalah tunjangan yang diberikan kepada Menteri Sekretaris Negara,
Sekretaris Kabinet, dan pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Negara
dan Sekretariat Kabinet.

Standar kompetensi pelaksana:

a. Menguasai aplikasi komputer seperti program Microsoft Office (Ms Word,
Ms Excel), aplikasi SPM, aplikasi TKPTK

b. Memahami peraturan keuangan negara, perbendaharaan, perpajakan,

dan sistem pembayaran TKPTK di lingkungan Sekretariat Negara dan

Sekretariat Kabinet

Jujur, tekun, dan teliti

Mampu bekerjasama dan memiliki inisiatif kerja

Qo

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA
KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Pencatatan surat/dokumen dari Unit Kerja yang menangani bidang kepegawaian yang telah
mendapat disposisi/persetujuan KPA dan Kepala Biro Keuangan (10 menit/berkas)

v

Pemberian disposisi (10 menit/berkas)

v

Penyusunan daftar TKPTK (8 hari kerja/berkas)

v

Penelitian dan pengujian serta penandatanganan daftar TKPTK (30 menit/berkas)

\4
Penyiapan dan penandatanganan SPP TKPTK (30 menit/berkas)

v

Penyampaian SPP ke Bagian PABL (15 menit/berkas)

v

Penerimaan dan pencatatan SPP TKPTK (15 menit/berkas)

v

Pemberian disposisi (10 menit/berkas)

v

Pencatatan dan pendistribusian dokumen (15 menit/berkas)

v

Penelitian dan pengujian dokumen permintaan pembayaran
TKPTK yang telah mendapat persetujuan KPA (1 jam/berkas )

v R

Penyiapan SPM TKPTK (15 menit/berkas) Terbit SP2D-LS

v

Pengujian dan Penandatangan SPM (15 menit/berkas)

\ 4
Transfer Dana ke
Rekening Bendahara

Penyampaian SPM ke KPPN Jakarta | (2 jam/berkas) Pejaba t/Pegawai Jang

berhak menerima

Pengambilan SP2D (2 jam/berkas) <« pembayaran
Penyampaian Copy SP2D ¢
ke Bagian AKLAP Pencatatan SP2D (10 menit/berkas) | L ____
(5 menit/berkas/berkas) -

B. Prosedur ...
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B. Prosedur Pelayanan

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pengagenda mencatat surat/dokumen dari unit kerja yang menangani bidang
kepegawaian yang telah mendapat disposisi/persetujuan KPA dan Kepala
Biro Keuangan (10 menit/berkas).

Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran memberikan disposisi (10 menit/
berkas).

Pemroses Gaji menyusun daftar TKPTK (8 hari/berkas).

Penelitian dan pengujian serta penandatanganan Daftar TKPTK oleh PDG
dan PPK (15 menit/berkas)

Pemroses Gaji menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TKPTK
dan penandatanganan oleh PPK (30 menit/berkas).

Pemroses Gaji menyampaikan SPP ke Bagian PABL (15 menit/berkas).
Pengagenda menerima dan mencatat SPP TKPTK (15 menit/berkas).
Kepala Bagian PABL memberikan disposisi (10 menit/berkas).
Pengagenda mencatat dan mendistribusikan dokumen (15 menit/berkas).

Penguji Data Keuangan meneliti dan menguji dokumen permintaan
pembayaran TKPTK (1 jam/berkas).

Kepala Subbagian PPABL menyiapkan SPM TKPTK (15 menit/berkas).

Pengujian dan penandatanganan SPM oleh Pejabat Penguji dan
Penandatangan SPM (15 menit/berkas)

Menyampaikan SPM ke KPPN Jakarta | setiap tanggal 15 bulan berkenaan
oleh Pengadministrasi SPM (2 jam/berkas), apabila SP2D telah terbit maka
akan dilakukan transfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran yang
selanjutnya akan dibayarkan kepada yang berhak menerima

Pengadministrasi SPM mengambil SP2D (2 jam/berkas).

Pengadministrasi SPM mencatat SP2D (10 menit/berkas), selanjutnya
fotokopi SP2D disampaikan ke Bagian Akuntansi dan Pelaporan (Aklap).

C. Persyaratan
1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana

pelayanan:
a. Tersedianya DIPA/DIPA Revisi dan POK/POK Revisi Satuan Kerja

Sekretariat Negara pada BA 069.03

b. Adanya surat keputusan tentang perubahan data kepegawaian
c. Adanya KPA, PPK, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, dan PDG

2. Persyaratan ...
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2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
a. Mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran
b. Mengajukan permintaan pembayaran

. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor; perlengkapan kerja (kalkulator, boxfile, mesin tik, stempel);
formulir-formulir terkait dengan SSP, SSBP, SSPB; formulir slip TKPTK; komputer
berikut peralatan pendukungnya; mesin fotokopi; loket pengambilan slip; ruang
arsip; brankas; kendaraan roda dua; dan roda empat

. Biaya Pelayanan
Tidak ada

. Tempat Pelayanan

Pelayanan pembayaran TKPTK di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat
Kabinet diselenggarakan di Biro Keuangan, Sekretariat Menteri Sekretariat
Negara.

. Jadwal Pelayanan

1. Pelayanan penerimaan surat/dokumen kepegawaian dan pengambilan slip
TKPTK dilaksanakan selama jam kerja kedinasan

2. Penerimaan dokumen perubahan kepegawaian yang diterima setelah tanggal
10 bulan berkenaan akan diproses pembayarannya pada bulan berikutnya

. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan berkaitan dengan pembayaran TKPTK Menteri
Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan pejabat/pegawai di lingkungan
Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet ditujukan kepada Kepala Biro
Keuangan, dan diterima oleh Kepala Subbagian yang menangani pelayanan
kemudian disampaikan kepada Kepala Bagian.

2. Kepala Bagian melakukan pengecekan, penelitian, pembahasan, dan
memberi arahan untuk tindak lanjut.

3. Kepala Bagian melaporkan pada Kepala Biro Keuangan apabila
permasalahan tidak dapat diselesaikan.

6. Standar ...
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6. Standar Pelayanan Pembayaran Honorarium pada Satuan Kerja
Sekretariat Negara

STANDAR PELAYANAN
PEMBAYARAN HONORARIUM
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT NEGARA

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara
Nomor 7 Tahun 2008

5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara
Republik Indonesia

B. Latar Belakang
Dalam rangka memperlancar pelayanan pembayaran honorarium pada Satuan
Kerja Sekretariat Negara secara efektif, efisien, dan tertib administrasi,
dipandang perlu untuk menetapkan standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan pembayaran honorarium pada Satuan
Kerja Sekretariat Negara adalah sebagai panduan bagi pelaksana pelayanan
dalam melakukan pembayaran honorarium pada Satuan Kerja Sekretariat
Negara dan memberikan informasi kepada pengguna pelayanan.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan pembayaran honorarium
pada Satuan Kerja Sekretariat Negara yang cepat, tepat, efektif dan efisien
sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengguna
pelayanan.

D. Ruang Lingkup
1. Unit pelayanan pembayaran honorarium pada Satuan Kerja Sekretariat
Negara adalah Biro Keuangan.

2. Pelaksana pelayanan adalah:

a. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Kepala Subbagian Gaji,
Kepala Subbagian Penelitian dan Pengujian |, Kepala Subbagian

Penelitian ...
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Penelitian dan Pengujian 1l, Kepala Subbagian Penelitian dan
Pengujian Ill, Pembuat Daftar Gaji (PDG), Penguji Data Keuangan dan
Pemroses Gaiji

b. Jabatan fungsional yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguiji
dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara
Pengeluaran, dan Pemegang Uang Muka (PUM)

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Keuangan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya mekanisme
pelaksanaan pembayaran honorarium yang cepat, tepat, dan akurat.

Pengguna pelayanan adalah:

a. Panitia/tim dan sekretariat, pengelola keuangan, pejabat pengadaan,
tenaga pengajar, tenaga pengamanan dan Jaksa Pengacara Negara
(JPN);

b. Tim Dokter Kepresidenan (TDK).

Keluaran (output) pelayanan adalah terbitnya:

a. Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai bukti perintah pembayaran
langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran untuk dibayarkan
kepada pejabat, pegawai, dan panitia/tim dan sekretariat, pengelola
keuangan, pejabat pengadaan, tenaga pengajar, tenaga pengamanan
dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) di lingkungan Sekretariat Negara
serta Tim Dokter Kepresidenan TDK;

b. Bukti pembayaran honorarium berupa daftar.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah lancarnya pembayaran
honorarium.

Definisi peristilahan

Honorarium adalah imbalan/jasa atau upah yang dibayarkan kepada:

a. panitia/tim dan sekretariat, pengelola keuangan, pejabat pengadaan,
narasumber dan moderator, tenaga pengajar, tenaga pengamanan dan
Jaksa Pengacara Negara (JPN);

b. Tim Dokter Kepresidenan (TDK).

Standar kompetensi pelaksana:

a. Menguasai aplikasi komputer seperti program Microsoft Office (Ms
Word, Ms Excel) dan aplikasi SPM

b. Memahami peraturan keuangan negara, perbendaharaan, dan
perpajakan

c. Jujur, tekun, dan teliti

d. Mampu bekerjasama dan memiliki inisiatif kerja

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA
KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Pencatatan Surat/Dokumen dari Unit kerja dan PPK yang telah mendapat Disposisi/Persetujuan KPA
dan Kepala Biro Keuangan (10 menit/berkas)

v

Pemberian disposisi (10 menit/berkas )

v

Pencatatan dan pendistribusian dokumen

(10 menit/berkas)
Penyusunan daftar Honorarium TDK (10 menit/berkas) Penelitian dan pengujian daftar honorarium
Panitia/Tim/Sekretariat, Pengelola Keuangan,
¢ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Tenaga
Penelitian, Pengujian, dan Penandatanganan Daftar Pengajar, Tenaga Pengamanan, dan Jaksa
Honorarium (15 menit/berkas) Pengacara Negara (1 jam/berkas)

Y
Penyiapan dan penandatanganan SPP (15 menit/berkas)

Y
Penyampaian SPP ke KPA (15 menit/berkas)

Penelitian dan pengujian dokumen permintaan pembayaran

honorarium yang telah mendapat persetujuan KPA
(1 jam/berkas)

\

Penyiapan SPM Honorarium (10 menit/berkas)

Pengujian dan Penandatangan SPM (10 menit/berkas)

\ 4
Penyampaian SPM ke KPPN Jakarta |
(1 jam/berkas) -

Terbit SP2D

\4
Transfer Dana ke

Pengambilan SP2D (1 jam/berkas) <

Penyampaian copy SP2D ¢ !
ke Bagian AKLAP <-- - - | Pencatatan SP2D (5 menit/berkas) v
(5 menit/berkas) Pejabat/Pegawai yang
berhak menerima

pembayaran

Rekening Bendahara |

_______________________

B. Prosedur ...
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B. Prosedur Pelayanan
1. Pengagenda mencatat surat/dokumen dari unit kerja yang menangani
bidang kepegawaian dan PPK yang telah mendapat disposisi/persetujuan
KPA dan Kepala Biro Keuangan (10 menit/berkas).

2. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran memberikan disposisi (10 menit/
berkas).

3. Penguji Data Keuangan mencatat dan mendistribusikan dokumen (10
menit/berkas).

4. a. Honorarium TDK

1) PDG menyusun daftar honorarium TDK (4 hari/berkas).

2) Penelitian, pengujian dan penandatangan Daftar Honorarium TDK
oleh PDG dan PPK (15 menit/berkas).

3) PPK menyiapkan dan mmenandatangi SPP (15 menit/berkas).

4) Pemroses Gaji menyampaikan SPP kepada KPA (15 menit/berkas).

5) Kepala Subbagian Gaji meneliti dan menguji dokumen permintaan
pembayaran honorarium TDK yang telah mendapat persetujuan KPA
oleh (1 jam/berkas).

b. Kasubbag PP.I/PP.II/PP.III meneliti dan menguji daftar honorarium
Panitia/Tim/Sekretariat, Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengamanan, dan Jaksa
Pengacara Negara (1 jam/berkas).

5. Pemroses Gaji dan Penguji Data Keuangan menyiapkan SPM Honorarium
(10 menit/berkas)

6. Pengujian dan penandatanganan SPM oleh Pejabat Penguji dan Penanda
Tangan SPM (10 menit/berkas)

7. Menyampaikan SPM ke KPPN Jakarta | (1 jam/berkas), apabila SP2D
telah terbit maka akan dilakukan transfer dana ke rekening bendahara
pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan kepada yang berhak
menerima

8. Mengambil SP2D (1 jam)

9. Mencatat SP2D (5 menit), selanjutnya fotokopi SP2D disampaikan ke
Bagian Akuntansi dan Pelaporan (Aklap)

C. Persyaratan
1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana
pelayanan:
a. Tersedianya DIPA dan POK Satuan Kerja Sekretariat Negara
b. Adanya surat keputusan tentang penetapan panitia/tim/sekretariat,
pengelola keuangan, pejabat pengadaan barang/jasa, tenaga pengajar,
tenaga keamanan, dan JPN

c. adanya ...
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c. Adanya KPA, PPK, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM,
Bendahara Pengeluaran/PUM, PDG, Penguji Data Keuangan dan
Pemroses Gaiji

2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
a. Mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran
b. Mengajukan permintaan pembayaran

. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, perlengkapan kerja (kalkulator, boxfile, mesin tik, stempel),
formulir-formulir terkait dengan SSP, SSBP, SSPB, komputer berikut peralatan
pendukungnya, mesin fotokopi; loket pembayaran, ruang arsip, dan brankas

. Biaya Pelayanan
Tidak ada

. Tempat Pelayanan
Pelayanan pembayaran honorarium pada Satuan Kerja Sekretariat Negara
diselenggarakan di Biro Keuangan, Sekretariat Menteri Sekretaris Negara

. Jadwal Pelayanan
Pelayanan pembayaran honorarium pada Satuan Kerja Sekretariat Negara
dilaksanakan pada jam kerja kedinasan.

. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan berkaitan dengan pembayaran honorarium
Satuan Kerja Sekretariat Negara yang ditujukan kepada Kepala Biro
Keuangan, dan diterima oleh Kepala Subbagian yang menangani
pelayanan kemudian disampaikan kepada Kepala Bagian.

2. Kepala Bagian melakukan pengecekan, penelitian, pembahasan, dan
memberi arahan untuk tindak lanjut.

3. Melaporkan pada Kepala Biro Keuangan apabila permasalahan tidak dapat
diselesaikan.

7. Standar ...
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7. Standar Pelayanan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada Satuan
Kerja Sekretariat Negara

STANDAR PELAYANAN
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT NEGARA

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan
Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007

6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

B. Latar Belakang
Dalam rangka memperlancar pelayanan pembayaran biaya perjalanan dinas
secara efektif, efisien, dan tertib administrasi, dipandang perlu untuk menetapkan
standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan pembayaran biaya perjalanan dinas pada
satuan kerja Sekretariat Negara adalah sebagai panduan bagi pelaksana
pelayanan dalam melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas pada satuan
kerja Sekretariat Negara serta memberikan informasi kepada pengguna
pelayanan.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan pembayaran perjalanan dinas
yang cepat, tepat, efektif, dan efisien sehingga mampu mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas pengguna pelayanan.

D. Ruang Lingkup

1. Unit pelayanan pembayaran biaya perjalanan dinas pada Satuan Kerja
Sekretariat Negara adalah Biro Keuangan.

2. Pelaksana ...
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2. Pelaksana pelayanan adalah:

a. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Kepala Subbagian Penelitian dan
Pengujian |, Kepala Subbagian Penelitian dan Pengujian 1l, Kepala
Subbagian Penelitian dan Pengujian Ill, dan Penguji Data Keuangan;

b. Kepala Bagian Administrasi Keuangan, Kepala Subbagian Perjalanan,
dan Pengadministrasi Perjalanan Dinas;

c. Jabatan fungsional yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara
Pengeluaran, dan Pemegang Uang Muka (PUM).

3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Keuangan.

4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya mekanisme pelaksanaan
pembayaran perjalanan dinas melalui pembayaran langsung yang cepat,
tepat, efektif dan efisien.

5. Pengguna pelayanan adalah para pejabat, pegawai satuan kerja Sekretariat
Negara dan pihak-pihak terkait yang biaya perjalanan dinasnya dibebankan
pada Sekretariat Negara.

6. Keluaran (output) pelayanan adalah terbitnya:

a. Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai bukti perintah pembayaran
langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran untuk dibayarkan kepada
para pejabat, pegawai satuan kerja Sekretariat Negara, dan pihak-pihak
terkait yang melaksanakan perjalanan dinas

b. Rincian dan kwitansi uang muka biaya perjalanan dinas, Surat Perintah
Perjalanan Dinas, dan Daftar Nominatif

7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah lancarnya pembayaran biaya
perjalanan dinas kepada para pejabat, pegawai satuan kerja Sekretariat
Negara, dan pihak-pihak terkait yang melaksanakan perjalanan dinas.

8. Definisi peristilahan
Daftar nominatif adalah daftar yang berisi informasi mengenai data pejabat
(nama, pangkat/golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan
dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat dan pegawai.

9. Standar kompetensi pelaksana:

a. Menguasai aplikasi komputer seperti program Microsoft Office (Ms Word,

Ms Excel) dan aplikasi Perjalanan Dinas

b. Memahami peraturan keuangan negara, perbendaharaan, dan peraturan
perjalanan dinas jabatan dalam negeri dan luar negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
Jujur, tekun, dan teliti
Mampu bekerjasama dan memiliki inisiatif kerja

e o

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA

KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Pencatatan memorandum permintaan biaya perjalanan dinas dari Unit Kerja/Satuan Kerja Sekretariat
Negara, yang telah mendapat disposisi/persetujuan KPA dan Kepala Biro Keuangan (10 menit/berkas)

A\ 4

Pemberian disposisi (10 menit/berkas)

A4

Pencatatan dan pendistribusian dokumen (10 menit/berkas)

Penyiapan administrasi
perjalanan dinas
(15 menit/SPPD)

|

Penandatanganan
SPPD
(10 menit/SPPD)

'

/\

Penyusunan Daftar Nominatif biaya perjalanan
dinas (30 menit/berkas)

\ 4

Penyampaian Daftar Nominatif biaya
perjalanan dinas kepada Kepala Bagian PA
(5 menit/berkas)

|

Penyampaian kwitansi
dan rincian uang muka
perjalanan dinas kepada
Bendahara/PUM
(5 menit/berkas)

Pemberian disposisi (10 menit/berkas)

'

Pencatatan dan pendistribusian dokumen
(10 menit/berkas )

'

Penelitian dan penguijian daftar nominatif

permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas

(30 menit/berkas )

Penyampaian Copy SP2D
ke Bagian AKLAP (5 menit)

\ 4
Penyiapan SPM biaya perjalanan dinas
(10 menit/berkas)

A\ 4
Pengujian dan Penandatanganan SPM
(10 menit/berkas)

A

Penyampaian SPM ke KPPN Jakarta |
(1 jam/berkas)

Pengambilan SP2D (1 jam/berkas)

|

Pencatatan SP2D (5 menit/berkas)

____________________

Terbit SP2D

v

Transfer Dana ke
Rekening Bendahara

v

Pembayaran oleh
Bendahara/PUM

v

Pejabat/Pegawai yang
berhak menerima
pembayaran

B. Prosedur ...
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B. Prosedur Pelayanan

1.

10.

11.

12.

13.

Pengagenda mencatat memorandum permintaan biaya perjalanan dinas dari
unit kerja/Satuan Kerja Sekretariat Negara yang telah mendapat disposisi/
persetujuan KPA dan Kepala Biro Keuangan (10 menit/berkas).

Kepala Bagian Administrasi Keuangan memberikan disposisi (10 menit/
berkas).

Pengagenda mencatat dan mendistribusikan dokumen (10 menit/berkas).

a. Pengadministrasi Dokumen Perjalanan Dinas menyiapkan administrasi
perjalanan dinas (15 menit/SPPD).

b. Pengadministrasi Biaya Perjalanan Dinas menyusun daftar nominatif
biaya perjalanan dinas (30 menit/berkas).

a. Penandatanganan SPPD oleh PPK Perjalanan Dinas (10 menit/SPPD)
b. Menyampaikan daftar nominatif biaya perjalanan dinas kepada Kepala
Bagian PA (5 menit/berkas)

a. Kepala Bagian PA memberikan disposisi (10 menit/berkas)
b. Menyampaikan kwitansi dan rincian uang muka perjalanan dinas kepada
Bendahara Pengeluaran/PUM (5 menit/berkas)

Pengagenda mencatat dan mendistribusikan (10 menit/berkas).

Penguji Data Keuangan meneliti dan menguji daftar nominatif permintaan
pembayaran biaya perjalanan dinas (30 menit/berkas)

Penyiapan SPM biaya perjalanan dinas oleh Kepala Subbagian yang
menangani (10 menit/berkas)

Pengujian dan penandatanganan SPM oleh Pejabat Penguji dan Penanda
Tangan SPM (10 menit/berkas)

Pengadministrasi SPM menyampaikan SPM ke KPPN Jakarta | (1 jam/
berkas), selanjutnya setelah terbit SP2D, dana ditransfer dari bank persepsi
ke rekening Bendahara Pengeluaran untuk dibayarkan kepada pejabat/
pegawai yang berhak menerima pembayaran.

Pengadministrasi SPM mengambil SP2D (1 jam/berkas)

Pengadministrasi SPM mencatat SP2D oleh (5 menit/berkas), selanjutnya
fotokopi SP2D disampaikan ke Bagian Akuntansi dan Pelaporan (Aklap)

C. Persyaratan
1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana

pelayanan:
a. Tersedianya DIPA/DIPA revisi dan POK/POK revisi Satuan Kerja

Sekretariat Negara

b. Terbitnya ...
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b. Terbitnya SPPD, kwitansi, rincian biaya perjalanan dinas, dan daftar
nominatif

c. Adanya KPA, PPK, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, dan

Bendahara Pengeluaran/PUM

Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
a. Mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran

b. Mengajukan permintaan pembayaran

c. Menyampaikan surat perintah perjalanan dinas

. Sarana dan Prasarana Pelayanan
Alat tulis kantor, perlengkapan kerja (kalkulator, boxfile, mesin tik, stempel),
komputer berikut peralatan pendukungnya, mesin fotokopi, faksimili, telepon,
blanko SPPD, internet, dan ruang arsip

Biaya Pelayanan

Tidak ada

Tempat Pelayanan
Pelayanan pembayaran biaya perjalanan dinas pada Satuan Kerja Sekretariat
Negara diselenggarakan di Biro Keuangan, Sekretariat Menteri Sekretaris Negara

Jadwal Pelayanan

Pelayanan pembayaran biaya perjalanan dinas pada Satuan Kerja Sekretariat
Negara dilaksanakan mulai pk. 08.00 s.d. 15.00 WIB

Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan
1.

Pengaduan/keluhan/masukan berkaitan dengan pelayanan pembayaran biaya
perjalanan dinas ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan, dan diterima oleh
Kepala Subbagian yang menangani pelayanan kemudian disampaikan kepada
Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Kepala Bagian Administrasi
Keuangan.

Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Kepala Bagian Administrasi
Keuangan melakukan pengecekan, penelitian, pembahasan dan memberi
arahan untuk tindak lanjut.

Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Kepala Bagian Administrasi
Keuangan melaporkan pada Kepala Biro Keuangan apabila permasalahan
tidak dapat diselesaikan.

8. Standar ...
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8. Standar Pelayanan Pembayaran Uang Persediaan oleh Bendahara
Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Negara

STANDAR PELAYANAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT NEGARA

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN

6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara
Nomor 7 Tahun 2008

7. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

B. Latar Belakang
Dalam rangka memperlancar pelayanan pembayaran Uang Persediaan (UP) oleh
Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Negara secara efektif,
efisien, dan tertib administrasi, dipandang perlu untuk menetapkan Standar
Pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan pembayaran UP oleh Bendahara
Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Negara adalah sebagai panduan bagi
pelaksana pelayanan dalam melakukan pembayaran UP oleh Bendahara
Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Negara serta memberikan informasi
kepada pengguna pelayanan.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem pelayanan pembayaran UP oleh
Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Negara yang cepat, tepat,
efektif dan efisien sehingga mampu memberikan kepuasan dalam penyelesaian
pembayaran kepada pengguna pelayanan.

D. Ruang ...
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D. Ruang Lingkup

1.

Unit pelayanan pembayaran UP oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan
Kerja Sekretariat Negara adalah Biro Keuangan.

Pelaksana pelayanan adalah Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola
Keuangan pada Satuan Kerja Sekretariat Negara.

Penanggung jawab pelayanan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya mekanisme pembayaran
dengan UP yang cepat, tepat, dan akurat.

Pengguna pelayanan adalah:

a. Pejabat/pegawai pada Satuan Kerja Sekretariat Negara;

b. Pembayaran kepada Pihak Ketiga yang nilainya di bawah
Rp10.000.000,00 atau di atas Rp10.000.000,00 yang telah mendapat izin
dari Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan.

Keluaran (output) pelayanan adalah:

a. Bukti pembayaran kepada pejabat/pegawai pada Satuan Kerja Sekretariat
Negara yang berhak menerima pembayaran;

b. Bukti pembayaran kepada Pihak Ketiga untuk nilai dibawah
Rp10.000.000,00 atau di atas Rp10.000.000,00 yang telah mendapat
persetujuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen
Keuangan.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah lancarnya pembayaran kepada:

a. Pejabat/pegawai pada Satuan Kerja Sekretariat Negara yang berhak
menerima pembayaran;

b. Pihak Ketiga untuk nilai dibawah Rp10.000.000,00 atau di atas
Rp10.000.000,00 yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.

Definisi peristilahan

a. Pihak Ketiga adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa dan mempunyai
perikatan dengan satuan kerja pada Bagian Anggaran 007.01 dan Bagian
Anggaran 069.03.

b. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang
bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran
hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung, yaitu pengeluaran
belanja barang dengan klasifikasi belanja 5211, 5212, 5221, 5231, 5241
dan 5811.

Standar kompetensi pelaksana:

a. Memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendaharawan (A)

b. Menguasai aplikasi komputer seperti program Microsoft Office (Ms Word,
Ms Excel)

c. Memahami ...
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c. Memahami peraturan keuangan negara, perbendaharaan, dan perpajakan

d. Jujur, tekun, dan teliti
e. Mampu bekerjasama dan memiliki inisiatif kerja

BAGIAN KEDUA
KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Pencatatan dokumen dari PPK/Pejabat yang ditunjuk, yang telah mendapat
disposisi/persetujuan Sesmensesneg/KPA/Karo Keuangan (10 menit/berkas)
1. Kuitansi uang muka biaya perjalanan dinas dan/atau biaya kegiatan

2. SPP-UP Pihak Ketiga.

Pemberian disposisi
(10 menit/berkas)

v

Penelitian dan penguijian tagihan UP yang ditagihkan pada
Satuan Kerja Sekretariat Negara
(1 jam/berkas)

\ 4

Penghitungan jumlah kebutuhan dana UP untuk pengajuan Cek untuk
minta tanda tangan kepada KPA (1 hari)

A\ 4

Pengambilan uang ke Bank dan menyimpan dalam brankas Bendahara
Pengeluaran (1 jam)

A 4
Pembayaran kepada:

1. Pejabat/pegawai pada Satuan Kerja Sekretariat (30 menit/berkas)
2. Pembayaran kepada Pihak Ketiga (30 menit/berkas)

\ 4

Pembukuan atas bukti pengeluaran yang telah dibayarkan sebagai
pertanggungjawaban UP untuk pengajuan penggantian UP (revolving)

B. Prosedur ...
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B. Prosedur Pelayanan
1. Staf Pengelola Keuangan mencatat dokumen dari PPK/pejabat yang ditunjuk
yang telah mendapat disposisi/persetujuan Sesmen/KPA/Karo Keuangan (10
menit/berkas), berupa:
a. Kuitansi uang muka biaya perjalanan dinas dan/atau biaya kegiatan;
b. SPP-UP.

2. Bendahara Pengeluaran memberikan disposisi kepada Staf Pengelola
Keuangan (10 menit/berkas).

3. Staf Pengelola Keuangan meneliti dan menguji tagihan UP (1 jam/berkas):

a. Menerima dokumen SPP/tagihan UP dari Bendahara Pengeluaran

b. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP/tagihan UP sesuai
dengan ketentuan yang berlaku

c. Memeriksa ketersediaan dana pagu anggaran dalam DIPA untuk
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu
anggaran

d. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut, antara lain:

1). Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama
orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama kantor)

2). Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya
dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang
tercantum dalam kontrak)

3). Jadwal waktu pembayaran;

4). Bukti pemotongan pajak-pajak

4. Menghitung jumlah kebutuhan dana UP untuk pengajuan Cek untuk minta
tanda tangan kepada KPA

5. Mengambil uang ke Bank dan menyimpan dalam brankas Bendahara
Pengeluaran (1 jam)

6. Bendahara untuk Dana UP melaksanakan pembayaran (30 menit/berkas)
kepada:
a. pejabat/pegawai pada Satuan Kerja Sekretariat Negara yang berhak
menerima pembayaran;
b. pembayaran kepada Pihak Ketiga yang nilainya di bawah
Rp10.000.000,00 atau diatas Rp10.000.000,00 yang telah mendapat izin
dari Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan.

7. Melakukan pembukuan atas bukti pengeluaran yang telah dibayarkan sebagai
pertanggungjawaban UP untuk pengajuan penggantian UP (revolving)

C. Persyaratan
1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana
pelayanan:
a. Tersedianya DIPA/DIPA Revisi dan POK/POK Revisi anggaran Satuan
Kerja Sekretariat Negara
b. Tersedianya Uang Persediaan pada Bendahara

c. Adanya ...
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c. Adanya KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan

2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
a. Mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran
b. Mengajukan permintaan pembayaran melalui KPA/PPK

. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat Tulis Kantor (ATK); perlengkapan kerja (kalkulator, boxfile, mesin tik,
stempel); formulir-formulir terkait dengan SSP, SSBP, dan SSPB; komputer
berikut peralatan pendukungnya; mesin fotocopy; loket pembayaran; dan ruang
arsip

. Biaya Pelayanan
Tidak ada

. Tempat Pelayanan

Pelayanan pembayaran UP oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja
Sekretariat Negara dilaksanakan di Biro Keuangan, Sekretariat Menteri Sekretaris
Negara.

. Jadwal Pelayanan
Pelayanan pembayaran UP oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja
Sekretariat Negara dilaksanakan pada jam kerja kedinasan.

. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan berkaitan dengan pelayanan pembayaran UP
oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Negara ditujukan
kepada KPA/PPK/Kepala Biro Keuangan, dan diterima oleh Bendahara
Pengeluaran.

2. Bendahara Pengeluaran melakukan pengecekan, penelitian, pembahasan
dan memberikan penjelasan.

3. Bendahara Pengeluaran melaporkan kepada KPA/PPK/Kepala Biro
Keuangan apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan.

9. Standar ...
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9. Standar Pelayanan Pembayaran Uang Persediaan oleh Pemegang Uang
Muka di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Negara

STANDAR PELAYANAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN OLEH PEMEGANG UANG MUKA
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT NEGARA

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN

6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan
Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007

8. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

B. Latar Belakang
Dalam rangka memperlancar pelayanan pembayaran uang persediaan oleh
Pemegang Uang Muka (PUM) di lingkungan Satuan Kerja (Satker) Sekretariat
Negara secara efektif, efisien, dan tertib administrasi, dipandang perlu untuk
menetapkan standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan pembayaran uang persediaan melalui
PUM di lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Negara adalah sebagai panduan
bagi pelaksana pelayanan dalam pembayaran uang persediaan melalui PUM di
lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Negara, serta memberikan informasi kepada
pengguna pelayanan.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan pembayaran uang persediaan
oleh PUM di lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Negara yang cepat, tepat,

efektif ...
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efektif dan efisien sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
pengguna pelayanan.

. Ruang Lingkup

1.

Unit pelayanan pembayaran uang persediaan oleh PUM di lingkungan Satuan
Kerja Sekretariat Negara adalah Unit Kerja Eselon I/Il di lingkungan Satuan
Kerja Sekretariat Negara.

Pelaksana pelayanan adalah:

a. Biro Keuangan, Pejabat Unit Eselon Il di lingkungan Satuan Kerja
Sekretariat Negara;

b. Jabatan fungsional yang ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), Bendahara Pengeluaran, PUM dan Staf Pengelola Keuangan.

Penanggung jawab pelayanan adalah KPA dan Pejabat unit Eselon | di
lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Negara.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya mekanisme pelaksanaan
pembayaran uang persediaan oleh PUM di lingkungan Satuan Kerja
Sekretariat Negara yang tepat, cepat dan akurat.

Pengguna pelayanan adalah pejabat dan pegawai di lingkungan Eselon /Il
Satuan Kerja Sekretariat Negara, dan Pihak Ketiga.

Keluaran (output) pelayanan adalah terbitnya:

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pengganti uang persediaan;

b. Bukti pembayaran kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Eselon I/l
Satuan Kerja Sekretariat Negara, dan Pihak Ketiga.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah lancarnya pembayaran uang
persediaan oleh PUM di lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Negara.

Standar kompetensi pelaksana:

a. Menguasai aplikasi komputer seperti program Microsoft Office (Ms Word,
Ms Excel)

b. Memahami peraturan keuangan negara, perbendaharaan, perpajakan,
dan sistem pembayaran uang persediaan

c. Jujur, tekun, dan teliti

d. Mampu bekerjasama dan memiliki inisiatif kerja

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA

KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Pencatatan memorandum permintaan biaya perjalanan dinas dan/atau tagihan pihak ketiga di bawah Rp10.000.000,00
dan/atau biaya kegiatan dari Unit Kerja Eselon Il Satker Setneg, yang telah mendapat disposisi/persetujuan

Pejabat Eselon I/l berkenaan/KPA (10 menit)

Penyiapan dan
penerbitan SPPD
dan uang muka !
biaya perjalanan |

________________

\ 4
Pemberian disposisi (10 menit)

\4

Penyiapan memorandum kepada Kepala Biro
Keuangan untuk permohonan penerbitan SPPD
(10 menit)

A 4

Penyampaian memorandum kepada Kepala Biro

<+ Keuangan (10 menit/berkas)

Penelitian dan pengujian tagihan
pihak ketiga di bawah
Rp10.000.000,00 dan/atau uang
muka biaya kegiatan
(1 jam/berkas)

Penerimaan dan Pencatatan kwitansi uang muka biaya

dinas P perjalanan dinas (15 menit/berkas )

A 4

Penelitian dan penguijian kwitansi uang muka biaya
perjalanan dinas (30 menit/berkas)

v

v

Pembayaran uang muka biaya perjalanan dinas, dan/atau uang muka biaya kegiatan kepada
Pejabat/Pegawai yang berhak menerima pembayaran, dan/atau pihak ketiga

(30 menit/berkas)

A\ 4

Penelitian dan penguijian pertanggungjawaban perjalanan dinas rampung dan/atau kwitansi
pembayaran tagihan pihak ketiga di bawah Rp10.000.000,00 dan/atau biaya kegiatan (4 hari)

' Penyiapan dan
! penerbitan SPM-GU
| Isi/Nihil

________________

____________________

A 4

Penyiapan dan penandatangan SPP (1 hari/berkas)

Penyampaian SPP-GU Isi/ Nihil (15 menit/berkas)

(2jam)

Menerima GU-Isi dari Bendahara Pengeluaran

B. Prosedur ...
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B. Prosedur Pelayanan
1. Staf Pengelola Keuangan Eselon I/ll berkenaan mencatat memorandum
permintaan biaya perjalanan dinas dan/atau tagihan pihak ketiga di bawah Rp
10.000.000,00 dan/atau biaya kegiatan dari Unit Kerja Eselon Il Satker
Setneg, yang telah mendapat disposisi/persetujuan Pejabat Eselon I/KPA oleh

(10 menit/berkas).

2. PPK memberikan disposisi kepada Staf Pengelola Keuangan (10 menit/
berkas)

3. a. Permohonan pencairan biaya perjalanan dinas

1) PPK memberikan disposisi kepada Staf Pengelola Keuangan Eselon |
berkenaan untuk penyiapan memorandum permohonan penerbitan
SPPD kepada Kepala Biro Keuangan (10 menit/berkas).

2) Staf Pengelola Keuangan Eselon | berkenaan menyampaikan
memorandum permohonan penerbitan SPPD kepada Kepala Biro
Keuangan (10 menit/berkas).

3) Biro Keuangan menyiapkan dan menerbitkan SPPD dan kwitansi uang
muka perjalanan dinas.

4) Staf Pengelola Keuangan menerima dan mencatat kwitansi uang muka
biaya perjalanan dinas (15 menit/berkas).

5) PUM meneliti dan menguji kwitansi uang muka biaya perjalanan dinas
(30 menit/berkas).

6) PUM membayar uang muka biaya perjalanan dinas kepada pejabat dan
pegawai yang berhak menerima (30 menit/berkas).

b. Permohonan pembayaran tagihan Pihak Ketiga di bawah Rp10.000.000,00
dan/atau biaya kegiatan:

1) PPK memberikan disposisi kepada PUM untuk meneliti dan menguiji
pengajuan tagihan Pihak Ketiga di bawah Rp10.000.000,00 dan/atau
uang muka biaya kegiatan (10 menit/berkas);

2) PUM meneliti dan menguji pengajuan pembayaran Pihak Ketiga di
bawah Rp10.000.000,00 dan/atau biaya kegiatan (1 jam/berkas);

3) PUM membayar kepada Pihak Ketiga di bawah Rp10.000.000,00
dan/atau uang muka biaya kegiatan kepada pejabat/pegawai yang
berhak menerima pembayaran (30 menit/berkas).

4. PUM menguji dan meneliti pertanggungjawaban perjalanan dinas rampung
dan/atau kwitansi pembayaran tagihan pihak ketiga di bawah
Rp10.000.000,00 dan/atau biaya kegiatan yang telah mencapai 75% (4 hari).

5. PUM menyiapkan SPP dan penandatanganan SPP GU-Isi/Nihil oleh PPK (1
hari/berkas).

6. PUM menyampaikan SPP-GU Isi/nihil kepada Bendahara (15 menit/berkas).

7. Menyiapkan dan menerbitkan SPM-GU Isi/Nihil, selanjutnya disampaikan
kepada KPPN Jakarta | sampai terbit SP2D

8. Menerima ...
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8. Menerima kembali penggantian uang persediaan dari Bendahara engeluaran
(1 jam/berkas)

. Persyaratan
1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana
pelayanan:
a. Tersedianya DIPA/DIPA Revisi dan POK/POK Revisi Satuan Kerja
Sekretariat Negara
b. Tersedianya Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran
c. Adanya KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, PUM, Staf Pengelola
Keuangan

2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
a. Mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran
b. Mengajukan permintaan pembayaran

. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor; perlengkapan kerja (kalkulator, boxfile, mesin tik, stempel);
formulir-formulir terkait dengan SSP, SSBP, SSPB; komputer berikut peralatan
pendukungnya; mesin fotokopi; dan brankas

. Biaya Pelayanan
Tidak ada

. Tempat Pelayanan
Pelayanan pembayaran uang persediaan oleh PUM di lingkungan Satuan Kerja
Sekretariat Negara diselenggarakan di lingkungan Eselon /1l berkenaan.

. Jadwal Pelayanan
Pelayanan pembayaran uang persediaan oleh PUM di lingkungan Satuan Kerja
Sekretariat Negara dilaksanakan pada jam kerja kedinasan.

. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan berkaitan dengan pembayaran uang
persediaan oleh PUM di lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Negara
ditujukan kepada Pejabat Eselon | berkenaan/KPA melalui PPK.

2. PPK melakukan pengecekan, penelitian, pembahasan, dan memberi arahan
untuk tindak lanjut.

3. PPK melaporkan kepada Pejabat Eselon | berkenaan/KPA apabila
permasalahan tidak dapat diselesaikan.

10. Standar ...
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10.Standar Pelayanan Penggantian Uang Persediaan pada Satuan Kerja
Bagian Anggaran 007.01

STANDAR PELAYANAN
PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN
PADA SATUAN KERJA BAGIAN ANGGARAN 007.01

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Bantuan
Pemerintah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
untuk Akademi llImu Pengetahuan Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN
7. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008
8. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

ok

B. Latar Belakang
Dalam rangka memperlancar pelayanan penggantian uang persediaan pada
satuan kerja (Satker) Bagian Anggaran (BA) 007.01 secara efektif, efisien, dan
tertib administrasi, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penggantian uang persediaan pada
Satker BA 007.01 adalah sebagai panduan bagi pelaksana pelayanan dalam
melaksanakan penggantian uang persediaan pada Satker BA 007.01 dan
memberikan informasi kepada pengguna pelayanan.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan penggantian uang persediaan
pada Satker BA 007.01 yang cepat, tepat, efektif, dan efisien sehingga mampu
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengguna pelayanan.

D. Ruang Lingkup

1. Unit pelayanan penggantian uang persediaan pada Satker BA 007.01 adalah
Biro Keuangan.

2. Pelaksana ...
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Pelaksana pelayanan adalah:

a. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran Belanja Lain-lain, Kepala
Subbagian Penelitian dan Pengujian Belanja Lain-lain |, Kepala
Subbagian Penelitian dan Pengujian Belanja Lain-Lain II, dan Staf Penguiji
Data Keuangan;

b. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Kepala Subbagian Penelitian dan
Pengujian |, Kepala Subbagian Penelitian dan Pengujian Il, Kepala
Subbagian Penelitian dan Pengujian Ill, dan Staf Penguji Data Keuangan;

c. Jabatan fungsional yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara
Pengeluaran.

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Keuangan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya mekanisme pelaksanaan
penggantian uang persediaan pada Satker BA 007.01 yang cepat, tepat, dan
akurat.

Pengguna pelayanan adalah Satker BA 007.01.

Keluaran (output) pelayanan adalah terbitnya Surat Perintah Membayar
(SPM) sebagai bukti perintah pembayaran langsung ke rekening Bendahara
Pengeluaran.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah lancarnya penggantian uang
persediaan pada Satker BA 007.01.

Definisi peristilahan

Satker BA 007.01 adalah Sekretariat Negara, Komisi Hukum Nasional (KHN),
Akademi Illmu Pengetahuan Indonesia (AlIPI), dan Unit Kerja Presiden
Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP-PPR).

Standar kompetensi pelaksana:

a. Menguasai aplikasi komputer seperti program Microsoft Office (MS Word,
Excel), aplikasi SPM

b. Memahami peraturan keuangan negara, perbendaharaan, perpajakan

c. Jujur, tekun, dan teliti

d. Mampu bekerjasama dan memiliki inisiatif kerja

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA

KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Pencatatan SPP dari PPK yang telah mendapat

disposisi/persetujuan KPA dan Karo Keuangan (10 menit/berkas)

A 4

Pemberian disposisi (10 menit/berkas)

A 4

Pencatatan dan pendistribusian dokumen (10 menit/berkas)

'

Penelitian dan pengujian dokumen SPP-GU yang telah mendapat

persetujuan KPA (2 hari/berkas)

\4

Penyiapan SPM-GU (10 menit/berkas)

'

Pengujian dan Penandatanganan SPM-GU (10 menit/berkas)

|

Penyampaian SPM ke KPPN Jakarta |
(1 jam/berkas)

Pengambilan SP2D (1 jam/berkas) —

Penyampaian copy SP2D
ke Bagian AKLAP
(5 menit/berkas)

A4

< -

Pencatatan SP2D (5 menit/berkas)

B. Prosedur Pelayanan
1. Pengagenda mencatat SPP dari PPK pada Satker BA 007.01 yang telah
mendapat disposisi/persetujuan KPA dan Kepala Biro Keuangan (10 menit/

berkas)

Terbit SP2D

| v i
' Transfer Dana ke !

Rekening Bendahara

______________________

2. Pemberian disposisi oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran Belanja
Lain-lain dan Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran (10 menit/berkas)

3. Pengagenda mencatat dan mendistribusikan dokumen (10 menit/ berkas).

4. Kepala Subbagian yang menangani meneliti dan menguji dokumen SPP-GU

yang telah mendapat persetujuan KPA (2 hari/berkas).

5. Penguji ...
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5. Penguji Data Keuangan menyiapkan SPM-GU (10 menit/berkas).

6. Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM melakukan pengujian dan
penandatanganan SPM-GU (10 menit/berkas).

7. Pengadministrasi SPM menyampaikan SPM ke KPPN Jakarta | (1 jam/
berkas).

8. Penerbitan SP2D ditindaklanjuti dengan transfer dana oleh KPPN Jakarta |
ke rekening Bendahara Pengeluaran.

9. Pengadministrasi SPM mengambil SP2D (1 jam/berkas).
10. Pengadministrasi SPM mencatat SP2D (5 menit/berkas).

11. Pengadministrasi SPM menyampaikan copy SP2D, SPM/SPM revisi,
DIPA/DIPA revisi, POK/POK revisi, SSBP, SSPB ke Bagian Akuntansi dan
Pelaporan (5 menit/berkas).

Persyaratan
1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana
pelayanan:
a. Tersedianya DIPA/DIPA Revisi dan POK/POK Revisi Satker BA 007.01
b. Adanya KPA, PPK, Pejabat Penguji, Penandatangan SPM, dan Bendahara
Pengeluaran

2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
a. Mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran
b. Mengajukan permintaan pembayaran

Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor; perlengkapan kerja (kalkulator, boxfile, mesin tik, stempel);
formulir-formulir terkait dengan SSP, SSBP, SSPB; komputer berikut peralatan
pendukungnya; mesin fotockopi; ruang arsip; brankas; telepon dan faksimili;
kendaraan roda dua dan roda empat

Biaya Pelayanan
Tidak ada

Tempat Pelayanan

Pelayanan penggantian uang persediaan pada Satuan Kerja Bagian Anggaran
007.01 diselenggarakan di Biro Keuangan, Sekretariat Menteri Sekretaris
Negara.

Jadwal Pelayanan

Pelayanan penggantian uang persediaan pada Satuan Kerja Bagian Anggaran
007.01 dilaksanakan pada jam kerja kedinasan.

H. Penanganan ...
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H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan berkaitan dengan pelayanan penggantian uang
persediaan pada Satker BA 007.01 ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan,
dan diterima oleh Kepala Subbagian yang menangani pelayanan, kemudian
disampaikan kepada Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran Belanja Lain-lain
dan Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran.

2. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran Belanja Lain-lain dan Kepala Bagian
Pelaksanaan Anggaran melakukan pengecekan, penelitian, pembahasan dan
memberi arahan untuk tindak lanjut.

3. Kepala Bagian Terkait menyampaikan laporan kepada Kepala Biro Keuangan
apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan.

11. Standar ...
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11.Standar Pelayanan Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga pada Bagian
Anggaran 007.01 dan Bagian Anggaran 069.03

STANDAR PELAYANAN
PEMBAYARAN TAGIHAN PIHAK KETIGA
PADA BAGIAN ANGGARAN 007.01 DAN BAGIAN ANGGARAN 069.03

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN

6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara
Nomor 7 Tahun 2008

7. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

B. Latar Belakang
Dalam rangka memperlancar pelayanan pembayaran tagihan Pihak Ketiga
secara efektif, efisien, dan tertib administrasi, dipandang perlu untuk menetapkan
standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan standar pelayanan pembayaran tagihan Pihak Ketiga pada
Bagian Anggaran 007.01 dan Bagian Anggaran 069.03 adalah sebagai panduan
bagi pelaksana pelayanan dalam meneliti dan menguji dokumen tagihan pihak
ketiga yang dibebankan pada anggaran Sekretariat Negara, anggaran belanja
lain-lain Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara
administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara serta memberikan informasi
kepada pengguna pelayanan.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem pelayanan pembayaran bagi Pihak

Ketiga yang cepat, tepat, efektif dan efisien sehingga mampu memberikan
kepuasan dalam penyelesaian pembayaran kepada pengguna pelayanan.

D. Ruang ...
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D. Ruang Lingkup

1.

Unit pelayanan yang menyelesaikan pembayaran tagihan Pihak Ketiga pada
Bagian Anggaran 007.01 dan Bagian Anggaran 069.03 adalah Biro
Keuangan.

Pelaksana pelayanan adalah:

a. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Kepala Subbagian Penelitian
dan Pengujian I, Kepala Subbagian Penelitian dan Pengujian Il, Kepala
Subbagian Penelitian dan Pengujian Ill, dan Staf Penguji Data
Keuangan;

b. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran Belanja Lain-Lain, Kepala
Subbagian Penelitian dan Pengujian Belanja Lain-lain |, Kepala
Subbagian Penelitian dan Pengujian Belanja Lain-Lain Il, dan Staf
Penguji Data Keuangan;

c. Pejabat/pegawai ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan
Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, dan
Pemegang Uang Muka (PUM).

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Keuangan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya mekanisme pembayaran
yang cepat, tepat, dan akurat.

Pengguna pelayanan adalah Pihak Ketiga yang melakukan perikatan dengan
Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.

Keluaran (output) pelayanan adalah terbitnya Surat Perintah Membayar
(SPM) sebagai bukti perintah pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah lancarnya pembayaran kepada
Pihak Ketiga yang melakukan perikatan dengan Sekretariat Negara dan
lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh
Sekretariat Negara.

Definisi peristilahan

a. Bagian Anggaran 007.01 adalah Satuan Kerja Sekretariat Negara, Satuan
Kerja Komisi Ombudsman Nasional (KON), Satuan Kerja Komisi Hukum
Nasional (KHN), Satuan Kerja Akademi llmu Pengetahuan Indonesia
(AIP1), Satuan Kerja Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan
Reformasi (UKP3R).

b. Bagian Anggaran 069.03 adalah Belanja Lain-lain yang khusus
dialokasikan untuk Satuan Kerja Sekretariat Negara.

c. Pihak Ketiga adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa dan mempunyai
perikatan dengan satuan kerja pada Bagian Anggaran 007.01 dan Bagian
Anggaran 069.03.

9. Standar ...
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9. Standar kompetensi pelaksana:
a. Menguasai aplikasi komputer seperti program Microsoft Office (Ms Word,
Ms Excel) dan aplikasi SPM
b. Memahami peraturan keuangan negara, perbendaharaan, perpajakan
Jujur, tekun, dan teliti
Mampu bekerjasama dan memiliki inisiatif kerja

e o

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA
KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Pencatatan surat/dokumen dari PPK/Pejabat yang ditunjuk, yang telah mendapat
disposisi/persetujuan Sesmensesneg/KPA/Kepala Biro Keuangan (10 menit/berkas)

Surat-surat terkait dengan SPP yang dibebankan pada Anggaran Sekretariat Negara,
pembayaran tagihan Pihak Anggaran Belanja Lain-lain Setneg dan Lembaga lain yang
ketiga anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat
Negara

A 4

Pemberian disposisi
(10 menit/berkas)

'

Pencatatan dan pendistribusian dokumen
(10 menit/berkas)

v

Penelitian dan penguijian tagihan yang dibebankan pada Anggaran
Sekretariat Negara, Anggaran Belanja Lain-lain Setneg, dan Lembaga
lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh
Sekretariat Negara (1 jam/berkas)

A 4
Penyiapan SPM LS oleh Kepala Subbagian (15 menit/berkas)

A\ 4
Penguijian dan penandatanganan SPM (10 menit/berkas)

v

Penyampaian SPM ke | P
KPPN Jakarta | | erbi
—> |
(1 jam/berkas) : LSIGUITUP
i v
i ' Transfer dana ke
(1 jamiberkas) rekening Pihak Ketiga

melalui Bank persepsi

Pengambilan SP2D <

Penyampaian copy SP2D Y
dan SPM/SPM Ralatke | _____| Pencatatan SP2D | Lo
Bagian AKLAP (5 menit/berkas)
(5 menit/berkas)

B. Prosedur ...
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B. Prosedur Pelayanan
1. Pegawai Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Bagian Pelaksanaan Anggaran
Belanja Lain-lain mencatat surat/dokumen dari PPK/pejabat yang ditunjuk
yang telah mendapat disposisi/persetujuan Sesmen/KPA/Kepala Biro
Keuangan (10 menit/berkas), berupa:
a. surat-surat terkait dengan pembayaran tagihan pihak ketiga;
b. SPP yang dibebankan pada anggaran Sekretariat Negara, anggaran
belanja lain-lain Sekretariat Negara, dan lembaga lain yang anggarannya
secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.

2. Pemberian disposisi oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Kepala
Bagian Pelaksanaan Anggaran Belanja Lain-lain (10 menit)

3. Pegawai Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Bagian Pelaksanaan Anggaran
Belanja Lain-lain mencatat dan mendistribusikan dokumen kepada Kepala
Subbagian yang menangani (10 menit).

4. Penguji Data Keuangan meneliti dan menguiji tagihan (1 jam):

a. Menerima dokumen SPP/tagihan dari Kepala Subbagian

b. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP/tagihan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

c. Memeriksa ketersediaan dana pagu anggaran dalam DIPA untuk
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu
anggaran

d. Memeriksa ketentuan rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang
dicapai dengan indikator keluaran

e. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut:

1). Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama
orang/perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama kantor)

2). NILAI tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya
dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang
tercantum dalam kontrak)

3). Jadwal waktu pembayaran

4). Bukti potongan pajak-pajak

f. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan
indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau
spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak

5. Kepala Subbagian menyiapkan SPM-LS (15 menit/berkas):
a. Meneliti dan memaraf SPM-LS
b. Mengajukan SPM-LS kepada Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM

6. Pengujian dan penandatanganan SPM-LS oleh Pejabat Penguji dan
Penandatangan SPM (10 menit/berkas)

7. Pengadministrasi SPM menyampaikan SPM-LS ke KPPN Jakarta | (1
jam/berkas).

8. Penerbitan ...
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8. Penerbitan SP2D ditindaklanjuti dengan transfer dana ke rekening Pihak
Ketiga oleh KPPN Jakarta |1 (Waktu penerbitan SP2D tergantung proses di
KPPN).

9. Pengadministrasi SPM mengambil SP2D ke KPPN Jakarta | (1 jam/ berkas).
10. Pengadministrasi SPM mencatat SP2D (5 menit/berkas).

11. Pengadministrasi SPM menyampaikan copy SP2D dan SPM/SPM Ralat, ke
Bagian Akuntansi dan Pelaporan (5 menit/berkas).

. Persyaratan
1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana
pelayanan:
a. Tersedianya DIPA/DIPA revisi dan POK/POK revisi anggaran Sekretariat
Negara (007.01) dan anggaran belanja lain-lain (069)
b. Tersedianya uang persediaan pada Bendahara/PUM, khusus untuk
pembayaran oleh Bendahara/PUM
c. Adanya KPA, PPK, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, Bendahara
Pengeluaran dan/atau PUM, Staf Penguji Data Keuangan

2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
a. Mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran
b. Mengajukan permintaan pembayaran melalui KPA/PPK

. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor (ATK); perlengkapan kerja (kalkulator, boxfile, mesin tik,
stempel); formulir-formulir terkait dengan SSP, SSBP, dan SSPB; komputer
berikut peralatan pendukungnya; mesin fotokopi; loket pembayaran; ruang arsip;
kendaraan bermotor roda dua dan empat

. Biaya Pelayanan
Tidak ada

. Tempat Pelayanan
Pelayanan pembayaran tagihan pihak ketiga pada Bagian Anggaran 007.01 dan
Bagian Anggaran 069.03 dilaksanakan di Biro Keuangan, Sekretariat Menteri
Sekretaris Negara.

. Jadwal Pelayanan

1. Pelayanan penerimaan permintaan pembayaran dilaksanakan mulai pk. 08.00
s.d. 15.00 WIB

2. Dokumen permintaan pembayaran yang diterima setelah pk. 12.00 WIB akan
diproses pada hari kerja berikutnya

. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan berkaitan dengan pelayanan pembayaran
tagihan Pihak Ketiga pada Bagian Anggaran 007.01 dan Bagian Anggaran
069.03 ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan, dan diterima oleh Kepala

Subbagian ...
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Subbagian yang menangani pelayanan kemudian disampaikan kepada
Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Kepala Bagian Pelaksanaan
Anggaran Belanja Lain-lain.

. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Kepala Bagian Pelaksanaan
Anggaran Belanja Lain-lain melakukan pengecekan, penelitian, pembahasan
dan memberi arahan untuk tindak lanjut.

. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Kepala Bagian Pelaksanaan
Anggaran Belanja Lain-lain menyampaikan laporan pada Kepala Biro
Keuangan apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan.

12. Standar ...
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12.Standar Pelayanan Pembayaran Honorarium dan Tunjangan Kerja pada
Satuan Kerja Komisi Ombudsman Nasional

STANDAR PELAYANAN
PEMBAYARAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN KERJA
PADA SATUAN KERJA KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman
Nasional

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN

5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008

6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia

B. Latar Belakang
Dalam rangka memperlancar pelayanan pembayaran honorarium dan tunjangan
kerja Satuan kerja (Satker) Komisi Ombudsman Nasional (KON) secara efektif,
efisien, dan tertib administrasi, dipandang perlu untuk menetapkan Standar
Pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan pembayaran honorarium dan tunjangan
kerja pada Satker KON adalah sebagai panduan bagi pelaksana pelayanan
dalam melaksanakan pembayaran honorarium dan tunjangan kerja Satker KON,
dan memberikan informasi kepada pengguna pelayanan.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan pembayaran honorarium dan
tunjangan kerja Satker KON yang cepat, tepat, efektif dan efisien sehingga
mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengguna pelayanan.
D. Ruang Lingkup
1. Unit pelayanan yang melaksanakan pembayaran honorarium dan tunjangan
kerja pada Satker KON adalah Biro Keuangan.

2. Pelaksana pelayanan adalah:

a. Kepala ...
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a. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran Belanja Lain-lain, Kepala
Subbagian Penelitian dan Pengujian Belanja Lain-lain |, Kepala
Subbagian Penelitian dan Pengujian Belanja Lain-Lain II, dan Staf Penguiji
Data Keuangan;

b. Jabatan fungsional yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara
Pengeluaran, dan Pemegang Uang Muka (PUM) serta pengelola
keuangan.

Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Keuangan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya mekanisme pelaksanaan
pembayaran honorarium dan tunjangan kerja Satker KON yang tepat, cepat
dan akurat.

Pengguna pelayanan pembayaran honorarium dan tunjangan kerja adalah
Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Asisten Ombudsman, Asisten Muda
Ombudsman, Kepala Sekretariat, Staf Sekretariat, dan Pengelola Keuangan.

Keluaran (output) pelayanan adalah terbitnya:

a. Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai bukti perintah pembayaran
langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran untuk dibayarkan kepada
pengguna pelayanan melalui PUM;

b. bukti pembayaran honorarium dan tunjangan kerja berupa daftar
penerimaan honorarium dan tunjangan kerja Satker KON.

Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah lancarnya pembayaran
honorarium dan tunjangan kerja Satker KON.

Definisi peristilahan

a. Honorarium adalah imbalan/jasa atau upah yang dibayarkan kepada
Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Asisten Ombudsman, Asisten Muda
Ombudsman, Kepala Sekretariat, Staf Sekretariat, dan Pengelola
Keuangan

b. KON merupakan satuan kerja pada Bagian Anggaran 007.01 dengan
kode Satuan Kerja 439624.

Standar kompetensi pelaksana:

a. Menguasai aplikasi komputer seperti program Microsoft Office (Ms Word,
Ms Excel) dan aplikasi SPM

b. Memahami peraturan keuangan negara, perbendaharaan, perpajakan,
dan sistem pembayaran honorarium dan tunjangan kerja

c. Jujur, tekun, dan teliti

d. Mampu bekerjasama dan memiliki inisiatif kerja

BAGIAN ...
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BAGIAN KEDUA
KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

Pencatatan Surat/Dokumen dari KON dan PPK yang telah mendapat
Disposisi/Persetujuan KPA dan Karo Keuangan (10 menit/berkas)

A\ 4
Pemberian disposisi ( 10 menit/berkas )

v

Pencatatan dan pendistribusian dokumen (10 menit/berkas)

Y
Penelitian dan penguijian dokumen permintaan pembayaran
honorarium dan tunjangan kerja yang telah mendapat
persetujuan KPA (1 jam/berkas)

l

Penyiapan SPM Honorarium dan tunjangan kerja
(10 menit/berkas)

A 4
Pengujian dan Penandatangan SPM (10 menit/berkas)

! I

Penyampaian SPM ke KPPN Jakartal | —p Terbit SP2D
(1 jam/berkas)

A 4
Transfer Dana ke
Rekening Bendahara

Pengambilan SP2D (1 jam/berkas) ¢

PUM
Penyampaian Copy SP2D v :
ke Bagian AKLAP l¢--1 Pencatatan SP2D (5 menit/berkas) v
(5 menit/berkas) Pejabat/Pegawai yang berhak
menerima pembayaran

B. Prosedur Pelayanan
1. Pengagenda mencatat surat/dokumen dari KON yang telah mendapat
disposisi/persetujuan KPA dan Kepala Biro Keuangan (10 menit/ berkas).

2. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran Belanja Lain-lain memberikan
disposisi (10 menit/berkas).

3. Pengagenda mencatat dan mendistribusikan dokumen (10 menit/ berkas).

4. Kepala ...
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Kepala Subbagian yang menangani meneliti dan menguji dokumen
permintaan pembayaran honorarium dan tunjangan kerja yang telah
mendapat persetujuan KPA (1 jam/berkas).

Penguji Data Keuangan menyiapkan SPM honorarium (10 menit/berkas).

Pengujian dan penandatanganan SPM oleh Pejabat Penguji dan Penanda
Tangan SPM (10 menit/berkas).

Pengadministrasi SPM menyampaikan SPM ke KPPN Jakarta | (1 jam/
berkas).

Penerbitan SP2D ditindaklanjuti dengan transfer dana oleh KPPN Jakarta |
ke rekening bendahara pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan oleh
PUM kepada yang berhak menerima.

Pengadministrasi SPM mengambil SP2D (1 jam/berkas).

Pengadministrasi SPM mencatat SP2D (5 menit/berkas).

Pengadministrasi SPM menyampaikan copy SP2D, SPM/SPM Reuvisi,

DIPA/DIPA Revisi, POK/POK Revisi, SSBP, SSPB ke Bagian Akuntansi dan
Pelaporan (5 menit/berkas).

C. Persyaratan

1.

2.

Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana
pelayanan:
a. Tersedianya DIPA/DIPA Revisi dan POK/POK Revisi Satuan Kerja Komisi

Ombudsman Nasional

b. Adanya KPA, PPK, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM

Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
a. Mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran
b. Mengajukan permintaan pembayaran

D. Sarana dan Prasarana Pelayanan
Alat tulis kantor; perlengkapan kerja (kalkulator, boxfile, mesin tik, stempel);
formulir-formulir terkait dengan SSP, SSBP, SSPB; komputer berikut peralatan
pendukungnya; mesin fotokopi; ruang arsip; brankas; telepon dan faksimili;
kendaraan roda dua dan roda empat

E. Biaya Pelayanan
Tidak ada

F. Tempat Pelayanan
Pelayanan pembayaran honorarium dan tunjangan kerja pada Satuan Kerja KON
diselenggarakan di Kantor KON.

G. Jadwal...
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G. Jadwal Pelayanan
Pelayanan pembayaran dan tunjangan kerja pada Satuan Kerja KON
dilaksanakan pada jam kerja kedinasan.

H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan berkaitan dengan pembayaran honorarium dan
tunjangan ke